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MOTTO

BARANG SIAPA DI ANTARA KALIAN MELIHAT KEMUNGKARAN
HENDAKLAH IA MERUBAH DENGAN TANGANNYA; BILA IA TIDAK
MAMPU, MAKA DENGAN LISANNYA; DAN KALAU TIDAK MAMPU
MARA DENGAN HATINYA. YANG SEDEMINAN 1TV ADALAN
SELEMAH-LEMAHNYA IMAN
( f.r. Muslim }‘l

KEADILAN ADALAH MENEMPATKAN SESUATU ATAU

SESEORANG SESUAI DENGAN TEMPAINYA
( PLATO )®

' Imam An-Nawawi, Terjemah Hadist Arbai ‘in An-Neawawi, Adrtangea, Surabaya, 2004, hal, 54,
? Penerbit Airlangga Kumpulan Kata Mutiara, 2004
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RINGKASAN

Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas merupakan salah satu akar
masalahnya adalah lemahnya sistem hukum vang ada di Indonesia termasuk
sistem perbankan. Hal tersebut tegadi pada Gubenur Bank Indonesia Syahnl
Sabirin, Dimana Svahnil Sabinin didakwa telah melakukan korupsi dan
memperkaya Bank Bali dalam Program Penjaminan Pemenntah terhadap
Kewajiban Pembeayaran Bank Umum. Pengadilan Negerni Jakarta Pusat
menetapkan Syahril Sabinn  terbukti  melakukan tindak pidana  korups
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UL No.31/1999 juncto UL
No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada Pengadilan Tingm
Jakarta Pusat Syahnl Sabinin diputus bebas dengan berbagai pertimbangannya.
Skripsi 1m berjudul “Analisis Yundis Kasus Korupst Syahnl Sabinin Ditinjau darn
Perspektif Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Putusan Nomor
78/Pid/2002/PT.DKL.)".

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah - apakah pertimbangan
yunidis Majehs Hakim Pengadilan Tingg Jakarta Pusat dalam kasus korupsi
Syahril Sabirin kartannya dengan ajaran sifat melawan hukum?; dan apakah kasus
Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Pemjaminan Pemenntah terhadap
pembayaran klaim Bank Bali dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di
bidang perbankan?. Permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif’ berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah Pertimbangan hukum dan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat terhadap kasus korupsi Syahril
Sabirin dalam kaitannya dengan ajaran sifat melawan hukum mempertimbangkan
bahwa Syahril Sabirin tidak menyalahi prosedur dalam memproses permohonan
BDNI dan tidak pernah memberi perintah pembayaran terhadap klaim Bank Bali.
Oleh karena itu, unsur melawan hukum tidak terpenuhi.. Berdasarkan ajaran sifat
melawan hukum dalam fungsi positif pada Pasal 2 ayat (1) UU Ne. 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa unsur terschut
mengakui hukum Gidak tertulis sebagar sumber hukum positif Dengan
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perimbangan berdasarkan fakta hukumnva, Svahril Sabinn dalam membavar
klaim Bank Bali tanpa didasarkan pada terselesaikannya secara lumtas proses
verifikasi. Schingga. penulis berpendapat perbuatan Syvahnl Sabirin tersebut
merupakan tindak pidana korupsi. Sedangkan, apabila ditiniau dari tindak pidana
di bidang perbankan. maka bahwa Syahril Sabinn dalam memproses pembayaran
klaim Bank Bali tidak dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana dv bidang
perbankan Karena dalam  Ketentuan prdana UL No 13 Tahun 1968 tidak
mencantumkan pidana bag seorang Gubenur, sedangkan berdasarkan UU No.23
Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indoncsia, kasus Syahril
Sabinn udak dapat dikenakan dengan alasan bertentangan dengan asas non-
retroaktil yang dikenal dengan definisi pemberlakuan undang-undang untuk masa
vang akan datang, bukan berlaku surut. Ketentuan pidana vang tercantum dalam
ULl No 7 Tabun 1992 Juncto UL No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak
dapat memjerat Syahnl Sabinn, karena Bank Indonesia schagai lembaga
Independen mempunyal peraturan perundang-undangan sendin yaitu UL No.23
Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004 tentany Bank Indonesia

Saran konstruktif dan sknipsi i adalah Bank Indonesia scbagai lembaga
independen dalam melakukan pengawasan dan pemenksaan bank, schaiknya
memperhatikun prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) Sedangkan saran
bagi pihak pemenniah  (aparat penegak hukum) dalam  memndaklanun
Pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan tidak serta merta dapat
menjerat tersangka korups: dengan memberiakukan Undang-Undang Korupsi
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak krisis moneter terhadap perbankan nasional vaitu memperburuk
kineja perbankan nasional. Hal demikian semakin menjadi-jadi karena kondisi
perbankan nasional yang dijalankan dengan tidak memegang prinsip kehati-
hatian. Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dan perbankan dapat dilakukan
oleh mercka vang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa,
maupun para pejabat bank misalnya komisans bank juga mereka vang termasuk
dalam kategori terafiliasi dalam perbankan serta nasabah sebagai pihak yang
memanfaatkan jasa perbankan.

Negara yang menjadi debitur terbesar dari dunia perbankan nasional
sangal dirugikan dengan adanya kejahatan-kejahatan kegiatan perbankan.
Sehingga sangat merugikan perbankan nasional sendiri yang nantinya berimbas
pada perekonomian nasional. Berbagai upava telah dilakukan oleh penegak
hukum sebagai perwakilan negara agar pelanggaran perbankan dapat
diminimalisir dan menghindari kerugian negara. Akan tetapi, aspirasi masyarakat
yang menyuarakan pemberantasan korupsi membuat penegak hukum menjadikan
kejahatan yang dapat merugikan negara dituntut dengan tindak pidana korupsi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas korupsi di Indonesia
telah menduduki peringkat 4 besar negara terkorup di dunia. Perkembangan tiap
tahunnya tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, bahwa negara Indonesia
tidak beranjak pada posisi 5 besar negara terkorup di dunia. Salah satu hasil
penelitian dan lembaga 7ransparency International (TT) menunjukkan bahwa
sejak tahun 1999 hingga 2001 peringkat Indonesia selalu berada pada posisi §
besar, bahkan pada tahun 2001 menjadi negara nomor 4 yang paling banyak
terjadi kasus korupsi. Di tingkat Asia menurut Political Fconomy Risk
Consultancy Ltd. (PERC), sebuah lembaga yang memantau tingkat risiko
investasi di negara-negara Asia mendudukkan Indonesia sebagai negara paling

korup dengan Vietnam.'

: Wasingatu ,Dkk, Memikap Tabir Mafia Peradilan, Indonesia Corruption Watch, 2002, hal, 2-3
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Banvaknya kasus korupsi vang sulit diberantas tersebut salah satu akar
masalahnya adalah lemahnya sisiem hukum yang ada di Indonesia. Hal serupa
diungkapkan oleh Barda Nawawi Arnef schagaimana dikutip oleh M. Anef
Amrullah bahwa upaya penegakan hukum dipengarubi oleh tiga faktior yaitu :
faktor perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum, Ketiga
faktor im dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sitem hukum, yaitu
substansi hukum, struktur hukum. dan budaya hukum.* Beberapa kasus korupsi
luput dari pemeriksaan di lembaga yudikatif Sehingga mampu membawa
pelakunya ke muka pengadilan, untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi saja
ternyata bukan hal yang mudah. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat
yang berwenang untuk menyeret pelaku korups: tersebut. Hambatan tersebut bisa
disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dan campur tangan eksekutif
maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak
hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam
melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus
korupsi sulit untuk diberantas.

Meski demikian ada beberapa tersangka kasus korupsi yang sempat
diperiksa di pengadilan Salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan
Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia, sebagai terdakwa kasus korupsi.
Dalam kasus ini, berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 29-11-2000, No. Reg,
Perkara 287/KOR.SUS/JKT.PST/12/2000, jaksa penuntut umum mengajukan
dakwaan terhadap terdakwa vang dakwaan primairmya menyatakan bahwa
terdakwa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui dan patut
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan
perekonomian Negara dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan
membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan
Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai
atau sctidaktidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan
Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S. Tjandra PT

} M. Arief Amrullah. Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bahan
kuliah Tindak Pidana Perbankan, Universitas Jember, 2005,
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Era Giat Prima sehingga merugikan  kekayaan negara  sebesar
Rp.904.642.428.369. Dalam sistem hukum. dikenal adanya hubungan hukum
lerientu yang secara umum daat dibedakan menjadi 2 macam, yakni: pertama,
dalam hukum publik yang bersifat istimewa (unilateral atau sepihak) dan kedua
dalam hukum privat yang bersifat kontraktual (bilateral/multirateral atau dua
pihak/banyak pihak). Pemerintah dalam lalu lintas hubungan hukum perbankan
merupakan pihak dalam hubungan hukum keperdataan. Atau lebih tepat dikatakan
sebagai pihak luar.

Sedangkan menurut pendapat jaksa penuntut umum dalam dakwaannya
menyebutkan bahwa dengan adanya bukti suatu kejahatan dapat berpotensi
merugikan suatu negara, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana korupsi.
Karena sudut pandang jaksa penuntut umum melihat kejahatan tersebut dianggap
berpotensi merugikan negara. Sehingga dalam proses pengadilan baik Pengadilan
Negerl sampai dengan Kasasi, banyak para tersangka korupsi yang bebas dari
vonis pengadilan. Didukung dengan pendapat dari Suyatna Soenoesoebroto
bahwa dalam instansi pemerintah dikatakan ada suatu kerugian negara apabila ada
suatu pengeluaran keuangan negara yang seharusnya tidak dapat dikeluarkan, atau
ada dana yang masuk ke dalam kas negara akan tetapi dana itu tidak dimasukkan
ke dalam kas negara.

Para pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai kejahatan
perbankan yang dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi. Muhammad
Djumhana menerangkan bahwa tindak pidana perbankan kebanyakan dilakukan
oleh suatu korporasi® Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan disebutkan bahwa pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang
mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan
yang dilakukan oleh bank. Jika dikaitkan dengan pendapat Muhammad
Djumhana, maka pihak terafiliasi merupakan suatu korporasi yang menjalankan
usaha perbankan. Karena bank merupakan suatu lembaga atau suatu perseroan
yang merupakan korporasi. Mengutip pendapat Rudy Prasetya bahwa suatu
perusahaan atau suatu korporasi terjadi penyimpangan baik vang bersifat
keperdataan maupun pidana maka secara manajemen perusahaan, penyimpangan

3 Anwary S, (uo Vadis Pemberantasan Korupsi [)i Indonesia, Bunga Rampai, Jakarta, 2005,
hal, 27
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tersebul adalah tanggung jawab direksi atau pimpinan atau dewan direksi secara
kolegial !

Dengan adanya berbagai pro dan kontra tersebut, maka perlu dikaji lebih
lanjut mengenai kapan yunidis terhadap tindak pidana korupsi yang beraspek
perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dan menganalisa
dalam suatu karya ilmiah berbentuk sknipsi dengan judul - ANALISIS YURIDIS
KASUS KORUPSI SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Putusan Nomor
78/Pid/2002/PT.DKL.). Alasan pemilihan kasus ini sebagai bahan skripsi antara
lain: (1) kasus ini mehbatkan salah seorang pejabat publik, karena Syahril Sabirin
adalah seorang Gubernur Bank Indonesia vang setiap tindakannva, terutama yang
berkaitan dengan kebijakan publik, harus dipertanggungjawabkan; (2) adanya
indikasi korupsi dalam perkara ini; (3) adanya mekanisme vang janggal dalam
proses pencairan dana BLBI; (4) putusan tersebut mengandung kontroversial,
karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan adanya pertimbangan-
pertimbangan pengadilan yang mengundang pertanyaan baik di Pengadilan Negeri
maupun Pengadilan Tinggi
1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang timbul karena adanya tantangan,
kesangsian atau kebingungan terhadap sesuatu hal, adanya kemenduaan arti,
adanya halangan dan rintangan, adanya celah antara kegiatan yang ada dan yang
akan ada.

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apakah pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

Pusat dalam kasus korupsi Syahril Sabirin bertentangan dengan ajaran

sifat melawan hukum?;

2. Apakah kasus Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Penjaminan

Pemerintah terhadap pembayaran klaim Bank Bali dapat dikualifikasikan

sebagai tindak pidana di bidang perbankan?,

* Dalam acara persidangan perkara E.C W, Neloe sebagai saksi ahli
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan adalah sasaran yang hedak dicapai dari suatu penulisan.
Dalam penulisan skripsi imi ada tujuan yang hendak vang diuraikan sebagai
berikut
. Untuk mengetahui dan mengkaji secara objekuf tentang pertimbangan
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingg:r Jakarta Pusat dalam
membebaskan Syahnl Sabinn dalam pelaksanaan Program Penjaminan
Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dikaitkan

dengan ajaran sifat melawan hukum;

2

Untuk mengetahui dan mengkaji kasus Syahril Sabirin dalam pelaksanaan
Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembayaran klaim Bank Bali
dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan.
1.3.2 Manfaat Penulisan
Manfaat yang dapat diperoleh dan penulisan skripsi ini adalah :
I Untuk Memperkaya wacana akademis dalam lapangan hukum tindak
pidana di ndang perbankan;
2. Membenkan arti pentingnya penegakan hukum di bidang tindak pidana
perbankan guna menyeret pelaku tindak pidana di bidang perbankan;
3. sebagai referensi bagi berbagai pihak terkait dalam pembahasan tindak
pidana di bidang perbankan.
1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Pendekatan Masalah
Untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan
dan bahan analisis, desain penulisan skripsi ini difokuskan pada kasus Syahril
Sabirin yang dianpgap penting dan pokok, sehingga mampu memahami substansi
masalah dan menghasilkan pandangan atau pemikiran ilmiah tentang bagaimana
wewenang, kedudukan dan keterlibatan Syahril Sabirin dalam Program
Penjaminan Pemerintah yang diemban Bank Indonesia sebagai bank sentral dan
dunia perbankan khususnya,
Secara spesifik dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang dilakukan

adalah pendekatan yundis normatif guna memperoleh tulisan yang rasional dan
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objektif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna mempelajari dan menelaah
peraturan-peraturan dan konsep-konsep vang melatarbelakangi kasus ini serta
yang berhubungan dengan perumusan vang akan di bahas.’

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber atau materi untuk bahan penyusunan skripsi meliputi sumber
materi hukum primer, dan materi hukum skunder
1. Sumber Materi Hukum Primer

Spesifikasi sumber/bahan primer yang dimaksud adalah mengpunakan
bahan pustaka mengenai ilmu hukum vang memungkinkan dimunculkannya cara
pandang, ataupun gagasan-gagasan,

Untuk 1tu penulis berusaha menghimpun bahan dasar dari Putusan
Pengadilan, buku, artikel, majalah, serta penggunaan media internet, Mengawali
uraian, penulis teringat dengan pernyataan Kusuma Atmadja vang mengatakan
bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum vang hidup
(the living law) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan
pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.” Sehingga digunakan
juga bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-
undangan seperti :

I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia:

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan-Peraturan Pelaksana Program
Penjaminan Pemerintah lainnya.

2. Sumber Materi Hukum Skunder
Bahan hukum skunder digunakan pula dalam membedah kasus agar secara

maksimal dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

* Moh Rozaq Asyhari. Pengembangan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Bank Syariah
Berdasarken Pasal | angka 12 dan 13 Undang-Undang NO.10 Talm 1998, Universitas
Jember 2004 Hal 7.

* M Sholehudin, Tindak Pidana Perbankan, hal, 23,
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hasil-hasil penelitian, eksaminasi sebuah putusan vang berkekuatan hukum tetap
dalam hal ini Putusan Pengadilan Negen dan Putusan Pengadilan Tinggi. serta
hasil karya kalangan hukum vang lain
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data vang penulis gunakan dalam penulisan skripsi
int adalah Studi Pustaka. Dalam hal ini, penulis menggali bahan hukum yang ada
dengan membaca Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kasus Syahril
Sabirin, Peraturan Perundang-undangan. karya ilmiah dan penelitian serta
eksaminasi para ahli hukum, literatur-literatur hukum, wbsite hukum dan tulisan-
tuhisan hukum pada media massa.
1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnva adalah melakukan
analisis bahan hukum primer dan dikaitkan dengan bahan hukum skunder. Dalam
menganalisa dan serta permasalahan vang dibahas, vaitu menggunakan metode
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual
Dengan bahan hukum yang ada dan pendekatan tersebut, maka akan digunakan
metode analisa preskriptif. Dengan demikian, penulis dapat memberikan jawaban

atau argumentasi hukum atas isu hukum vang diajukan.’

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal, 202.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi dan Tugas Bank Sentral

Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam
upaya menciplakan sistem perbankan vang sehat dan efisien. Perlu
diwujudkannya sistem perbankan vang schat dan efisien itu, karena dumia
perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu
negara. Sedangkan secara khusus, Bank Sentral mempunyai peranan yang penting
dalam mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian vang diderita oleh bank itu
sendirt, masyarakat, penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan
kehidupan perekonomian '

Pada awalnya bank sentral tersebut sebagm Bank of Issue, bank sirkulasi
karena tugasnya vyang harus mempertahankan konversi uang kertas yang
dikeluarkannya terhadap emas, perak atau keduanya. Dalam perkembangan
selanjautnya Bank sirkulasi im menjalankan fungsi-fungsi lain seperti mangatur
dan mengawasi perbankan, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dengan
mengatur jumlah vang yang beredar, atau untuk bertanggung jawab dalam
menjalankan sistem pembayaran.

Dengan berkembangnya tujuan dan tugasnya, Bank Sentral tidak lag
identik dengan Bank komersial, bank tabungan atau lembaga keuangan lainnya,
Masyarakat umum tidak dapat lagi menyimpan vangnya, meminta kredit atau
mentransfer uang dari bank sentral. Dengan demikian, bank sentral dibentuk tidak
dalam rangka mencan keuntungan seperti bank-bank komersial, tetapi bank
sentral dibentuk untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu yang menyangkut
kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas ekonomi. Di
samping itu, bank sentral juga dibentuk untuk menjaga dan mangarahkan agar
aktivitas lembaga-lembaga perbankan dapat berjalan secara lancar, sehingpa dapat

mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa keberadaan koordinator

! Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana |, Jakarta , 2006, hal, 163.
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dan regulator tidak berpihak akan membawa bank-bank dapat melaksanakan
operasinya secara efisien”

Secara umum Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting
dalam perckonomian, karena sebagai lembaga vang independen mempunyai
kewenangan dalam bidang moneter dan keuangan perbankan. Hal ini nampak
pada arah strategis Bank Indonesia menurut Keputusan Gubermnur Bl
no.4/22/Kep.GBl/Interen/2002 tanggal 28 juni 2002 dimana misi dari Bank
Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui
pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan
untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Peran penting Bank Indonesia juga tercermin dari tugas vang dibebankan
sesual dengan peraturan perundang-undangan vakni Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No.3 Tahun 2004 yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
mengatur dan mengawasi bank serta kelancaran sistem pembayaran. Sasaran
strategis dari Bank Indonesia sebagai implementasi daripada tugas-tugas tersebut
adalah dengan mencapai kestabilan harpa, memajukan sistem perbankan yang
schat dan efektif, menjamin keamanan dan efisiensi sistem pembayaran,
menjamin sistem keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, meraih citra positif
baik internal maupun eksternal, meningkatkan koordinasi dan jaringan (nerwork)
dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menjadi organisasi yang berbasis
pengetahuan serta mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan
berkompetensi tinggi. Dalam rangka menjalankan tugas serta mencapal sasaran
strategis terscbut sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004
sasaran laju inflasi sebagai tujuan akhir kebijakan moneter vang semula
ditetapkan oleh Bank Indonesia telah diubah dan ditetapkan oleh pemerintah
setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter bank Indonesia dengan
kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam mencapai sasaran ckonomi

makro. Di samping itu, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat

! Ihid, hal, 163.
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komitmen dan dukungan pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi dan Bank
Indonesia.

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan Gubernur yang terdin dari scorang
Gubemnur, Deputi Gubernur senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau
sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi gubernur vang diusulkan dan diangkat oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membantu DPR
dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank
Indonesia, dibentuk badan supervisi dalam meningkatkan upava akuntabilitas.
indepedensi, transparasi dan kredibilitas bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
juncto Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
merumuskan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-
Undang Bank Indonesia’ Bank Indonesia scbagai badan hukum publik juga
mempunyai pihak-pihak terafiliasi dalam menjalankan kegiatan perbankan
Dimana Pihak terafiliasi pada bank sentral (Bank Indonesia) diatur dalam Pasal
37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam rumusan pasal tersebut dikatakan
bahwa pimpinan Bank Indenesia adalah Dewan Gubenur vang terdin atas seorang
Gubenur, seorang Deputi Gubenur, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Deputi Gubenur

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubenur - mempunvai
wewenang dan tugas dan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini:

a. Dewan Gubenur mengangkat dan memberhentikan pegawat Bank Indonesia,
pelaksanaan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubenur,

b. Dewan Gubenur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian,
penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua dan penghasilan lainnya;

¢. Gubenur, Deputi Gubenur Senior, dan Deputi Gubenur dan‘atau pejabat
Bank Indonesia ndak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau
kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnyva sebagaimana

' Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa . * Bank Tndonesia dinyatakan sebagai
badan hukum dengan U -Undang dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang
Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendini yang terlepas dari anggaran pendapatan dan
belanja negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan
peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya ™
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dimaksud dalam Undang-Undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad
baik:

d. Gaji penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubenur senior
dan Deputi Gubenur ditetapkan oleh Dewan Gubenur;

e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Dewan Gubenur dapat
menetapkan sanksi administrast terhadap pegawai Bank Indonesia serta
pihak-pithak lain vang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan
dalam Undang-Undang tersebut.

2.2 Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembavaran Bank Umum

Program Penjarminan Pemernintah adalah suatu program pemerintah yang
berisi pembenian jaminan kepada para kreditur/pemilik simpanan (baitk berupa
giro, deposito berjangka maupun tabungan) di bank umum, berdasarkan ketentuan
hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1998
tentang Jaminan Pembayaran Terhadap Kewajiban Bank Umum. Di Indonesia,
program perlindungan terhadap nasabah bank ini merupakan hal yang baru,
mengingat sebelum tahun 1998, secara konknt belum dikenal suatu program
perlindungan terhadap nasabah bank.

Dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998, tidak terdapal suatu perumusan
yang tegas tentang apa vang dimaksudkan dengan Program pemjaminan
Pemerintah. Namun demikian, dan isi Keppres tersebut dan ketentuan
pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa Program Penjaminan Pemerintah
adalah suatu jaminan vang diberikan oleh pemerintah untuk membayar kcpada
pemilik simpanan dan kreditur bank umum, yang didirikan menurut hukum
Indonesia, atas seluruh kewajibannya kepada nasabah atau kreditur (baik vang
tercatat dalam on maupun of balance sheet), apabila bank tersebut mengalami
ketidakmampuan untuk membayar. Dengan luasnya lingkup kewajiban bank yang
dijamin dengan Program Penjaminan Pemerintah yakni mencakup kewajiban-

kewajiban vang bersifat on maupun of halance sheet, maka skim Program
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Penjaminan Pemerintah Indonesia berdasarkan teori perlindungan nasabah yang

bersifat blanket guarantee.’

Dalam memberikan jaminan tersebut, pemerintah antara lain menetapkan

syarat bahwa bank umum peserta program penjaminan pemerintah harus

menandatangani surat pernyataan keikutsertaan serta membayar premi kepada

penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah.

Adapun landasan hukum dari Program Penjaminan Pemerintah adalah

sebagai berikut:

1.

b

Keppres Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 Dalam Keppres

tersebut ditetapkan dua hal pokok sebagai berikut:

a. Syarat tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan
pemberian jaminan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat
pertimbangan dari Gubenur Bank Indonesia;

b. Pelaksanaan pemberian jaminan oleh pemerintah dilakukan oleh sebuah
lembaga yang ditetapkan dengan Keppres tersendiri.

Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang

Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurut Pasal

2 Keppres tersebut, tugas BPPN antara lain adalah melakukan

pengadministrasian penjaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum

sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomeor 26 Tahun 1998,

Surat Keputusan Menteri keuangan No.26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januari

1998 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah

terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Surat Keputusan

Menteri Keuangan (SK Menteri) tersebut, di samping mengatur syarat dan

tatacara jaminan pemerintah, juga ditegaskan bahwa:

a. Pengadministrasian dan pendaftaran penjaminan dilakukan oleh BPPN:

b. Pembayaran jaminan pemerintah dilakukan oleh BPPN.

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan operasional atau juklak dari SK Menkeu

No0.26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januari 1998 diterbitkan Surat Keputusan

Bersama antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN

No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998 masing-masing tanggal 6 Maret

! Komariah Emong Saparadja, Kajian Hukum Peradilan Pidana Terhadap Syahril Sabirin dalam
Kaitan dengan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, Unpad Pres, Jakarta, 2003, hal, 73,
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1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum.’
2.3 Tugas dan Wewenang Lembaga Terkait dengan Program Penjaminan
Pemerintah
Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Program Penjaminan
Pemerintah tersebut, pada dasamya terdapat dua instansi yang terlibat dalam
pelaksanaan Program Penjaminan Pemenntah yaitu BPPN dan Bank Indonesia.
Menurut Keppres Nomor 26 Tahun 1998 dan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, SK
Menkeu No.26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januan 1998, dan SKB antara Direksi
Direksi  Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/270/KEP/DIR dan
No.1/BPPN/1998, tanggal 6 Maret 1998, seluruh kewenangan dalam program
penjaminan adalah wewenang dan BPPN, yaitu antara lain:
Menerima laporan bulanan posisi simpanan dan kewajiban;
b. Menerima pendaftaran kewajiban tertentu;
¢. Menenima pengajuan kalim atau ketidakmampuan membayar dari Iéank
atas kewajibannya kepada deposan penyimpan;
d. Menenima pembayaran premi dari bank peserta penjaminan dan
mengadminisirasikannya;
e. Melakukan verifikasi terhadap bank yang mengajukan kalim dalam rangka
meneliti kebenaran, kewajaran dan keabsahan transaks:;
f. Menetapkan pembayaran klaim;
g Menernima surat utang yang disampaikan oleh bank yang telah dibayar
kewajibannya dan mentatausahakannya;
h. Menyelesaikan perselisihan antara nasabah penyimpan/kreditur dengan
bank debitur;
1. mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan dalam
program pepjaminan.
Tugas-tugas BPPN tersebut, sejak awal pendiriannya pada akhir Februari
1998, dilaksanakan oleh pegawai BPPN yang personalianya dibantu oleh

* Apabila diteliti, terbitnya SKB ini disebabkan dalam SK Menkeu banyak masalah teknis
operasional yang tidak diatur seperti tatacara pembayaran premi, tatacara pembayaran klaim, dil
SKB tersebut kemudian diganti dan disempurnakan dengan SKB antara Direksi Bank Indonesia

dengan Ketua BPPN No32/46/KEP/DIR dan No. 181/BPPN/0599 masing-masing tanggal 14
Mei 1998 '
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Departemen Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
dan Bank Indonesia.® Adapun tugas Bank Indonesia dalam Program Penjaminan
Pemerintah berdasarkan ketentuan tersebut_ antara lain sebagai berikut:

a. Mengadministrasikan pembayaran premi bank peserta Program
Penjaminan Pemerintah;

b. Membantu BPPN dalam memproses surat pernvataan keikutsertaan bank
umum dalam Program Penjaminan Pemerintah pada periode awal
berlakunya Program Penjaminan Pemerintah;

Menerima tembusan pendaftaran kreditur besar;

d. Memberikan persetujuan pembagian deviden khususnya berkaitan dengan
ada tidaknya bank kepada Bank Indonesia serta kondisi permodalan bank
vang bersangkutan.

Di samping membantu tugas-tugas BPPN berdasarkan Keppres No.26
Tahun 1998 tersebut, sesuai Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24
Spetember 1998, Bank Indonesia juga membantu BPPN dalam melaksankan
kegiatan verifikasi klaim Program Penjaminan Pemerintah, Namun, keputusan
mengenai hasil verifikasi dan pembayaran klaim Program Penjaminan Pemerintah
sepenuhnya tetap berada di BPPN (vide Keppres No.26 Tahun 1998 dan Keppres
No.27 Tahun 1998,

Dengan demikian, walaupun Bank Indonesia dilibatkan dalam
penyelenggaraan Program Penjaminan Pemerintah, namun secara hukum
kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan Program Penjaminan
Pemenntah berada pada BPPN scbagai satu-satunya lembaga yang secara khusus
dibentuk untuk itu.

" Berhubung ditariknva kembali personalia dari Depken, BPKP, dan Bank Indonesia sementara
pegawai baru BPPN masih relatif terbatas jumlahnya, sejak bulan September 1998 sesuai
dengan permintaan BPPN dalam rapat dengan Bank Indonesia tanggal 7 Spetember 1998, sera
persetujuan Rapat Direksi Bank Indonesia 24 September 1998, Bank Indonesia menyetujui
permohonan BPPN untuk membantu tugas-lugasnya dalam rangka Program Penjaminan
Pemerintah, termasuk tugas verifikasi kalim penjaminan, sedangkan otoritas untuk memutuskan
pembayaran klaim yang diajukan merupakan kewenangan BPPN sesuai dengan Keppres No.26
Tahun 1998 dan Keppres No.27 Tahun 1998

" Mengenai rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998, lihat kembali catatan kaki
No.3. Adapun pemberian bantuan Bank Indonesia terhadap tugas-tugas BPPN berdasarkan
Rapat Direksi tersebut, berakhir sejak tanggal [0 November 2000, sesuai dengan hasil
pertemuan antara Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia dengan ketua BPPN tanggal 10
November 2000,
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2.4 Ruang lingkup Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di bidang
Perbankan

Kejahatan yang berkaitan dengan perbankan merupakan salah satu bentuk
kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi yang terdiri atas kejahatan di bidang
perdagangan, investasi. perusahaan, lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim,
pasar modal dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi laimnya. Karena
kejahatan perbankan merupakan kejahatan ekonomi, perlu dikemukakan terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi.

Menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan ekonomi adalah setiap
perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang
perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. * Selain itu,
Muladi menulis bahwa kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai
kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis
diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Atas dasar konstruksi yang demikian,
menurut Muladi, vang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap
perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, tanpa menggunakan
kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnva mengandung unsur-unsur
penipuan, memberikan gambaran yang salah, penggelapan, manipulasi, melanggar
kepercavaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.

Kejahatan di bidang perbankan dan kejahatan perbankan yang keduanya
dikualifikasikan ke dalam kejahatan ekonomi memiliki pengertian vang berbeda.
Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia
perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor7 tahun 1992 juncto
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam
perundang-undangan lainnya.

Menurut Anwar,” perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan
dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perlakuan peraturan
terhadap perbuatan-perbuatan vang telah melanggar hukum yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha atau aktivitas bank.

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan
ekonomi yakni segala jemis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan

f M.Arief Amrullah, Bakan Meata kulich tindak pidana perbankan, Universitas Jember, 2006,
7 Ihid,
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dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sasaran dan sarana
tindak pidana. Lksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana
di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumusan di dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan tersebut, melainkan juga mencakup tindak pidana lainnva
vang diatur dan tersebar di luar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun
1998, yang ada kaitan dan relevansinya dengan kegiatan perbankan, yakni dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3842 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3844 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-
Undang Ort. Nomor 7 Tahun 1955 Lembaran Negara Nomor 27 Tentang Tindak
Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, juncto Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 (PnPs) Tahun
1963, Lembaran Negara Nomor 101 Tentang Tindak Pidana Subversi, vang telah
dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang disahkan pada
tanggal 19 Mei 1999 dan beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seperti Tindak Pidana Penipuan,
Penggelapan,Pemalsuan. "

Sedangkan Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang
melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan,
pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-
perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok
bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan di luar Undang-
Undang tentang perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi, dan lainnya yang scjenis.'’

" Saleh, Andi Abu Ayyub, Email: library(@iib.unair ac id: libunair@indo.netid.Post
Graduate Airlangga University, Dibuat: 2004-04-19
"M Arief Amrullah, foc. cir,
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2.5 Tindak Pidana Korupsi Yang Beraspek Perbankan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi” dikatakan bahwa perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi
harus memuat unsur-unsur melawan hukum; menguntungkan atau memperkaya
diri sendiri, korporasi atau orang lain: dapat  merugikan keuangan atau
perekonomian negara

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya din sendin, orang lain, atau
suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 vang rumusan selengkapnva adalah
sebagai benkut,

(1) Setiap orang vyang sccara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan,

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) it dinnci, maka

terdin atas unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perbuatannya
1) memperkava din sendin
2) memperkaya orang lain
3) memperkaya suatu korporasi
b. Dengan cara melawan hukum
¢. Yang dapat merugikan keuanganegara atau perekonomian negara.
Rumusan tindak pidana korupsi tersebut berasal dari rumusan lama dalam
Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971 namun diadakan penyederhanaan dengan
membuang unsur/ kalimat "yang secara langsung atau tidak langsung” (dalam
konteks merugikar! keuangan atau perekonomian negara) Selain itu juga, tidak
lagi mencantumkan unsur kesalahan berupa “diketahui atau patut disangka
olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara® schingga di dalam rumusan yang baru ini tidak lerdapat lagi unsur

2 Adami Chazawi, Hudum Pidana Matertil dan Formil K orupsi di Indoncsia, Bayumedia,
Malang, 2005, hal, 34-46,
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subjektif-kesalahan, semua unsur bersifat objektif Perubahan seperti itu,
menyebabkan cakupan rumusan yang sckarang menjadi bertambah luas dan
pengertirannva bertambah abstrak. Sifat yang meluas ini juga menybabkan tindak
pidana pada Pasal 2 menjadi turmpang tindih dengan tindak pidana khusus
lainnya. misalnya tindak pidana ekonomi atau tindak pidana pajak atau perbankan.
Bahkan Rumusan Pasal 2 merupakan Pasal umum yang menjadi dasar Pasal-pasal
Korupsi lainnya, misalnya dengan Pasal 8 atau 9.

Akan tetapi, secara substantif ada perbedaan yang mendasar antara korupsi
dalam Pasal 2 (juga pasal 3) dengan korupsi dalam Pasal 8. Jika dilihat dari sebab
beradanya objek dalan kekuasaan koruptor, maka pada korupsi Pasal 2 objek
kejaahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang
dilarang in casu memperkaya. Objek kejahatan vang berada dalam kekuasaan
koruptor berupa hasil dari korupsi tersebut. Sebelum korupsi dilakukan, benda
obiek keiahatan belum berada dalam kekuasaan pembuat. Akan tetapi, objek
kejahatan Pasal 8 /n casu uang (atau surat berharga), objek kejahatan itu berada
dalam kekuasaan si pembuat bukan oleh sebab perbuatan memiliki vang dilarang
dalam penggelapan, tetapi disebabkan oleh perbuatan hukum (bukan karena
kejahatan). Sebelum korupsi penggelapan terjadi, si pembuat telah menguasai
uang (objek) kejahatan itu (bukan oleh sebab kejahatan). Substansi penggelapan
(Pasal 8) melarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan haknya dan
kewajiban hukumnya terhadap objek yang memang semula telah berada dalam
kekuasaannya tersebut. Artinya, benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan
dar hasil pcrhuatap yang dilarang "memiliki", tetapi oleh sebab lain yang bukan
suatu kejahatan bentuk apapun. Berada dalam kekuasaan si pembuat bukan oleh
sebab kejahatan merupakan syarat esesensalia penggelapan oleh pegawai negeri in
casu korupsi Pasal 8."

Walaupun demikian, ada batas pengertian secara substantif kejahatan Pasal
2 yang harus dipegang teguh sehingga penerapannya tidak menjadi semena-mena.
Setidak-tidaknya, jika dilihat dan sudut penguasaan objek korupsi oleh si pembuat
(sudah diterangkan), maka kejahatan korupsi Pasal 2 dapat terjadi dalam hal

' Adami Chazawi, op.cit.
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apabila "sebab dikuasainya" objek oleh si pembuat disebabkan langsung oleh
perbuatan memperkaya tersebut
4. Perbuatan Memperkaya Diri

Tidak ada keterangan dalam UU termasuk dalam penjelasan tentang apa
yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Dalam KUHP ada unsur
"menguntungkan din" seperti dalam Pasal 358, 369,378. Akan tetapi dalam Pasal-
Pasal KUHP ini unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan
hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi yang dituju oleh batin atau kesalahan
dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagal "om zich of een ander
wederrechtelik te bevoordeelen”. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan
memaksa (368.369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukan
untuk menguntungkan dini (sendin atau orang lain) dengan melawan hukum, [h
sint unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga Pasal KUHP vang telah
disebutkan, pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai "memperolch
atau menambah kekavaan dari yang sudah ada" Dengan mengikuti pendapat
Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya
(24-1-1950) yang mengatakan bahwa “si pelaku haruslah mempunyal maksud
untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh
keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disini
merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan
keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan,

Apakah mungkin dalam usaha kita mencari arti tentang perbuatan
memperkaya ini menghubungkannya dengan unsure menguntungkan dari ketiga
pasal KUHP tersebut?. Apabila kita mengingat bahwa bentukan rumusan Pasal 2
in1 dibuat sendini oleh Pembentuk UU Indonesia sebagai tindak pidana baru yang
lain dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP, agaknya tidak ada dasar
untuk menghubungkannya, Akan tetapi, jika kita melihat dari arti harfiah lalu
mcnghuhunglmnnyg dengan penjelasan dari UU No. 3/1971 (UU yang lama),
tampaknya ada sifat vang sama antara menguntungkan dengan memperkaya,
seperti diuraikan di bawah ini.
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Berdasarkan istilah bahasa, memperkava berasal dari suku kata "kaya",
Kaya artinya mempunyai harta vang banyak atau banyak harta. Memperkaya
artinya menjadikan lebih kaya Oleh karena itu dari sudu bahasa’harfiah
memperkaya dapat diberi arti vang lebih jelas ialah sehagai perbuatan menjadikan
bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai "menjadikan orang yang
belum Kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya |

Dalam Penjelasan Pasal | ayar (1) sub a dari UU No. 3/1971 yang
menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut:

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suaty badan dalam
ayat im dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) vang memberi
kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber
kekayaannya sedemikian rupa schingga kekayaan vang tidak seimbang
dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan
untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi,”

Apabila kalimai tersebut diteliti dengan saksama (dalam arti unsur

memperkaya vyaitu perlu  dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang
menyebutkan “...._. sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya
atau sumber penambahan kekayaannya ... "), maka dapat disimpulkan bahwa
penghasilan si pembuat lebih banyak daripada kekayaannya, vang berarti ada
ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan
(tidak  seimbang) kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari  perbuatan
memperkaya yang dilakukan si pembuat. Berarti dari perbuatan memperkaya, si
pembuat memperoleh kekayaan vang lebih banyak daripada sumber vang
menghasilkan kekayaan itu. Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus
diperoleh suatu ke'ka}raun. perolehan kekayaan yang melebili sumber kekayaan
vang sudah ada, artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan. Berdasarkan
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus
terdapat unsur (1) perolehan kekayaan: (2) perolehan kekayaan melampaui dari
sumber kekayaannya, dan (3) ada kekayaan yang sah scsuai dengan sumber
kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak
sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

" Adami Chazawi, ap.cif
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Walaupun penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3/1971 udak terdapat
lagi dalam penjelasan Pasal-Pasal ULl No. 31/1999 atau UL No. 20/2001., namun
tetap penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3/1971, tersebut dapat digunakan
sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam UL yang
baru, mengingat unsur perbuatannva sama yakni perbuatan memperkava. Artinya,
rumusan pasal 2 ULJ No. 31/1999 juga berasal dari rumusan Pasal 1. ayar (1) sub
a Ul No. 3/1971. Jika arti perbuatan memperkava dan penjelasan Pasal 18 ayat
(2) 1im yang artinya demikian, maka dapat disimpulkan bahwa artinya tidaklah
jauh berbeda dengan arti menurut bahasa. Demikian juga dengan arti
"menguntungkan din" dan Pasal 358, 369, dan 378 KUHP.

Pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung perbuatan
memperkaya diri, yakni memperkaya din sendiri. memperkaya orang lain, dan
memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat
sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak
sah.sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang
kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si
pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si
pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi
suatu korporasi. Walaupun s1 pembuat tidak memperoleh atau bertambah
kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan diﬁnya
yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya
sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal im disyaratkan perolehan
atau. penambahan keckayaan itu telah nvata ada. Perolehan imi tidak perlu
dihubungkan dengan kerugian negara), walaupun kemungkinan kerugian negara
selalu ada akibalt darni perbuatan memperkaya. Karena kerugian negara yang
menjadi unsur dalam Pasal 2 ini sekadar dapat mendatangkan kerugian negara,
tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian dalam jumlah yvang tertentu. Dalam hal
dapat mendatangkan kerugian Negara cukuplah dibuktikan oleh jaksa penuntut

umum bahwa menurut pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dari
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perbuatan memperkaya vang diperbuat oleh s1 pelaku dapat mendatangkan
kerugian bag Negara. e

Dalam praktek. selalu ada kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi
Pasal 2 ini, walaupun sebenamya untuk terjadi korupsi pasal 2 kerugian Negara
tidak perlu nyata-nyata sudah timbul. Masuk akal juga adanya kerugian ini, karena
perbuatan memperkaya din baru dapat terwujud secara sempurmna apabila
kekayaan felah di;lx:mleh dani perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan
hokum dan menimbulkan kerugian Negara. Dengan kata lain, di satu pihak
perbuatan memperkaya si pembuat mendapatkan kekayaan dan di lain pihak
Negara dirugikan karena Perbuatan itu.

b. Secara Melawan Hukum

Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum berasal dari kata
wederrechtelifk yang memang telah lazim dibahasaindonesiakan dengan melawan
hukum. Selain itu, juga digunakan istilah tidak berhak atau tidak berwenang'
bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertan sifat tercelanya
atau sifat terlarangnya suatu Perbuatan. Perbuatan vyang tercela atau dicela
menurut Pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara
melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam
konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2. Memperkaya dengan cara
melawan hukum, vyakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan
memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam
rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut
dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau
menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan
yang dibenarkan oleh hukum. misalnya dengan menulis buku, berdagang, menjadi
dosen, menjadi makelar, dan sebagainya. Akan tetapi. tidak dibenarkan perbuatan
memperkaya vang dilakukan dengan melawan hukum. Ttulah pengertian
sederhana dan melawan hukum,

Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dan sumbernya atau dari asal
sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua, yvakni (1) jika

"* Adami Chazawi, op.eit.
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yang melarang arau mencela adalah hukum tertulis. maka sifat melawan hukum
yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada
aturan ftertulis atau peraturan perundang-undangan tetapt (2) apabila sifat
terlarangnya berasal dan masvarakat berupa kepatutan masvarakat atau nilai-nilai
keadilan yang hidup dan dijunjung ringgi oleh masyarakat, maka sifat tercela vang
demikian discbut dengan melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan
hukum menurut Pasal 2 telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun
penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam
tindak pidana Korupsi mempunyai arti ganda, baik vang berarti melawan hukum
materiil maupun melawan hukum formil. Arti dari sifat melawan hukum formil
adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsure vang termuat dalam
rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana ' Sedangkan,
Ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat
formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik,
perbuatan itu harus benar-benar dirasakan olch masyarakat schagai perbuatan
yang tidak patut atau tercela Karena ity pula ajaran ini mengakui alas an
pembenar di luar undang-undang Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat
berada pada hokum yang tidak tertulis.”

Ajaran sifat melawan hukum materiel ada dua fungsi vaitu dalam fungsi
positif dan dalam fungsi negatif Dalam fungsi negatif artinya bahwa suatu
perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiel
perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan, fungsi positifnva
yaitu mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif "
¢ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau
perckonomian negara (disingkat kerugian negara) bukanlah menjadi svarat untuk
terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat
kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkava diri dengan melawan

** Emong Saparadja Komariah, Ajaran Sifat melawan Hukem Matertel dalam Hukum Pidana
Indanesia, PT Alumni, Bandung. 2002, Hal, 25-26

7 Ihid.
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hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian vang didasarkan pada
pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan
berbagai aspek sekitar perbuatan vang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal
orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian
negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian Negara
scbagaimana pada tindak pidana matenil. Untuk membuktikan bahwa hal itu
dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam
menganalisis dan menilai aspek-aspek vang menyertai atau ada di sekitar
perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Kini apakah yang dimaksud dengan keuangan negara dan perckonomian
negara dalam ayat (1) Pasal 2 1. Mengenai kedua unsur itu, pembentuk undang-
undang telah membenkan penafsirannya (otentik) di dalam penjelasan umum UU
No.31/1999.

Penjelasan umum UU ini dimaksudkan bahwa keuangan merupakan
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang
tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
kewajiiban yang timbul karena :

1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah:;

2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yavasan, badan hukum,
dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya" keuangan negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk
apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan vang dimaksud dengan
perckonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara
mandiri yang didasgrkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh
kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan
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perekonomian negara vang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemenntah untuk
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perbuatan korupsi dapat dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya
perbuatan atau kegiatan perbankan vyang dilakukan oleh suatu korporasi.
Muhammad Djumhara menggambarkan dengan jelas mengenai 3 (tiga) bentuk
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi sebagai berikut :

1. Penipuan atau Kecurangan di Bidang Perkreditan

Kecurangan (fraud) adalah pemalsuan, penipuan atau pemebrnian gambaran
atau keterangan vang tidak sebenamya dengan tujuan memperoleh keuntungan
dengan menimbulkan kerugian meterial bagi pihak lain. Tindakan yang
digolongkan kepada penipuan, dan kecurangan dalam perkreditan (credit fraud)
yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan fidusia yaitu tindakan debitur yang memberikan keterangan
secara menyesatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut yang intinya
mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang sengaja memasulkan, mengubah, menghilangkan,atau

dengan cara apapun memberikan keteranpgan secara menyesatkan,

sehingga terjadinya perjanjian fidusia maka dapat dipidana dengan pidana
penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, dan denda
paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp100 juta”.

Perbuatan kecurangan perkreditan ini dilihat dari kuantitas kejadiannya
dilakukan karena adanya kolusi antara pihak yang terkait dalam sualu kegiatan
perbankan tersebut. Pihak oknum bank memberikan kemudahan kepada si pelaku
dengan melakukan penyimpangan atas ketentuan perkreditan, yaitu ketentuan
yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia SE 6/22/UPK/1973. oknum
pihak bank telah menerima fasilitas dani si pelaku tindak pidana tersebut guna
memeprlancar pencairan kredit sementara kredit tersebut kemudian tidak dapat
dikembalikan pada waktunya.

Perbuatan semacam itu menurut peraturan yang berlaku sekarang dapat

dikategorikan sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbanakan,
yang berbunyi ;

"Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja
meminla, alay menerima, mengizinkan atau menyetujul untuk menerima
suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang
berharga untuk keuntunganpribadinya atau untuk keuntungan keluarganya
dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh uang muka, bank garasi, atau fasilitas kredit dari bank,
atau dalam rangka pemeblian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-
sural wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban
lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain
untuk melaksanankan penerikan dana yang melebihi batas kreditnya pada
bank.
Adapun pidana terhadap tindakan demikian, yaitu pidana pemjara
sckurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta
dengan denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak
seratus miliar.™
Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a ini dapat pula dihubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,
khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, karena tampak ada unsur-unsur korupsinya
musalnya unsur memperkaya din.
Penanganan kasus-kasus mengenai bank yang menjadi objek tindak pidana
berupa pelanggaran, misalnya :

a. Menyangkut pengajuan kredit dengan agunan fiktif. Penanganan kasus
seperti ini biasanya digunakan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP;

b. Pemalsuan kartu kredit. Penanganan kasus ini biasanya digunakan Pasal
263 dan Pasal 264 KUHP;

c. Ketentuan pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana tclah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat juga dipakai sebagai dasar
pemidanaan bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal pada
peraturan lainnya.

2. Mark Up

Tindakan Mark U/p (penggelembungan jumlah kebutuhan investasi suatu
proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dan semestinya) secara khlusus
sangal berkaitan dengan pelanggaran dalam perkreditan, namun demikian juga
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sangal terkait dengan penyelewengan dana masyarakat, karcna pada dasarmya
dana kredit yang dikucurkan kepada nasabah tersebut merupakan dana masyarakat
yang terkumpul di bank. Hal ini terlihat dari akibat adanya mark up tersebut yang
memeberikan dampak yang sngat merugikan masyarakat vyaitu -
a. Timbulnya peningkatan jumlah kredit vang bermasalah, hal demikian
terjadi karena mark wuwp sangat signifikan menimbulkan terjadinya
kemungkinan kegagalan proyek vang dominan;
b. Terhambatnya pemerataan untuk mendapatkan kredit, karena dana bank
untuk lebih banyak tersedot oleh pihak investor yang menggelembungkan
proyeknyva:
¢. Penerimaan pajak mengecil karena adanya harga proyek yang diperbesar
schingga nilai depresiasinya membesar dan akhimya memperbesar
penghasilan kena pajak sehingga penerimaan pajak akan berkurang;
d. Masyarakat membayar mahal atas hasil/produk dari proyek yang di-mark
up, karena investasinya diperbesar maka penetapan hasil jualnya
diperbesar;
e. Akibat dari penetapan hasil jual yang tinggi tersebut maka daya saingnya
menjadi lemah, maka selanjutnya mereka sering meminta perlindungan
kepada pemerintah dan akhirnya dengan adanya perlindungan tersebut
maka tata niaga tidak sehat karena tidak berlaku pasar bebas juga
pelakunya tidak terdorong untuk mengifisienkan kagiatan usahanya.
Melihat kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tindakan mark up
(pengelembungan kredit), pada dasarnya semua itu merupakan tindakan
penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat.
3. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka
yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para
pejabat bank misalnya direksi dan komisaris bank juga mercka yang termasuk
dalam kategori terafiliasi dalam Perbankan serta nasabah sebagai pihak yang
memanfaatkan jasa Perbankan. Adapun jenis perbuatan yang aasa terjadi

melanggar peraturan keuangan, vaitu:
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Perbuatan pelanggaran yang berhubungan dengan legalitas atau perizinan
pendirian ;

Pelanggaran vang berhubungan dengan pembenan kredit:

Pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian jasa, dan lalu lintas
pembayaran.

Perbuatan-perbuatan tersebut berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan

berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi namun ternvata tidak

dilaksanakan atau ditaat,

Contoh-contoh bentuk dari pelanggaran vang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang

perubahannyva, diantaranya vaitu :

a.

Kejahatan berupa mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap (Pasal
46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998).

Kejahatan tentang pembocoran rahasia bank , yaitu pembocoran rahasia
bank oleh anggota Dewan komisaris, Direksi, Pegawai bank, atau pihak
terafiliasi lainnya (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
atau sebaliknya mercka sengaja tidak memberikan keterangan yang
menjadi kewajibannya berupa pembukuan informasi yang dimaksud
sebagai rahasia bank untuk kepentingan tertentu sesuai undang-undang
(Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
Kejahatan berupa tindakan dan mereka yaitu anggota Dewan Komisans,
Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan
keterangan dan informasi kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992),

Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai
bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan
palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen,
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
Kejahatan window dressing (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992).
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Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai
bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi, atau rekening suatu bank (Pasal 49 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).

Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Dircksi atau Pegawai
bank vang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyvembunyikan,
menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha. laporan transaksi atau
rekenming suatu bank atau dengan sengaja mengubah mengaburkan,
menghilangkan, mcnyembunyikan, menghapus atau menghilangkan
catatan pembukuan tersebut (Pasal 49 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992).

Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai
bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau
menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan,
pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau
untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi,
atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan
kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas kreditnya pada bank (Pasal 49 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).

Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisans, Direksi atau Pegawai
bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

yang berlaku bagi bank (Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992).
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i Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan
dalam undang-undang yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana
penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah (
Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992).

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan bisa kita lihat pada bentuk
asli kejahatan dan pelanggaran tersebut, diantaranya tindak pidana berupa:

a. Pemalsuan;

Salah satu bentuk Pemalsuan warkat bank, tanda tangan, dokumen dan

schagainya.

b. Penyalahgunaan;
yang biasa terjadi dalankartu kredit, pemalsuat Penyalahgunaan kartu
kredit dengan cara menggunaka kartu kredit milik orang lain yang
tertinggal, terjatuh, atau memang sengaja dicuri serta meniru tanda tangan
- pemegang kartu.

¢. Penipuan.

Pendapat dari M.Arief Amrullah dalam Disertasinya'” mengatakan bahwa
tindak pidana di bidang perbankan merupakan kejahatan eckonomi dengan
merumuskan tindak pidana korupsi di bidang perbankan meliputi

1. Pelanggaran yang menyangkut izin usaha;

2. Larangan dan kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan
nasabah (berkaitan dengan rahasia bank)

3. pelanggaran terhadap kewajiban memberikan keterangan untuk kepentingan
perpajakan, penyclesaian piutang bank kepentingan peradilan, dan

4. Keterangan yang wajib disampaikan oleh anggota dewan komisaris, direksi
atau pegawai bank kepada Bank Indonesia (berkaitan dengan pengawasan
bank olch Bank Indonesia);

** M.Arief Amrullah , Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perfindungan Korban kejahatan
Ekonomi D Bidang Perbankan, Desertasi, Universitas Airlangga, 2005,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

. kecurangan dalam pengadministrasian. menerima suap dan udak menaati
peraturan  perundang-undangan di bidang perbankan (berkaitan dengan
menjalankan usaha bank):

- Thdak mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
(berkaitan dengan pihak terafiliasi bank):

. kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham.
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BAB 3
PEMBAIIASAN

3.1 pt':rtimhangan Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Dalam Kasus Korupsi Syahril Sabirin Kaitannya Dengan Ajaran Sifat

Melawan Hukum

3.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terhadap Unsur

Dakwaan JPU

Dari pemahaman putusan pengadilan batk Putusan pengadilan negeri dan

dakwaan jaksa penuntut umum dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

L

]

Pada tanggal 26 Januari 1998 keluar Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun
1998 tentang Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Umum, ditindak lanjuti dengan keluamya Keputusan Mentenn Keuangan
Nomor 26/KMK . 017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Jaminan
Pemerintah terhadap Kewajiban Pembavaran Bank umum dan menyusul Surat
Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan
Perbankan Nasional Nomor 30/270/KEP/DIR dan [/BPPN/1998 tertanggal 6
Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenan Jaminan terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum (SKB I).

Kewajiban pembayaran bank umum menjadi jaminan Pemerintah adalah
kewajiban-kewajiban vang diperoleh/dilakukan sesuai dengan kelaziman dan
kewajaran yang seharusnya dilakukan menurut kelaziman transaksi perbankan
(sesuai dengan prinsip “Prudential Banking™),

Proses penjaminan dilaksanakan dengan cara klaim yang masuk dilakukan
verifikasi oleh Bank Indonesia. Kemudian apabila klaim tersebut dapat
ditenima, maka akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan otonsasi
pembayaran.

PT. Bank Bali meminta kepada manajemen PT. BDNI untuk melaporkan
kewajibannya kepada PT. Bank Bali dan dilaksanakan oleh Tim Manajemen
BDNI kepada BPPN dan permohonan BDNI tersebut oleh Tim Penjamin
Bank Indonesia dilakukan verifikasi secara “off site” dan hasilnya dinvatakan

“ditolak untuk diproses lebih lanjut guna mendapatkan pembayaran jaminan™.

32
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PT. Bank Bali mengetahui klaim PT. BDNI kepada PT. Bank Bali ditolak oleh
bank Indonesia, pihak Bank Bali mengajukan keberatan dengan mengirim
surat kepada Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Keuangan dan juga
mengirim surat kepada Ketua BPPN yang isinya memohon kebijaksanaan agar
ketentuan Penjaminan Pemerintah dalam SKB dapat diperlakukan terhadap
tagihan Bank Bali namun ditolak oleh pihak Bank Indonesia.

Joko S Tjandra menawar akan memberi tagihan PT. Bank Bali kepada PT.
BDNI dan disetujui oleh pihak PT. Bank Bali dan ditindaklanjuti dengan
membuat surat perjanjian pengalihan piutang/cessi tagihan.

SKB | tanggal 6 Maret 1998 direvisi dengan SKB baru yaitu SKB Direksi
Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 32/46/Kep/Dir dan Nomor
‘181/BPPN/0599 tertanggal 14 Mei 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Bali yang di
dalamnya mengatur antara lain pihak kreditur dimungkinkan untuk
mendaftarkan dan mengajukan pembayaran klaim terhadap debiturnya.

Pada tanggal 1 Juni 1999 Deputi Kepala BPPN datang ke UPPB-Bank
Indonesia membawa surat No. PB-380/BPPN/0699 perihal: Hasil verifikasi
atas klaim PT. Bank Bali yang isinya antara lain mohon agar dapat dilakukan
pembayaran dan surat No.PB-381/BPPN/0699 perihal permohonan
pembayaran dimuka atas klaim antar bank dan 6 Bank Rekapitalisasi (Bank
Rekap) kepada Bank Umum yang dibekukan pada tahun 1998 dan 1999
dimana kedua surat tersebut dialamatkan kepada Syahril Sabirin Gubernur
Bank Indonesia.

Terhadap surat Nomor: PB-380/BPPN/0699 tanggal | Jum 1999 Syahril
Sabirin memberi disposisi tertanggal 1 Juni 1999 kepada UASP (Urusan
Accounting dan Sistem Pembayaran) “Untuk dilaksanakan setelah koordinasi
dengan Thbu Miranda khususnya untuk mempertimbangkan target moneter.”
Surat BPPN Nomor: 380/BPPN/0699 tidak memenuhi syarat admimistrasi
sebagai surat permintaan pembayaran karcna tidak menyebutkan nomor
rekening yang akan didebet dan nomor rekening yang akan dikredit, serta
surat BPPN hanya ditandatangan oleh seorang sedangkan seharusnya
ditandatangani olch dua pejabat BPPN. Desmi Demas minta Pande N. Lubis
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yang masih menunggu di ruang Kepala UASP untuk memperbaiki surat
permintaan pembayaran.

11 Surat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Jum 1999 yang
merupakan revisi atas surat Nomor PB-0380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999
ternyata belum juga memenuhi persyaratan karena tanda tangan Farid
Harvanto (Pejabat BPPN) tidak sesuar dengan Specimen tanda tangan yang
ada di Bank Indonesia untuk rekening BPPN dan Pande N. Lubis membuat
kembali surat baru vang nomomya tetap Nomor PB-385/BPPN/0699 tanggal |
Juni 1999

12. Pukul 20.10 WIB klaim PT, Bank Bali dibayar dengan mendebetkan rekening
Nomor: 502.000.002 dan mengkreditkan rekening Nomor: 523.013.000 atas
nama PT. Bank Bali sebesar Rp 904.642.428.369,00.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam Putusan
No.78/PTD/20027PT DK menetapkan bahwa posisi kasus Syahril Sabirin dikutip
seperti halnya vang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah
sebagai berikut:

Syahril Sabirin selaku Gubenur Bank Indonesia, antara bulan September
1998 sampai dengan bulan juni 1999 telah memproses dan membayar klaim PT
Bank Bali atas kewajiban-kewajiban debitur BDNI berdasarkan Program
Penjaminan Pemerintah. Di dalam ketentuan Penjaminan Pemenntah, antara lain
ditegaskan bahwa pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-
kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak schat atau
transaksi vang bertentangan dengan praktik-praktik perbankan vang sehat
Kewajiban PT BDNI kepada Bank Bali diindikasikan bukan merupakan jenis
kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah.
Berdasarkan persetujuan Syahril Sabirin, klaim Bank Bali dapat dibayarkan
sebesar Rp. 904 642 428 369 - (sembilan ratus empal miliar enam ratue empat
puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan
rupiah) pemberian persetujuan dari Syahril Sabirin ini tidak memenuhi prosedur
yang ditentukan, sehingga perbuatan tersebut dianggap telah merugikan keuangan
atau perekonomian Negara.
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Selanjutnya Syahril Sabinn diperiksa oleh Pengadilan Negeri setelah Jaksa
Penuntut Umum menyampaikan surat dakwaannva tertanggal 29-11-2000,
No.Reg. Perkara 287/KOR SUS/JKT PST/1272000 mengajukan dakwaan terhadap
Syahnil  Sabirin (terdakwa) vang dakwaan pnmaimya menyatakan bahwa
terdakwa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu badan vang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan negara dan perckonomian negara atau diketahui dan patut
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan
membayar kalim PT Bank Bal atas kewajiban Bank Debitur BDN| berdasarkan
Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai
atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan
Pemenntah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S. Tjandra PT
Era  Giat Pnima sehingga merugikan  keuangan Negara  sebesar Rp.
904.642.428.369 -.

Setelah melalui proses pemerksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
hakim  membenkan  putusan  yang tertuang di  dalam  Putusan
No.1552/PID.B/2000/PN.JKT PST dengan menyatakan bahwa Syahnl Sabinn
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Syahril Sabirin secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama. Selain itu juga terdakwa juga harus memenuhi beberapa
sanksi atas putusan tersebut. Atas putusan hakim Pengadilan Negen, terdakwa
melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.
Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, hakim memberikan putusan vang
tertuang di dalam Putusan No.78/PID/2000/PT DK dengan menyatakan bahwa
kesalahan terdakwa Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan mevakinkan atas
perbuatan yang didakwaan kepadanva baik dalam dakwaan primaimya maupun
dakwaan subsudair

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap unsur-
unsur yang terbukti di Pengadilan Negeri sehingpa membebaskan terdakwa dari
scgala tuntutan (vrispraak) adalah sebagai berikut -
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Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdapat
pemeriksaan hukum yang dituangkan ke dalam dakwaan Primair maupun
dakwaan subsidair.

1. Primair

Menimbang, bahwa Syahril Sabirin dalam dakwaan Primair didakwa telah
melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomeor 31 Tahun
1999 Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur : Barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang, manusia yang disangka
telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 1 ayat (1) a Undang-
Undang No.3 Tahun 1971. Syahril Sabirin dalam hal ini unsur barang siapa telah
terpenuhi sebagaimana diungkapkan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa
Syahril Sabirin sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat
dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana sebagai jabatan selaku Gubenur
Bank Indonesia.

Dalam perkara ini Syahril Sabirin, selaku Gubenur Bank Indonesia
memenuhi unsur subjektif tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999, berdasarkan fakta-fakia yang mendukung sebagai berikut :

a. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M Tahun
1998 tanggal 17 Mei 1999 Syahril Sabirin diangkat sebagai Gubenur Bank
Indonesia:

b. Sebagai Gubenur Bank Indonesia Syahril Sabirin mempunyai tugas
memimpin Dewan Gubenur serta mawakili Bank Indonesia di dalam maupun
di luar Pengadilan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia.

¢. Dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan yang bersifat strategis dan
prinsipil, mencakup sekior moneter, perbankan, sistem pembayaran dan
manajemen internal diputuskan dalam forum rapai Dewan Gubenur yang

dipimpin oleh Gubenur (Syahril Sabirin).
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d. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004, berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral yang mengatur Bank Indonesia, dipimpin oleh
Dircksi vang terdiri dari Gubenur dan Direktur-direktur, wewenang dan
tanggung jawab direksi bersifat collegial. Sevap keputusan vang bersifat
kebijaksanaan diputus dalam rapat direksi vang dipimpin oleh Gubenur Bank
Indonesia.

2) Unsur : Melawan Hukum

Pengertian “melawan hukum™ dalam Pasal | ayat (1) sub (a) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 vaitu tidak menjadikan perbuatan melawan hukum

sebagal suatu perbuatan vang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini

adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dihukum. Hal-hal yang dianggap
melawan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum antara lain

a. Setelah terdakwa menerima laporan dan Erman Munzir pada tanggal 26
Maret 1999, tentang hasil verifikasi terhadap klaim BDNI, BUN, dan Bank
Tiara Asia atas kewajibannya kepada Bank Bali, terdakwa menyetujui
dilakukannya verifikasi atas klaim Bank Bali dalam rangka memperoleh
pembayaran, bahkan menyetujui dikinmnya Surat Bank Indonesia Nomor
3/1658/UPPB/ADP, tangpal 22 Maret 1999,

b. Venfikasi olch Bank Indonesia atas dasar permintaan surat BPPN Nomor S-
100/BPPN/2/99, tanggal 18 februari 1999, sebagai tindak lanjut dari surat
Bank Bali Nomor 012/CL/02/99, tanggal 12 februari 1999, yang mana Bank
Bali sebagai kreditur memninta BPPN menyelesaikan tagihannya atas
kewajiban BDNI, BUN, dan Bank Tiara Asia. Sesuai dengan SKB-1, tanggal
6 Maret 1998 dinyatakan bahwa yang berhak mendaflarkan klaim adalah
debitur, sehingga tindakan Bank Indonesia dengan melakukan verifikasi
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan SKB-1, tanggal 6 Maret
1998, atau dengan kata lain perbuatan terdakwa merupakan perbuatan
melawan hukum.

. Perbuatan terdakwa vang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan
prinsip kehatihatian (prudential banking) dilakukan lagi pada tanggal 1999,
dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) melaksanakan
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pembayaran kalim Bank Bali, sebagaimana terlihat dalam disposisi Svahnil
Sabirin pada surat BPPN Nomor Pb-380/BPPN/0699, tanggal | Jum 1999,
sebagai berikut "Kepala UASP, untuk dilaksanakan........ dst™.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat
Pertama schagaimana diuratkan dalam putusannya mengenar pengertian melawan
hukum sebagaimana dimuat dalam penjelasan dan lndang-Undang No.3 Tahun
1971, Akan tetapi Pengadilan Negeri tersebut tidak menguraikan perihal
pengertian perbuatan melawan hukum formil dan matenel. Sehingga Pengadilan
Tingg cukup beralasan untuk merujuk kepada perbuatan melawan hukum yang
dimuat dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal seperti yang
diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 [ebih tegas diuraikan dalam
penjelasan pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 bahwa vang dimaksud
melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam ami materiil vakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial
dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggn tidak menyetujui terhadap pertimbangan
unsur melawan hukum yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama. Karena terdakwa tidak menyalahi prosedur dalam tdak memproses
permohonan team pemberesan BDNI. Hal i dikuatkan dengan adanya fakta
bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB No.30/27/Ke/Dir) antara Direksi Bank
Indonesia dengan Ketua BPPN, tidak sejalan dengan dengan Kep Men.Keu
No.26/KMK.017/1998 dalam pasal 3 avat (2) atau dengan kata lain tidak
mengakomodir Keputusan Menteri Keuangan tersebut Sehingga pendaftaran
vang dilakukan oleh team pemberesan BDNI dinyatakan oleh Bank Indonesia
belum bisa diproses karena kesalahan administrasi. Tetapi menurut hemat
Pengadilan Tinggi kesalahan admimistrasi tidaklah menutup kemungkinan untuk
menuntut tagihan Bank Bali kepada BDNI melalui BPPN. Sehingga SKB tersebut
dirubah menjadi SKB No.32/46/Kep/Dir yang sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Syahril
Sabinn mencerminkan sikap hati-hati dan melalui prosedur sesuai dengan yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

berlaku di Bank Indonesia sehingga hal tersebut menjadi transparan dan diketahui
pihak terkait.

Mengenai hal pembayaran terhadap Bank Bali, Pengadilan Tinggi merujuk
dan mempercayai pada pendapat saksi Desmi Demas yang mengatakan bahwa
Gubenur Bank Indonesia tidak pernah memberi perintah terhadap Kepala Urusan
IJASP (Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran) untuk melakukan perintah
pembayaran terhadap kalim Bank Bali. Sebab prosedur pembayaran merupakan
tugas rutin Bagian UASP dan menjadi Protap (Prosedur Tetap) vang berlaku di
Bank Indonesia. Walaupun surat rekomendasi No, PB-380/BPPN/0699 dijadikan
landasan kurang hati-hatinya Syahril Sabinn dalam menjalankan tugasnya,
walaupun Pengadilan Tinggi belum pernah saksi Miranda Gultom mendengar
disposisi yang dikonsultasikan Sayhril Sabirin. Lebih-lebih perintah pembayaran
didasarkan atas surat No.PB 385/BPPN/0699 tanggal 1 jumi 1999 walupun
pembayaran klaim Bank Bali dilakukan jam 20.00 WIB. Dimana jadwal kliring
pemindahbukuan pada Bank Indonesia dilakukan jam 07.00 s/d 16.45 WIB (untuk
sift pagi) dan 14,00 s/d 22,30 WIB (untuk sift yang kedua). Sehingga Pengadilan
Tinggi menetapkan bahwa tidak ada yang patut dicurigai atau disangsikan dalam
pembayaran tersebut.

Selain itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa verifikasi PT. Bank Bali
dilakukan oleh team dan dinyatakan itu tidak masalah. Dan hubungan antara Bank
Bali dan PT. Era Giat Prima (EGP) berada di luar jangkauan wewenang terdakwa
selaku Gubenur Bank Indonesia untuk ikut berkepentingan. Dan Pengadilan tinggi
menganggap tidak relevan untuk memberi penilaian terhadap hubungan tersebut.
Sehingga pada unsur melawan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat
tidak terbukti pada Syahril Sabirin.

3) Unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu badan

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menurut
hemat Pengadilan Tinggi didasarkan pada bukti bahwa seseorang yang didakwa
melakukan tindak pidana korupsi memperoleh sejumlah uang atau harta benda
dari perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak terbukti pada Syahril Sabirin

dimana pembayaran dilakukan atas perintah dari lembaga yang berwenang dalam

I P e T
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hal ini BPPN. karena PT. Bank Bali mempunyai tagihan pada BDNI atas hutang-

hutang yang dibuat oleh BDNI pada Bank Bah yang belum terbayar. Uang vang

telah dibayarkan kepada Bank Bali melalui rekening pemerintah sebagai tindak
lanjut dari Program Penjaminan Pemerintah sesuai dengan Keppres No.29 Tahun

1998 Juncto Keputusan Menten Keuangan No.26/KMK.017/1998 menjadi hak

dari PT. Bank Bali vang wajib dibayar oleh BPPN sebagai badan yang ditugasi

menyelesaikan Masalah BDNI (Bank Take Over). Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa BPPN sebagai pemilik uang sudah wajar kalau ada perintah pengeluaran
uang dan pemiliknya.

Setelah uvang yang diterima oleh PT.Bank Bah adalah merupakan
kewenangan PT. Bank Bali bukan merupakan kewenangan Syahr | Sabinn.
Sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat unsur melakukan pebuatan memperkaya
di sendiri atau orang lain atau badan tidak terbukti.

4) Unsur : Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara atau diketahuti atau patut diketahui atau patut disangka
olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian
negara

Pendapat mengenai unsur ini Pengadilan Tinggi merumuskan bahwa Dana
yang digunakan untuk membayar kalim Bank Bal bersumber darn rekening
No.502.000.002 dengan nama “Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi
dalam Rangka Penjaminan™. BPPN telah mendapat kuasa dari Menteri Keuangan
untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk membayar kalim Bank Bali.

Bank Indonesia selaku Bendaharawan Umum Negara dalam rangka
penjaminan, adalah harus dipenuhi perintah tersebut. Oleh karena perintah
tersebut datangnya dari pemilik uang sehingga tidak ada alasan bagi Bank
Indonesia untuk menolak untuk tidak membayar kalim PT. Bank Bali sebesar
Rp.904 642 428.369 00 (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua
juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Klaim
yang dibayar oleh Bank Indonesia merupakan kewenangan dan periniah dani
BPPN atas surat No.PB.385/BPPN/0699, karena Bank Indonesia telah

menyerahkan hasil verifikasi dan konsoliasi atas transaksi yang dibuat oleh PT.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

41

Bank Bali dengan BDNI kepada BPPN. Sehingga Pengadilan Tinggn berpendapat
bahwa unsur ini tdak terbukti.
5) Unsur : Turut Serta melakukan perbuatan (Penyertaan)

Pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui kriteria yang dipaka
oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk dipenuhinya suatu perbuatan pengertian |
a. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

b. Adanya kerjasama secara fisik,

¢ Adanya kesadaran sewaktu melakukan.

Turut serta lebih diutamakan kepada pengeluaran uang / pemindahbukuan oleh
Bank Indonesia untuk klaim dani PT. Bank Bali

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sekalipun Syahril Sabirin beberapa
kali memimpin rapat berkaitan dengan klaim PT Bank Bali, peranan Syahnl
Sabinin berperan mencan jalan keluar untuk dapatnya kalim PT. Bank Bali bisa
diproses, akan tetapi rupanya karena SKB [ yang tidak memungkinkan untuk
memproses klaim Bank Bali tersebut Klaim Bank Bali baru dapat diproses
tepatnya setelah SKB I dirubah denagn SKB II yang sesuai dengan Keputusan
Mneteri Keuangan untuk membuka rekening No.502 000002 dengan nama
bendaharawan umum negara dalam penjamin Hal ini diperkuat dengan
pertimbangan bahwa sebelum dilakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali,
Syahnl Sabirin tidak pernah bertemu dengan Rudy Ramli selaku Dirut PT. Bank
Bali, Pande Lubis selaku wakil BPPN diluar klaim Bank Bali. Atas pertimbangan
di atas Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini tidak terbukti
6) Unsur : Perbuatan Berlanjut (vargezette handelling)

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa untuk dapatnya Svahril
Sabirin didakwa melakukan perbuatan berlanjut haruslah terbukti melakukan
beberapa perbuatan yang dikwalifisir sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
Pengadilan Tinggi tidak melihat perbuatan terdakwa yang merupakan beberapa
kejahatan yang merupakan beberapa kejahatan schingga dapat dikwalisir
perbuatan berlanjut. Sedangkan kalim PT. Bank Bali baru dapat diproses tanggal |
Juni 1999 berdasarkan surat perintah BPPN, setelah SKB I dirubah menjadi SKB
Il Sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti
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Dari uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tingg menetapkan bahwa
unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) sub a Juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto pasal 55 ayat
(1) ke (1) Juncto pasal 64 KUHP tidak terbukii secara sah dan meyakinkan, maka
membebaskan terdakwa dan segala dakwaan.

2. Subsidair

Menimbang. bahwa Syahril Sabirin dalam dakwaan Subsidair didakwa
telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal | ayat (1) sub
(b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomeor 31
Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurmya
sehagai berikut :

1} Unsur : Barang siapa

Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa unsur
barang siapa sudah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan unsur i
telah terbukti.

2) Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan

Unsur ini telah cukup dipertimbangan sewaktu mempertimbangkan unsur
ini dalam dakwaan primair, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingg
mengambil alih segala pertimbangan tersebut dan dianggap telah termasuk disini,
maka unsur ini tidak terbukti terhadap Syahril Sabinn.

3) Unsur - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan

Menurut Pengadilan Tinggi unsur penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan dan sarana merupakan kunci dari dari pembuktian dakwaan subsidair.
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya merujuk pada Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa
tugas dan kewajiban Dircksi adalah :

a. Melaksanakan segala pekerjaan bank sebagaimana ditetapkan dalam undang-
undang ini;
b. Melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

¢. Menentukan kebijaksanaan dan pengurusan bank.
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Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
scbagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, merumuskan tugas
Bank Indonesia adalah :

I} Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

3) Mengatur dan mengawasi bank

Bank Indonesia sebagai pelaksana dan perintah Menteri Keuangan dan
BPPN yang dituangkan dalam SKB | dan SKB II telah menolak sebanyak 8
(delapan) kali klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali atas utang-utang BDNI
yang pada pokoknya PT. Bank Bali tidak dapat diproses karena alasan
administrasi dan keterlambatan pendafiaran.. Pengadilan Tinggi menganggap
Syahril Sabirin tidak mengeluarkan perintah pembayaran tersebut

Pengadilan Tinggi menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh
Bank Indonesia mengenai pemindahbukuan rekening BPPN ke PT. Bank Bali,
bukan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya, tetapi merupakan suatu
tindakan vang harus dilakukan olehkasir / bendaharawan negara karena
diperintahkan oleh pemilik rekening instansi pemerintah qq BPPN, bila ditilik dan
sudut Bank Bali merupakan piutang vang sah, benar dan wajar karena
pembayarannya sesuai dengan program penjaminan pemeriniah.

Syahril Sabirin dan para deputy Gubenur serta BPPN dalam melakukan
proses pembayaran kalim Bank Bali, bukan merupakan rekayasa agar pengajuan
klaiam bank bali yang tidak sah dapat menjadi sah dan dibenarkan. Tetapi
dilakukan dengan transparan dan mengkaji masalah seperti adanya SKB yang
tidak sinkron dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sehingga Pengadilan Tinggm
menetapkan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan sarana yang
ada padanva tidak terbukti.

4) Unsur ; Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara, perekonomman negara

Pengadilan Tinggi menganggap unsur ini sama dengan pertimbangan

dalam dakwaan primair. Sechingga Pengadilan Tinggi mengambil alih

pertimbangan tersebut dan menganggap unsur inipun tidak terbukti.
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5) Unsur : Turut serta melakukan perbuatan pidana

Unsur inipun telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primair,
sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih segala pertimbangan dan dianggap
telah termasuk disini, maka unsur inipun tidak terbukti terhadap Syahril Sabirin.
6) Unsur : Perbuatan berlanjut

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur ini sama dengan unsur
perbuatan berlanjut dalam dakwaan primair dan unsur ini juga tidak terbukti.

Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1)
sub b Juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Juncto Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) Juncto Pasal 64
KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kesalahan Syahnl Sabirin
atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terbukti. Maka
terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

3.1.2 Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Dalam Kasus korupsi Syahril Sabirin kaitannya dengan
Ajaran Sifat Melawan Hukum

Analisis hukum vang dimaksud disini adalah menyesuaikan dengan fakta-
fakta vang ada, membuktikan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, kemudian
dilakukan analisis terhadap pertimbangan tersebut. Setelah mengumpulkan,
membaca, mempelajari, membuat legal annotation, penulis menganalisis kasus
Syahril Sabinin.

Berdasarkan 6 (enam) unsur (masing-masing untuk dakwaan primair dan
subsidair), hanya unsur “barang siapa” vang dinyatakan terpenuhi yaitu fentang
terdakwa sebagai orang vang dapat bertanggungjawab. Namun demikian penulis
mengkaji kembali putusan PT dimaksud, kaitannya unsur-unsur yang menjadi
dakwaan jaksa penuntut umum, khususnya dalam hal ajaran sifat melawan hukum
1. Unsur 2 - 6 dakwaan prmair

1). “perbuatan melawan hukum”

Majelis Banding berpendapat unsur ini tidak terbukti. Apa alasan PT untuk
berkesimpulan demikian? Dengan digelarnya rapat direksi Bl tanggal 24
September 1999 yang dihadiri juga pejabat BPPN, dihubungkan dengan desakan
IMF untuk memperbaiki pelaksanaan program penjaminan serta adanya SKB 11
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14 Mei 1999 No.32/436/Kep./Dir — No. 181/BPPN/1999 yang saling terkait, PT
berpendapat telah mencerminkan sikap hati-hati terdakwa dan telah melalui
prosedur yang berlaku di BI dan tidak menyalahi prosedur dalam memproses
permohonan tim pemberesan BDNL

Qurat MenKeu tanggal 31-5-1999 No.SR-176/MK_.01/1999 kepada
Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening Bendaharawan Umum
Negara dalam rangka penjaminan dan memberikan otorisasi kepada BPPN
sebagai pelaksanaan Keppres No. 26 tahun 1998, dan Surat-surat BPPN No. PB
380/BPPN/0699 tanggal 1-6-1999 yang diikuti Surat No. BP-385/BPPN/0699
untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia yang harus ditandatangam 2 orang,
dan disposisi terdakwa kepada saksi Desmi Demas sebagai Kepala Urusan USAP
dalam surat No. PB-380/BPPN/0699 menurut PT telah sesuai dengan prosedur
karena pembayaran merupakan tugas rutin Kepala Urusan USAP dan pula saksi
Miranda Gultom tidak dimintai keterangannya di depan sidang mengenai disposisi
terdakwa yang harus dikonsultasikan kepadanya.

Soal pencairan yang dilakukan pada malam hari, PT berpendapat hal itu
tidak salah karena jadwal kliring pemindah bukuan di Bank Indonesia dilakukan
dan pukul 07.00 s/d 16.45 dan pukul 14.00 s/d 22.30 WIB, sehingga kalaupun
dilakukan pada pukul 20.00 malam tidak patut dicurigai ataupun disangsikan.
Mengenai verifikasi telah dilakukan terhadap Bank Bali sedang untuk Bank BDNI
adalah tanggung jawab BPPN karena bank tersebut telah BTO.

Berdasarkan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk
melawan hukum menurut Pasal 2, telah ditegaskan di dalam penjelasan umum
maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum
dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan
hukum materiil maupun melawan hukum formil. Walaupun Keputusan
Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2006 menghapuskan penjelasan Pasal 2 UU
No.31 tahun 1999 yang merumuskan ajaran sifat melawan hukum.
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Arti dani sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah
mencocokl semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan
tersebut adalah tindak pidana' Sedangkan, Ajaran vang bersifat matericl
mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki
semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan vang tidak patut atau tercela
Karena ntu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar di luar undang-undang.
Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak
tertulis *

Ajaran sifat melawan hukum materiel ada dua fungsi vaitu dalam fungs
positif dan dalam fungsi negatif Dalam fungsi negatif artinva bahwa suatu
perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiel
perbuatan 1tu tidak bertentangan dengan hukum Sedangkan, fungsi positifnya
vaitu mengakui hukum tidak tertulis sehagai sumber hukum positif

Pemidanaan atas dasar Positive Materiile Wederrechtelijk  harus
memperhatikan permasalahan-permasalahan vang sensitif dalam hukum pidana.
Menurut Indriyanto Seno Adji®, Permasalahannya adalah
a) Apabila perbuatan pelaku (terdakwa) formil tidak ada penvalahgunaan

wewenang maka seharusnya yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala
tuduhan. Artinya, terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan dengan
suatu pendekatan analogi.

b) Harus ditentukan kriteria yang menentukan alasan-alasan vang mendasan
diumplementasikannya ajaran perbuatan melawan hukum dengan fungsi positif
(dalam kaitannya dengan unsur “"menyalahgunakan kewenangan”) antara lain -
1) Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan

delik, dipandang dan kepentingan umum, termyata memmbulkan kerugian

yang jauh tidak scimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan

' Emong Saparadja Komariah, Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dalam Hukwn Pidane

. Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2002, Hal, 25-26.
Ibid

' Emong Saparadja Komariah, foc.cit

" Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan beban FPembuktian, Kantor Pengacara Oemar
Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2006, hal 20-21
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dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannva vang tidak
melanggar peraturan perundang-undangan.

2) Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara.
meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi
pidananya, tetapi mencrima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan
lainnya dari seseorang (korporasi‘badan hukum) dengan maksud agar
pegawal negeri atau penyelenpggara negara negara itu menggunakan
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara
berlebihan atau menyimpang.

Berdasarkan uratan di atas. penulis berpendapat bahwa karena Syahril

Sabirin melakukan perbuatan vang bertentangan dengan kewajibannva dan

walaupun menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi, Svahril Sabirin telah

menjalankan prosedur tetap Perbankan, akan tetapi pada pandangan masyarakat

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Svahril Sabirin dalam melakukan

pembayaran pada PT. Bank Bali tanpa menyelesaikan tahap verifikasi secara

keseluruhan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat materiel pada

fungsi positif. Hal tersebut tampak dari fakta hukum sebagai berikut :

a)

b)

Untuk pelaksanaan program penjaminan pemerintah pada tanggal 24
September 1998 telah dilakukan rapat direksi Bank Indonesia yang dipimpin
terdakwa sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dihadiri pejabat BPPN.
Dalam rapat tersebut terdakwa memberi klarifikasi: “dari klaim yang masuk
akan dilakukan venfikasi oleh Bank Indonesia dan bila klaim dapat diterima
akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran”
Sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan verifikasi yang didasarkan pada SKB
| yang berlaku pada waktu itu. Hasilnya: klaim dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan SKB [ karena terlambat didafiarkan sehingpa tidak dapat diproses
lebih lanjut.

Dengan hasil demikian dilakukan lagi rapat direksi Bank Indonesia tanggal 5
Februari 1999 yang memerintahkan UPPB BI bersama BPPN untuk
memanggil kembali Bank bank debitur dan kreditur untuk mengetahui
permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikannya atas dasar dokumen dan
bukti-bukti yang dimiliki. Hasilnya: melalui pembahasan tanggal 8 Februari
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1999 dinyatakan: aklaim Bank Bali tidak dapat diproses dengan skim
penjaminan pernerintah, dan bklaim Bank Bali akan didiskusikan untuk
diselesaikan diluar skim penjaminan pemerintah. Hasil im telah dilaporkan
oleh Erman Munzir kepada terdakwa.
Terlepas dan dapat tidaknya dibuktikan pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999
di Hotel Mulia, nyatanya pada besok harinya tanggal 12 Pebruari 1999 Bank
Bali mengirim surat ke BPPN no.Ref-012/CL/1999 tentang transaksi Bank
Bali dengan BBO, dan untuk menanggapinya Pande Lubis mengirim surat ke
Bank Indonesia no. S-100/PB/1999 tanggal 18 Maret 1999 untuk menilai lagi
kebenaran dan kewajaran antara Bank Bali dengan BDNI Hasil veri fikasi: 1)
pemeriksaan di Bank Bali tidak ditemukan indikasi ketidak benaran dan
ketidak wajaran transaksi antara Bank Bali dengan BDNL 2) pemeriksaan di
BDNI tidak dapat berjalan lancar karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan
tidak lengkap dan orang-orang yang mengerti transaksi dengan Bank Bali
tidak dapat ditemukan lagi. Pemeriksaan BDNI supaya dilakukan BPPN
karena BDNI sudah dibawah kekuasaan BPPN dan semua dokumen ada di
BPPN. Ini berarti verifikasi sebagai syarat pembayaran melalui program
penjaminan pemerintah yang dilakukan Bank Indonesia belum tuntas
karenanya jelas tidak dapat dipakai untuk memenuhi Klaim Bank Bali.
Verifikasi yang belum tuntas ini telah dilaporkan Erman Munzir kepada
terdakwa melalui catatan tanggal 26 Marct 1999 perihal laporan hasil
verifikasi PT Bank Bali.
Pande Lubis menanggapinya dengan menyatakan tidak usah melakukan
verifikasi lagi, cukup mengacu pada verifikasi yang dilakukan Bank
Indonesia. Padahal verifikasi vang dilakukan Bank Indonesia sendiri belum
tuntas. Rentetan pelaksanaan verifikasi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa:
1. verifikasi belum tuntas, maka tidak dapat digunakan untuk pembayaran
penjaminan pemerintah, dan
2. proses verifikasi yang bermuara pada pembayaran penjaminan pemerintah
telah mulai dilakukan sejak 5 Pebruari 1999 dan sudah dipakai untuk
proses pembayaran jauh sebelum terbitnya SKB 11 no. 32/46/Kep/Dir
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181/BPPN/05/1999 tanggal 14 Mei 1999 Jadi tidaklah benar jika PT
menyatakan verifikasi didasarkan pada SKB 11.
¢) Dalam pencairan dana BLBI yang dilakukan oleh Syahril Sabirin kepada Bank
Bali tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian (prudential principles) karena
proses pencairan tidak menunggu selesainya proses verifikasi. Tindakan
tersebul merupakan tindakan menabrak aturan (abuse de droir) yakni tindakan
atas dasar wewenang tetapi menabrak atau melanggar pranata hukum yang
semestinya tidak dapat diabaikan berdasarkan wewenang yang terkait tersebut.
Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ajaran sifat melawan
hukum dalam fungsi positif, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majehs
hakim Pengadilan Tinggi belum sepenuhnya menerapkan makna sifat melawan
hukum yang terdapat pada Pasal 2 UU No.3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seharusnya Unsur
melawan hukum tersebut dapat dibuktikan. Dengan terpenuhinya makna sifat
melawan hukum pada Pasal 2, penulis menyimpulkan bahwa kasus tersebut jelas
merupakan tindak pidana korupsi.
2). unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu badan™
Yang harus dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini adalah apakah
dengan perbuatan terdakwa (yang melawan hukum) ada vang diperkaya ? Namun
PT tidak mempertimbangkan hal tersebut, Malah PT menyatakan bahwa bukan
kewenangan terdakwa untuk mengintervensi penggunaan yang ada di Bank Bali,
Sekiranya vang dimaksud PT memperkava PT EGP, maka setidaknya PT harus
mempertimbangkan “memperkaya Bank Bali”. Tentang pertimbangan bahwa
adalah hak BPPN untuk mengeluarkan vang tersebut, memang benar tetapi kenapa
tidak dipertimbangkan bahwa perintah bayar oleh BPPN kepada Bank Indonesia,
haruslah setelah Bank Indonesia melakukan verifikasi. Dengan kata lain terdakwa

ikut berperan untuk terbitnya perintah vang semestinya belum dilakukan karena

verifikasi belum tuntas.
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3). unsur “secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan ncgara
atau perekonomian negara atau diketahui atau patut diketahui atau patut
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”

PT berpendapat sesuai dengan program penjaminan pemerintah, apakah
klaim itu dapat dipenuhi atau tidak adalah kewenangan pernerintah cq. BPPN.
Pertimbangan mi memang tidak masuk akal, karena sudah ditentukan bahwa dapat
tidaknya suatu klaim diproses haruslah melalui suatu venifikasi off site dan on site
yang harus dilakukan Bank Indonesia. Untuk apa dilakukan verifikasi? Kalau
memang semata-mata kewenangan Pemerintah cq BPPN tanpa venfikasi. Dengan
perbuatan terdakwa negara telah dirugikan sebanyak yang telah dicairkan.

4). unsur “turut serta melakukan”

Dalam ilmu hukum pidana, turut serta melakukan atau penyertaan atau
bahasa Belanda dikenal dengan istilah deeineming, dirumuskan dalam pasal 55
KUHP. Orang yang turut serta melakukan atau mededaders, baik dalam KUHP
dan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam
hukum vang sama dengan pelaku. Akan tetapi janganlah dianggap mereka
mempunyai kualitas yang sama, sebab pada pasal 55 mereka bukanlah sebagai
pembuat tunggal yang berbeda dengan pelaku korupsi. Untuk terjadinya perbuatan
turut serta melakukan harus dipenuhi unsur :

|. Antara peseria ada suatu kerjasama yang diinsafi (hewute samenwerking),
2. Para peserta bersama telah melaksanakan (gezameniifke uitvoering).

Unsur ini oleh Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak terbukt, karena
dibayarnya klaim Bank Bali bukan disebabkan adanya disposisi dari Gubenur
Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran
(LUASP), tetapi karena adanya perubahan Surat Keputusan Bersama. Pengadilan
Tinggi juga berpendapat bahwa pertemuan di Hotel Mulia terbukti Syahril Sabirin
tidak pernah hadir.

Dengan uraian tersebut terdakwa selalu dilapori tentang pelaksanaan
verifikasi yang belum tuntas, namun masih memberi perintah untuk membayar,

seharusnya unsur ini telah dapat dibuktikan.

—
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5). unsur “perbuatan berlanjut”™

Sesuai dengan uraian penulis terhadap surat dakwaan di atas kKhususnya
mengenai pasal 64 KUHP, penulis sependapat dengan Pengadilan Tinggi bahwa
dalam perbuatan vang didakwakan tidak terdin dan beberapa tindak pidana. Fakta
ini sama sekali tidak ada relevansinva dengan terbuktinya perbuatan berlanjut,
baik karena kehendak maupun niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. juga
karena sikap dan disposisi tersebut adalah bukan kejahatan maupun pelanggaran.
2. Unsur | - 6 dakwaan subsidiair

Dengan dibuktikannya semua unsur dakwaan primair sebenarnya tidak
perlu lagi dibuktikan unsur dakwaan subsidiair ini. Tetapi dengan pra-anggapan
tidak terbuktinya dakwaan primair, maka tidak salah juga jika unsur-unsur
dakwaan subsidiair in1 dihahas.

I} unsur "barangsiapa”

Sama dengan uraian di atas bahwa terdakwa adalah orang yang dapat
dipertanggung jawabkan dan perbuatan yang didakwakan telah terbukti terdakwa
yang melakukannya yang pembuktiannya dihubungkan fakta-fakta sebagaimana
dalam uraian pembuktian unsur melawan hukum diatas.

2) unsur “dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau orang lain, atau
suatu badan’

Dengan mengambil alih uraian pada dakwaan priamir, kiranya unsur
inipun dapat dibuktikan. Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan program
penjaminan pemenntah, apakah klaim itu dapat dipenuhi atau tidak adalah
kewenangan pernerintah cq. BPPN.

3) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya”

Mengeana1 apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-Undang.
kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum pribadi dan tidak untuk badan
atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyva dengan jabatan atau kedudukan
vang dimiliki oleh seseorang. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau

kedudukan, pasti memiliki suatu kewenangan baik yang diatur dalam hukum
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maupun karena kebiasaan,’ Sedangkan sarana jabatan adalah segala sesuatu vang

dapat digunakan sebagar alat untuk mencapai tujuan vang diperolch dari suatu

jabatan.”

Dimana pertimbangan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa
Syahril Sabirin sudah menerima laporan bahwa klaim Bank Bali tidak dapat
diproses karena tidak memenuhi persyaratan, namun dengan kewenangan vang
ada padanya terdakwa masih memerintahkan lagi untuk melakukan verifikasi, dan
setelah diperiksa ulang yang hasilnya tetap tidak dapat diproses, dan setelah pada
akhimya hasil verifikasi menyatakan pemeriksaan tidak dapat dituntaskan, namun
dengan kewenangan yang ada padanya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Svahril
Sabirin memerintahkan pembayaran klaim tersebut. Akan tetapi perintah tersebut
bukan berasal dari Syahril Sabirin tetapi berasal dari pemilik uang vaitu
pemerintah  (dalam hal ini BPPN) Sedangkan Syahril Sabirin hanya
melaksanakan perintah perundang-undangan. Dengan hal ini Syahril Sabirin telah
menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Protap (prosedur Tetap) dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang ada.

Kembali pada soal "kebijakan™, untuk mengetahui apakah benar Syahril
sabinn  melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “menvalahgunakan
kewenangan”, parameter untuk menentukan terbukti tidaknya Syahril Sabirin
melanggar perbuatan yang memenuhi unsur “menyvalahgunakan kewenangan”
tersebut, yaitu -

a). Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai dari ada tidaknya pelanggaran
terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam
masyarakat dan negara ini. Jadi, kriteria dan parameter ini bersifat alternatif’

b). Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan ini diterapkan
apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila
ada peraturan dasar, sedangkan peraturan kepatutan ini diterapkan apabila
peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan

keadaan tertentu yang mendesak, urgensi, dan atan darurat sifatnya.’

* Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di fndonesia, Bayumdedia,
Malang, 2005, hal 50-51

® Ihid.

" Indriyanto Seno Adji, op. cit,, hal, 32.
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Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan demi terlaksananya
pemeriksaan mempunyai dasar hukum vaitu Pasal 31 UU No. 7 Tahun 1992 jo.
UU No. 10 Tahun 1998, yang merumuskan bahwa Bank Indonesia dalam
melakukan pemeriksaan dilakukan secara berkala Kebijakan Syahnl Sabirin
dalam melakukan perintah pembayaran tanpa menyelesaikan verifikasi sampai
tuntas apabila dilihat dari parameter menyalahgunakan kewenangan di atas, maka
unsur menyalahgunakan kewenangan dapat dibuktikan,

4) unsur “vang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara”

Dengan mengambil alih uraian pada dakwaan primair, penulis
menganggap unsur inipun dapat dibuktikan.

5) unsur “turut serta melakukan™

Sama dengan uraian terhadap unsur yang sama pada dakwaan primair,

penulis berpendapat unsur inipun dapat dibuktikan.
6) unsur perbuatan berlanjut

Schagaimana komentar penulis terhadap surat dakwaan khususnya
mengenai pasal 64 KUHP penulis sependapat dengan Pengadilan Tingg bahwa
perbuatan vang didakwakan kepada terdakwa tidak terdin dan beberapa tindak
pidana.

3.2 Pengkualifikasian Kasus Korupsi Syahril Sabirin dalam Pelaksanaan
Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembayaran Klaim Bank
Bali sebagai Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Setelah menganalisis kasus fersebut, dan didukung dengan putusan
pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahct van gewijsde),
penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan peraturan Khusus (fex
spectalis) yang mengatur tentang kepiatan perbankan. Karena penulis
menganggap bahwa peraturan umum yang digunakan untuk membuktikan Syahril
Sabirin bersalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dalam konteks
implikasi hukum, penulis mengutip pendapat Andi Hamzah, bahwa yang
membedakan antara /ex specialis yang dihadapkan kepada /ex generalis seperti
UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dihadapkan kepada
KUHPidana, dan fex specialis yang hanya berlaku dan ditujukan kepada subjek
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hokum tertentu seperti UU Nomor 23 Tahun 1999 juncto LU Nomor 3 Tahun
2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto
LU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.”

Dalam kaitan pendapat Andi Hamzah tersebut, pertanyaan yang muncul
adalah apakah UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 200]
secara serta merta dapat diberlakukan terhadap tindak pidana perbankan Andi
Hamzah berpendapat bahwa, ULl Korupsi tersebut tdak serta merta berlaku,
melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UL
Perbankan atay UU Bank Indonesia. Karena UU Korupsi dan UU Perbankan
merupakan dua rezim yang berbeda UU Nomor 23 Tahun 1999 juncto UU
Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 7 Tahun 1992 juncto UL Nomor 10 Tahun
1998 merupakan rezim hukum yang berlaku untuk subjek hukum tertentu vaitu
para pelaku kegiatan perbankan atau disebut pihak terafiliasi. Sedangkan UL
Korupst merupakan UU khusus (/ex specialis) terhadap Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang ditujukan terhadap setiap orang (siapa saja) vang memenuhi
unsur tindak pidana korupsi. Aturan normanya ialah Pasal 63 ayat (2) KUHP.”

Akan tetapi, penulis tidak sependapat dengan pendapat Andi Hamzah,
karena penulis setelah menganalisa kasus korupsi Syahril Sabirin, ternyata Syahril
Sabirin telah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian, penulis menemukan
fakta hukum vang mencoba menarik kasus Syahril Sabirin ke dalam tindak pidana
di bidang perbankan. Karena dalam kasus tersebut ditemukan celah hukum yang
dapat dimasuki dengan peraturan tindak pidana di bidang perbankan pada
Khususnya Adapun celah hukum yang dapat dijadikan syarat suatu tindak pidana
vang dilakukan oleh Syahril Sabirin dapat dilihat fakta hukum vang dikutip dari
Komariah Emong Soepradja’’ yaitu sebagai berikut

Sesual Keppres Nomor 27 Tahun 1998, pihak yang ditunjuk scbagai
pelaksana Program Penjaminan Pemerintah adalah BPPN. Namun pada tahap
awal berdinnya BPPN, BPPN dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya
manusia. Schubungan dengan hal tersebut, personalia BPPN kemudian diisi oleh

" Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum kejahatan Bisms, Kencana, Jakarta, 2003, hal, 76 <77,
‘D Romli Atmasasmita, Joc, cit
" Emong Sapardjaja, Komariah, Kaptan Hukwm Peradilan Pidana Terhadap, Svahril Sabirin

dalam Keitar dengan Pelaksanaan Program Penjaman Pemerintah, Unpad Press,
Jakarta, 2003, hal, 173,
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pegawai Bank Indonesia dan BPKP vang diperbantukan sementara waktu pada
BPPN. Sesuai Keppres tersebut tugas utama BPPN adalah (1) sebagai pelaksana
Program Penjaminan Pemerintah dan; (2) melaksanakan penyehatan perbankan,
antara lain menangani Bank Take Over / BBKL.

Mengingat pelaksana Program Penjaminan Pemerintah oleh BPPN dinilai
belum sesuai dengan vang diharapkan oleh pemerintah, maka pada tanggal 19
Juni 1998, pemerintah mengeluarkan pengumuman yang antara lain menegaskan
bahwa pelaksana Program Penjaminan Pemerintah akan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia, dan oleh karena itu akan dilakukan penyempurnaan Keppres No.26
Tahun 1998.'' Dengan adanya pengumuman pemerintah tersebut, tercipta kondisi
yang bersifat masa transisi. Untuk itu, di BPPN dilakukan persiapan pengalihan
personalia eks-Bank Indonesia ke unit kerja asal di Bank Indonesia, dimana
dengan surat BPPN No.S-526/Prog/BPPN/1998, tanggal 30 Juli 1998, personalia
eks-Bank Indonesia tersebut dikembalikan ke Bank Indonesia, dan berkas-berkas
dari penjaminan pemerintah juga dibawa ke Bank Indonesia. Sejalan dengan hal
tersebut, di Bank Indonesia juga dipersiapkan struktur organisasi baru di bawah
Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (selanjutnya: UPPB) untuk
menampung tugas Program Penjaminan Pemerintah vang semula dilaksanakan
BPPN. Penyerahan tugas-tugas secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1
Agustus 1998 Tugas-tugas BPPN yang dibawa oleh pegawai Bank Indonesia
tersebut, antara lain berkas klaim BDNI terhadap BPPN atas kewajibannya kepada
Bank Bali.

Sekalipun telah tejadi pengembalian tenaga bantuan eks-Bank Indonesia
dan penyerahan tugas penjaminan dan BPPN ke Bank Indonesia (sesuai dengan
pengumuman pemerintah), namun pelaksana Program Penjaminan Pemenntah
belum dapat berjalan lancar. Hal im1 disebabkan karena Keppres No.26 Tahun
1998 tentang Program Penjaminan Pemerintah yang menjadi dasar hokum
Program Penjaminan Pemenntah, vang semula direncanakan untuk dilakukan
penyempurnaan ternyata tidak kunjung terlaksana. Untuk mengatasi kemandekan
tersebut, melalw rapat tanggal 7 September 1998, BPPN meminta kepada Bank

Indonesia agar membantu pelaksanaan Program Pemaminan Pemerintah,

" Penanganan klaim, khususnya klaim antar bank oleh BPPN pada waktu itu dinilai terlalu lama
waktu penyelesaiannya.
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khususnva verifikasi, sedangkan otorisasi keputusan pembayaran klaim tetap
berada pada BPPN sesuai dengan Keppres No.26 jo. No27 Tahun 1998
Permohonan BPPN tersebut kemudian disetujwi dalam rapat direksi Bank
Indonesia (vang jupa dihadiri oleh wakil BPPN), pada tanggal 24 September
1998,

Sejak tanggal 10 November 1999_ berdasarkan hasil rapat Deputi Gubenur
Senior Bank Indonesia yang dihadiri juga oleh pejabat BPPN, diputuskan bahwa
Bank Indonesia tidak lagi terlibat dalam proses Program Penjaminan Pemerintah
berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998, Seluruh kegiatan Program Penjaminan
Pemerintah tersebut sepenuhnya dilakukan oleh BPPN sebagaimana diatur dalam
Keppres No.26 Tahun 1998 jo. Keppres No.27 Tahun 1998,

Berdasarkan hasil keputusan rapat antara BPPN dan Bank Indonesia
tanggal 7 dan 24 September 1998, vang antara lain mengharapkan bantuan Bank
Indonesia untuk membantu BPPN dalam pelaksanaan Program Penjaminan
Pemerintah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998, Bank Indonesia kemudian
melakukan verifikasi administrasi atas pengajuan  klaim  ketidakmampuan
membayar kewajiban BDNI tersebut.

Berdasarkan  hasil  verifikasi yang dilakukan, Bank Indonesia
menyimpulkan bahwa seluruh klaim vang diajukan oleh BDNI atas kewajibannya
kepada Bank Bali tidak memenuhi svaral administrasi (klaim terlambat
digjukan/melebihi batas waktu 3 (tiga) hari sebelum kewajiban tersebut jatuh
lempo, serta terdapat kewajiban yang tidak termasuk dalam Program Penjaminan
Pemerintah), sehingga proses verifikasi lanjutan berupa verifikasi tidak
dilanjutkan. Sebagaimana diatur dalam SKB antara Direksi Bank Indonesia dan
Ketua BPPN No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998, tanggal 6 Maret 1998

Atas penyampaian hasil verifikasi Bank Indonesia tersebut, BDNI selaku
bank debitur maupun BPPN selaku otoritas pelaksana Program Penjaminan
Pemerintah, ternyata tidak memberikan tanggapan ataupun penegasan kepada
Bank Indonesia. Namun, yang justru aktif adalah pthak kreditur yaitu bank Bali
dengan menyampaikan keberatan baik dengan datang menghadap, melalui

" Bantuan Bank Indonesia tersebut hanya sampai proscs verifikasi, mengingat olorisas)
pembayaran tetap berada di BPPN sesuai dengan Keppres No. 26 Tahun 1998 dan Keppres No.
27 Tahun 1998
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telepon, serta menginmkan beberapa surat, baik ke Bank Indonesia maupun
kepada BPPN, dan memohon untuk diberi kesempatan menjelaskan keadaan vang
sebenarnya. Hal serupa dilakukan oleh bank-bank kreditur lainnya antara lain PT.
Bank Internasional Indonesia (BII), PT. Bank Prima Express, PT. Bank Panin, dan
lain-lain. Keberatan permohonan penjelasan mengenai pelaksanaan Program
Penjaminan Pemerintah selain disampaikan oleh bank-bank kreditur juga
disampaikan oleh Asosiasi Perbankan, misalnya Perbanas.

Dengan banyaknya keberatan vang diajukan atas hasil verifikasi
administrasi tersebut dan pentingnya Program Penjaminan Pemerintahdalam
memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi perbankan, Rapat Direksi
Bank Indonesia pada tanggal 5 Februan 1999, menvetujui untuk diadakannya
pertemuan antar bank kreditur, BPPN, serta Tim Penjaminan Bank Indonesia
untuk menjelaskan duduk permasalahan klaim yang diajukan oleh bank-bank
kreditur tersebut.

Dalam kedudukannya otoritas dalam pelaksanaan Program Penjaminan
Pemenntah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998, BPPN kemudian
menindaklanjuti surat keberatan dari Bank Bali, dengan mengirim surat No.S-
100/PB/BPPN/II/99, kepada Bank Indonesia perihal permintaan bantuan untuk
melakukan verifikasi lapangan untuk membuktikan kebenaran, kewajaran,
keabsahan dokumen, baik kepada Bank Bali selaku bank kreditur maupun kepada
bank-bank debitur.

Adanya surat jawaban Bank Indonesia dalam menanggapi Surat BPPN
No.5-100/PB/BPPN/11/99, telah menimbulkan isu hukum bahwa ada perubahan
sikap dari Bank Indonesia dalam proses Program Penjaminan Pemerintah.
Berdasarkan fakta hukum di atas, untuk mengkaji perbuatan Syahril Sabirin dalam
Program Penjaminan Pemerintah sebapai tindak pidana di bidang perbankan,
maka penulis mencoba menganalisis berdasarkan beberapa undang-undang di
bidang perbankan yaitu ; (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo, Undang-
Undang No.3 Tahun 2004: (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang
Bank Sentral, (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998. lebih lanjut
analisis terhadap ketiga Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;
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|. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia terutama Pasal 68 yang berbunyi :

“Anggota Dewan Gubenur dan atau pejabat Bank Indonesia melanggar
ketentuan Pasal 9 avat (2), diancam dengan pidana pemjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama S (lima) tahun, serta deada
sekurang-kurangnya Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp.5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu

pasal 9 avat 2 (dua) yang berbunyi :
“Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk
campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.”
Berdasarkan bunyi Pasal 68 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo.
Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka dapat
ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

I. Anggota Dewan Gubenur dan atau pejabat Bank Indonesia;

2. Melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2).

Penulis mengkaji dan menjelaskan berdasarkan fakta hukum yang ada
yaitu sebagar berikut :

1) Anggota Dewan Gubenur dan atau pejabat Bank Indonesia
Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-

Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan Dewan
Gubenur adalah Gubenur, seorang Deputy Gubenur Semor, dan sekurang-
kurangnva 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang deputi
Gubenur, Dalam kasus ini, Syahril Sabirin dapat dikualifikasikan sebagai Dewan
Gubenur dengan alasan bahwa :

a) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M Tahun
1998 tanggal 17 Mei 1999 Svahril Sabirin diangkat scbagai Gubenur Bank
Indonesia.

b) Sebagai Gubenur Bank Indonesia Syahril Sabirin mempunyai ftugas
memimpin Dewan Gubenur serta mawakili Bank Indonesia di dalam
maupun di luar Pengadilan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
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¢) Dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan yang bersifal strategis dan
prinsipil, mencakup sektor moneter, perbankan. sistem pembayaran dan
manajemen internal diputuskan dalam forum rapat Dewan Gubenur yang
dipimpin oleh Gubenur (Syahril Sabirin).

d) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berlaku Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral vang mengatur Bank [ndonesia,
dipimpin oleh Direksi yang terdiri dani Gubenur dan Direktur-direktur,
wewenang dan tanggung jawab direksi bersifat collegial. Setiap keputusan
vang bersifat kebijaksanaan diputus dalam rapat direksi yang dipimpin
oleh Gubenur Bank Indonesia.

2) Pelangpgaran Ketentuan Pasal 9 ayat (2)

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) tidak dirumuskan secara jelas. Akan
tetapi untuk mengungkapkan unsur pada pasal 9 ayat (2) tersebut. maka dapat
dilihat pada penjelasan pasal 9 ayat (1) Bahwa yang dimaksud pihak lain adalah
semua pihak di luvar Bank Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-
lembaga lainnya, Sedangkan yang dimaksud segala campur tangan adalah segala
perbuatan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pasal ini mengharuskan Dewan Gubenur menolak segala campur tangan
atau intervensi pihak lain yang dapat mempengaruhi tugas Bank Indonesia. Dalam
fakta hukum di atas terungkap bahwa BPPN dan Bank-Bank kreditur serta
Perbanas dapat dianggap merupakan pihak lain yang telah memberikan intervensi
nepatif terhadap pelaksanaan tugas dan independensi Bank Indonesia. Sedangkan
Svahril Sabirin selaku Gubenur Bank Indonesia kurang menyikap permasalahan
vang ada dengan tegas. Dari fakta hukum prosedur pelaksanaan Program
Penjaminan Pemerintah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Bank Indonesia
terjadi perubahan sikap vaitu :

a. Sejak tanggal 10 November 1999, berdasarkan hasil rapat Deputi Gubenur
Senior Bank Indonesia yang dihadiri juga oleh pejabat BPPN, diputuskan
bahwa Bank Indonesia tidak lagi terlibat dalam proses Program
Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998, Seluruh
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kegiatan Program Penjaminan Pemerintah tersebut sepenuhnya dilakukan
oleh BPPN sebagaimana diatur dalam Keppres No.26 Tahun 1998 jo.
Keppres No.27 Tahun 1998;

b, Bank Indonesia yang pertama telah menolak klaim dari Bank Bali, dengan
alasan menerima keberatan-keberatan dari pihak lain seperti keberatan
bank-bank kreditur dan Asosiasi Perbankan (Perbanas) dalam hal imi pihak
asing, maka Bank Indonesia mulai ikut andil lagi dalam pelaksanaan
Program Penjaminan Pemenntah dengan menggelar rapat dengan bank-
bank kreditur dan BPPN dalam menanggapi keberatan tersebut,

Sedangkan yang dapat dikualifikasikan ke dalam unsur pihak lain adalah
BPPN (dalam hal ini pemerintah), dan bank-bank kreditur vang menyampaikan
keberatannya. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana pada Pasal 68 juncto Pasal
9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, penulis menganggap tidak dapat dikenakan
pada perbuatan Syahril Sabirin. Karena kasus dan perbuatan Syahril Sabirin yang
terjadi pada Tahun 1998, Undang-Undang tersebut belum disahkan dan pedoman
pelaksanaan kerja Bank Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral Walaupun UU Nomor 23 Tahun
1999 juncto UU Nomor 3 Tahun 2004 dapat menjerat Syahril Sabirin, akan tetapi
hukum Indonesia tidak mengenal asas hukum pidana “Retroaktif” vaitu asas yang
memungkinkan suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan surut
untuk suatu perbuatan yang terjadi sebelum Undang-Undang tersebut dibuat dan
disahkan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Kasus korupsi Syahnl Sabinn yang terjadi pada tahun 1998 dengan
mengeluarkan kebijakan melakukan pembayaran jaminan pemerintah kepada
Bank Bali merupakan pengkualifikasian kebijakan yang termuat dalam UU No. 13
Tahun 1998 tentang Bank Sentral. Dimana di dalam rumusan UU tersebut
dirumuskan yaitu Dewan Dircksi Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk
menetapkan suatu ‘kebijakan™ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral disebutkan bahwa:
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a) Pasal 16 avat | sub (¢) Tugas dan Kewajiban Direksi bank Indonesia
menentukan kebijaksanaan pengurusan bank.

b) Pasal 30 ayat | sub (b), Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan
menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas
bank.

c) Pasal 32 avat (3). Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas
kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.

d) Pasal 33 ayat (1), Bank Indonesia dapat menjalankan ketentuan-ketentuan
yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh lembaga-lembaga
keuangan, kecuali badan-badan asuransi.

Secara yuridis normatif, Syahril Sabirin dalam kasus ini masih
dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana vang berkualitas sebagai dewan
direksi yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu kebijakan Bank Indonesia
dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya dengan tugas Dewan Dircksi vang
berkaitan dengan pasal-pasal di atas tentang Bank Sentral. Akan tetapi, pada
ketentuan pidana UU tersebut, tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat
dikenakan kepada Dewan direksi yang telah melanggar atau melalaikan kewajiban
dan kewenangan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran Bank Indonesia.

Dimana Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang tersebut tidak
ditemukan unsur-unsur yang dapat memvonis Syahril Sabirin melakukan tindak
Pidana di bidang perbankan. Walaupun kewenangan Syahril Sabirin dalam
memproses pembayaran jaminan pemerintah terhadap Bank Bali dapat
dikualifikasikan ke dalam pasal-pasal UU Bank Sentral tersebut. Sehingga penulis
berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut tidak dapat dikenakan pada Syahril
Sabirin.  Dengan akibat hukumnya Kasus korupsi Svahril Sabirin dalam
melaksanakan program penjaminan pemerintah tidak dapat dikualifikasikan ke
dalam tindak pidana di bidang perbankan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998,

Pada Undang-Undang ini, terutama Pasal 50 dirumuskan bahwa :

“pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan dalam undang-undang vang berlaku bagi bank diancam dengan
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pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banvak 6 miliar
rupiah ™
Dari rumusan Pasal 50, penulis berpendapat bahwa walaupun Syahnl Sabirin

menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi telah melaksanakan Prosedur tetap
(protap) Bank Indonesia, akan tetapi pemeriksaan verifikasi tidak diselesaikan
secara keseluruhan. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan! dikatakan bahwa
Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila
diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak,
pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak
lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa cketerangan dan data yang
diminta. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik
vang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Sehingga secara logika dapat
diterjemahkan bahwa verifikasi vang dilakukan oleh Bank Indonesia scharusnya
disclesaikan sampai tahapan verifikasi on-site dan barulah disampaikan kepada
pihak yang memiliki otoritas yaitu BPPN,

Dengan demikian Syahril Sabirin selaku Gubenur Bank Indonesia vang
telah menyampaikan hasil venfikasi kepada BPPN dan bank debitur merupakan
pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank dan dapat dikenakan ketentuan pidana
Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan.

Apabila ditelusuri lagi secara normatif, Bank Indonesia sebagai Bank yang
memiliki badan hukum publik vang bersifat ndependen. memiliki peraturan
fentang perbankan tersendini dari bank-bank umum lainnya. Hal ini diperkuat
dengan Pasal 4 Undang-Undang Bank Indonesia bahwa sebagai lembaga
independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan
tugasnya, Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut maka
kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah Pencantuman status
independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum
vang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank
Indonesia. Pasal 4 ayat (3) juga merupakan dasar hukum Bank [ndonesia sebagai
badan hukum dimana disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum
berdasarkan undang-undang ini Pengertian badan hukum disini meliputi badan
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hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan
hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang
mengikat masyarakal luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan
sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas
nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Jadi ketentuan pidana yang dirumuskan oleh UU No.7 Tahun 1992 juncto
UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat dikenakan pada perbuatan
Syahril Sabirin. Sehingga penulis berpendapat bahwa Sayhril Sabirin dalam
melakukan kegiatan Program Penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran klaim
Bank Bali bukan merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan analisa yuridis normatif terhadap kasus korupst Syahril
Sabirin dalam program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran
bank umum dikaitkan dengan Undang-Undang yang menyangkut perbankan
seperti UU No.7 Tahun 1992 juncto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka penulis menyimpulkan
bahwa tindakan Syahril Sabirin dalam menjalankan program penjaminan
pemerintah terhadap pembayaran klaim PT. BRank Bali tidak dapat
dikualifikasikan ke dalam rumusan tindak pidana di bidang perbankan.
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SEELL L - T

BAB 4 L A I flﬂﬂwuf::h’g‘::#‘i
KESIMPULAN =

4.1 kesimpulan

Dan pembahasan vang di wraikan di atas dapat ditank beberapa

kesimpulan sebagai berikut -

Perumbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Tinger Jakarta Pusat
terhadap kasus korupsi Syahril Sabirin dalam kaitannya dengan ajaran sifat
melawan hukum menyatakan bahwa Syahril Sabirin tidak menyalahi prosedur
dalam memproses permohonan BDNI dan tidak permah memberi perintah
pembayaran terhadap klaim Bank Bali Oleh karena itu, unsur melawan
hukum formal tidak terpenuhi. Namun demikian, dikaji dari perkembangan
ajaran sifat melawan hukum matenel (dalam fungsi positif) sebagaimana
diatur pada Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
menunjukkan bahwa terdakwa Syahril Sabinn dalam membayar klaim Bank
Bali tanpa didasarkan proses verifikasi telah memenuhi unsur sifat melawan
hukum materiel dalam fungsi positif Dengan terbuktinya unsur sifat melawan
hukum dalam fungsi vang positif tersebut. maka penulis menyimpulkan bahwa
perbuatan Syahnl Sabirin merupakan tindak pidana korupsi. Di samping itu,
dapat disimpulkan juga bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi bertentangan dengan ajaran sifat melawan hukum materiel
dalam fungsi yang positf

Berdasarkan analisis Undang-Undang Perbankan baik UU Bank Indonesia dan
UU Perbankan, penulis berpendapat bahwa Syahril Sabirin dalam memproses
pembayaran klaim Bank Bali ndak dapat dikualifikasikan ke dalam tindak
pidana di bidang perbankan. Karena setelah dianalisis dalam ketentuan pidana
LI No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak mencantumkan pidana bagi
seorang  Gubenur  dalam  mengeluarkan  suatu  kebijakan, sedangkan
berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Juncto ULl No.3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia, kasus Syahnl Sabirin tidak dapat dikenakan dengan alasan
bahwa UU Bank Indonesia tersebut berlaku dan disahkan pada tahun 1999,
sedangkan kasus tersebut terjadi pada tahun 1998 Hal ini bertentangan dengan
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asas non-retroaktif yang dikenal dengan definisi pemberlakuan undang-
undang untuk masa yang akan datang, bukan berlaku surut. Dari Ketentuan
pidana yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 1992 Juncto UU No.10 Tahun
1998 tentang Perbankan tidak dapat menjerat Syahril Sabirin, karena Bank
Indonesia sebagai lembaga Independen mempunyai peraturan perundang-
undangan sendiri yaitu UU No.23 Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia.

4.2 Saran

Menelaah dari pembahasan tersebut, penulis memberikan saran
konstruktif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupst, sebagai bertkut :

1. Pemerintah (aparat penegak hukum) dalam menindaklanjuti Pemberantasan
tindak pidana korupsi di bidang perbankan tidak serta merta untuk dapat
menjerat tersangka korupsi memberlakukan Undang-Undang Korupsi,
melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam
Undang-Undang Perbankan.

5 Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan
dan pemeriksaan bank, sebatknya memperhatikan prinsip kehati-hatian bank
(prudential banking). Sehingga dalam hal membantu pemerintah untuk
melakukan penyehatan perbankan nasional, tidak dapat memberikan
kesempatan bagi para bankir untuk melakukan tindak pidana perbankan.
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perkara-perkara pldama  dalam  peracian  tingkat  banding,  1=lah
menjatulkan putusan sebagalmana tersebld dibawah ni dalam pérkara

lerdalowa
harma lengkap . SYAHRIL SABIRIN,
Terrpal lahr ¢ Bukat Tinggl,
Umortanggal lakir  © 58 tatun /£ 14 Chktcber 1943,
Jenis Kelamin : laki - lakd,
Kebangsaan o Indonesia,
Efepat tngeal tJLikan Mas No, K-96 Onere Jakarta
16514,
Fima v lslam :
Fekegrjaan 1 Gubermur Bank |lndorwesia,
Sl cilan - B

™ Terdakwa dtahan sejakc
1. Tanggal 21 Juni 2000 s/d 10 Jui 2000,

STy I 2 tanggal 11 Jull 2000 /d 19 Agustus 2000,
20 Agustus 2000 s/d 18 Septerrber 2000,

4. Dwperpanang Pengadlan Megen Jakarta Pusal dan langos!
19 Septermber 2000 =/d 18 Oklaber 2000;

5. Dialivcan ... .

o+ 2. Opepanang Penuntd  Unumdejall DRl Jakata  dar

3. Olparparjang Pengadiian Negerl Jakarta Pusat danl tanggal

5. Dalikan menjaci  tahaman  mvuh sejak langgal 22
Seplember 2000 s 18 Olober 2000;

6. Operparfang tanggal 18 OMcber 2000 sid tangoal 6
Noperter 2000;

7. Operparjong Pengadilan Negerl Jakada Pusat davl tanggal
7 Nonerber 2000 s/d 6 Deserrber 2000;

Calam hal I lerdalowa memben kuasa kepada Tum Penasihad
Hkum

1. DR, Yusren haa, LLM. 2 Hdayat Actryar, SH 3. 8uistio, SH
4.M, Assegal, SH 54004 Hakm G Nusantira, SH LLM
6 Maiyesyak Johan, SH. 7.Yuws Husein, SH 8Zufadi, SH
2W0bhwin Anggrain, SH 10. Cencty K Arud, 8- 11, Banedikius

Telah membaca berkas perkara dan surat-sural yang bertubwngan
dengan perkara i |

Telah mempertatikan dan mengutip hal-hal sebagal beriai

|, Sral Cabwaan darl Jaksa Peruniut Urmum terhadap Terdalowa,
berbumd sebagal berlku:

ERIMAIR
Eshwa la lerdabwa Syatril Sabinn, setaku Gubem Rgai
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Indaesia yang diangkal berdasarkan Kepuusan Presiden Republil;
Indonesia masing-masing N3/ Talwn 1998 tanggal 11 Pebman
1998 dan MNomer @ 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mel 1999, secara
bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis, Errran Munair,
Joko S Tjandra, Rudy Ramii, Tand Abeng, dan Setya Novanlo, yang
perkaramya diajukan lersendii alau masing-masing  bertindak  urtuk
dirityya sendirl arkara bufan Septermber 1998, atau setidak-tidalaya pada
wakdu-waklu lain artara tahun 1998 sampal dengan tahun 1989, d
Kanlor Bank ndenesla J.M.H Tharmrin No.2 Jakaria Pusat atay selldak-
lidalarya pada lerpat lain dmana Pengadian Megerl Jakarta Pusat
berwenang memeriksa dan mengaclli perkara tersebut, secara berfunit-
tug rmefakikan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagal suaty

\..IJL././UCEm_._ berlanut, setidak-tidakrya sebagal perbuatan berdiri sendri

,,o__,n_:.; dEhgan melawan huium melakukan perbuatan memperkayadn sendr
ﬂaﬁ A T@J- ang lain atau sualu badan yang secara langsung atau lidak
,. ...FH L e g merughan keuangan Negara dan perekoncrmian Megara atau

k

._.
.__.....hiﬁt

ahwd palit dsangka cefvrya bahwa perbuatan Lersebut menugikan
elangan Megara alau perekcnomian Negara dalam bal ini secara
melawan hukum lefah menmpecses dan membayar ddaim PT. Barke Ball
atas Kewajlban Bank Detilur BOM berdasarkan Frogram Perjarriran
Pemerintai;, sedangian dketald balwa hal ity lidak sesual, selidak-
" lidakmya  berertangan  dengan  ketertuan Frogram  Perjaminan
Pemerintah, telah merperkaya Rudy Ramii PT.Bank Ball, Joko S
Tlanda PT. Ea Gial Prima sehingga merugkan ketangan negara
sebesar _..,_n...mr,m.nu.nmm.umm,. (sembilan ratus empal milyar enam ratus
empal pulh dia juta errpat ratus dua pulth defanan ribu liga ratis
enam puuh semblan rupish) atau selidak-tidalanya seldtar jumiah
fersebid dan atau merughkan perckonomian negara yang lebib jefasmya
akan diuralkan sebagai beriot :

4

. Balwa sebagai upaya wiuk mengatas terjadinya krisis moneter dan

mengerrbalikan secepatnya kepercayaan masyarakal lerhadap mata
vang ruplah dan perbarkan nasional, Pemarintah telah mrengamill
kebjaksanaan unluk menjamin perrbayaran bagl kewafiban Bark
Lmun  kepada hredilumya sebagaimana yang dialur calam
Wepdusan Presiden Republik Indonesia Momer @ 26 Tahun 1998
EIL&?B: 1998 tentang : Jami Kewajiban

E%EEEEEEEE%EEEE
R,

dengan Sural Keputusan Merter Keavancan
No. Z6MKMIC017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tertang : Syarat dan
Tata Cara Pelaksanean Jarrinan Femerintah Terhadap Kewajiban
Perrbayaran Bark Uum dan Sral Kepdusan Bersama [ireksi

Bark Indonesia dan Ketua BRPN Normer : 30270/KEP/DIR tanggal 6
1/BFPPMN1558

+_,....¢...;z o) 1998 tertang Petujuk Pelaksanaan Perrberian Jarminan

erterfiah Terhadap Kewsjiban Pembayaran Bank Lmum yang
E_ disempurnakan dengan Surat Keput Cireksl

/ %:.nﬂsw_nn_w Ketua BPPIN MNomor @ 32/ tangaal 14

- Balwa Terdakwa Syalvil Sabdrin, sslaku Q.&.E% Inchonasia

setldak-tidakimya sebiacai Pejabat yang dbed Qiuﬁﬂﬂﬁ:
Program Penjarrinan Pemerintah, pada langgal 24-Septemer 1996
ketika memimpin Rapal Dewan. Direks Bank IndengSilvang cihadi
pua Pejabal BPPN artara lain Ade Sumantr, Rinysiaudana, Pandu
Jayarto dan Pejabal Lrusan Terkal dad c%ﬁﬁ dan,
Pengerrbangan Perbavkan (UPPB) Bank Indonesig=dalamn hal ini
Cragono Usan, Adnan Djuanda dmana  dalamérapat lersebut,
terdakwa telah mermberikan Karifikasi lentang perl nyasverifikas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Bersama Oreksl Bank Indomesla dan Kelua BPPN Momor

el Bark Inclonesia lerhadap klaim dalam rangka pelaksanaan
AV4EGHER/OIR  tanggal 14 Mel 1599 tanggal ._:.___ﬂ 1999,

Program Penjaminan Pemerintah sebagal berkut © *Dari Kaim yarng

" mesuk akan diakukan verifikasi cleh Bank Indonesia, selanjutnya _ 181/BPPN559

bila Kaim dapat dterima Bank Indonesia akan memberitabukan
BPPN uluk mendapatkan clorisasi perbayaran”, . - Balwa rangkalan perbuatan yang sifatnya bertertangan dengan

- Balwa Klarifikasi tersebul dberikan Terdakwa Khususnya tentang “Hﬂ”ﬂﬂamﬂjn_aﬂﬂ;rﬂn h._.“___”.%ﬁ :ﬁﬁﬁﬂ perrbayaran
vorifikasi kialm akon dialagan cleh Bank Indonesia sehubungan i.gmﬁnﬁﬁqm%.ﬂm&nmﬂmﬁnﬂﬁm:mﬁgn
cergan adamya persyaratan dimana Pemerintah lidak menjarmin St BT i o B RS il 5
uriuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperceh, berdasarkan e
transaksl perbarkan yang tidak sehat atau transaks yang melaporkan, dan mengajuan Kaim atas kewajibannya kepada

. . PT. Bank Ball dalam rangka pelaksanaan Program Perjaminan L

bertentangan dengan [raktek-praktek perbankan yang sehat,
dimana yang berhak alau dapat memberikan penilaian terhadap Pemerintah, karena PT. BON sebagal Bank Debilur fidak

transaksi difakukan sesuai praktek perbankan yang sehat atau tidak sanggp lag memenui  kewajibanmya, permintaan tersebut

kerudan ltelah diaksanakan oleh Tim Perberesan PT. BON
A n mendaftarkan transaksi-transaksi sebagal kewaliban PT, ]
kepada Bank Indonesia sebagai berihd ;

adalah Bank Indcnesia, antara lain melalu vernifikas],
Bqltea dalarn pelaksanaannya, Terdakwa Syaheil Sabirin selaku
Banlt Indonesia sefidak-tidakmya sebagal Pejabal yang

; L.W.L lq._ Cloritas melaksanakan Frogram Penjaminan Pemerintah tedah
akal uniuk bekerjasama dengan Fande N Lubls (Wakll Ketua
BPPN), J_.Eﬁkun_._m_?_.ﬁ.nn. Megara BUMN), Erman Munar (Kepala
Uusan Pengatuwan dan  Pengembangan Perbankan, Bank
. Indanesia), Joko S Tjandra dan Setya Movanto (Cirektur Ltama PT.
Era Giat Prima), dan Rudy Ramii (Drektur Utarm PT. Bark Ball

%ﬂﬂnﬂ Jaluly Jenis ;
o e ‘
- Pengauan | Terpo Norrinal Transakal

xxxxx

1 | 23-06-1998 | 12031298 | Rp. 51.600.000.000,- | SWAP {netting)
2 | 03-03-1995 | 03-03-1998 | Rp. 46.060.000.000,- | SWAP (netting)

yarg bertertangan dengan ketemfuan Frogram  Fenjaninan 7
Pemerintah yang datur dalam KEPPRES No.26/KMK017/1998, 3 | 23-06-1998 | 0G-03-1998 | Rp. 66.139.271.458,- | Money  Market
(netting) .

Siral Kepuusan Bersama Direksi Bark Indonesia dan Ketua BPPN .
4 | 23-06-1938 | 16-03-1998 | Rp. G4.754.250.000,- | Monay Markal

MNomer JVZTOMER/DIR tanggal 6 Maret 18928 serta Sural Keputusan ,
(Kovwers  dar

1/BPPIN1938 ‘
23-06-1998 | 05-03-1938 | Rp.461.500.000,000- | SWAP (nelting)
12-06-1298 | Rp. 57.625.000.000- | SAAP

23-06-1998 | 24-03-1998 | Rp. 61.830.000.000- | SWAP {netting)
23061996 | 16-03-1998 | Rp. 82.356.250.000- | SWAP

1888t
?
8
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253-06-1998 | 16-03-1998

8 1 Rp. B235,250.000,, | SWap

9 [23-06-1998 | 12.03-1998 | Ap. 61.977.459.254,- | Moey Market
(Kamerst gz
Swap)

10 | 20-07-1998 | 15.04-1998 | DEM 35,000, =

1.1, Balwa selelah diakkan veriflkas secara off site {on the
desk) geh Tim Penjaminan Bark Indonesia {dalam rangka
penedtian  persyaraton adminisiras peyaminan), kiaim PT,
Bark Bail cinyatakan tidak dapat dproses febih laniul karena
WEmenU  persyaratan tertang Pelaparan, pendaftaran dan
Pengajuan kaim yang dalur dalam Sirat Keputusan Bersama
Orekst  Bank Indonesia  dan  Ketua BPPN  Namor

. Enﬁkuﬁ.ﬂ / tickak memeruti batas waktu
pengajuan kaim

(larrp, SKB Perjairinan bulir IV,15):

. Maim alas kewajivan trasaks SWAP (nelting sebesar
Rp.48.06,000,000 -
- Tidak dapat dproseskewajiban lidak didafiarien dan.
tictak rmemenuhl batas iﬂt.ﬂ:ﬁnih: Kalm (butir
IV.1.b);

dijarrin (butir 11.1,1.2.¢);

c. zglﬁggrﬁ!g (hcarensl
SWAP nediting) sebesar Rp.65.139.139.271 458 -

.

.dﬂnﬁgn&nn&ng_
EEEEE%E
Eﬂﬂ%rﬁﬁg‘ﬂﬂgﬁ
n_i.!.

d.  Ham o i&:ﬁggﬁgg

Rp.64.754.250,000,-

- Tidak dapat ciproses Perrbayaranmyakewajiban Lid

- Nelling SWAP lidak lesmasuk jenis kewajiban yang
dijamin,
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h. HKam atas kewsjban Iransaksi SWAP sebesar

Rp.82.356.250.000,-

- Tidak dapal diproses perrbayaranmyakewajiban tidak
didaftarkan, lidak mermenubi batas wakiu pengajuan
daim .

- helling SWAP lidak temmasuk [enis kewajiban yang
dijarrin, ]

| Walm atas kewallban transaks! Mcney Market {karnvens|

darl SWAP nelting) sebesar Rp.61.977.459,.254 - .

- Tidak dapal diproses pemrbayaranmyakewajiban tidak
ddaftarkan, lidak memenud batas waktu pengaiuan
klzirm

E,..:.. Jaim alas kewajiban transaksi LC sebesar DEM

4

penclakkon untuk memproses leblh lanjul iaim PT.Bank Bal
tersabut lefah disampalkan dengan surat Bank Indonesia yang
ditandatanganl deh Drageno Lisan Deputl Kepala UPPB
kepada Tim Penberasan PT.BOM dergan terbusan kepada
ketua BPPN dan Direkd PT. Bank Ball masing-rmasing

dengan ;

8. Sural Namor @ 31/G32UPPEAGD tanggal 23 Septemiwer |

1998 perihal Maim PT.BON atas kewajiban kepaca PT.
Bark Bali, Thic;

L1 J-‘

b. Sual Norer @ 31GISUPPE/AGD langgal 24 Septegier
1998 perihal Waim PT.BOM atas kewajlban kepada
FT.Bark Ball, Tok:

€. Sral Nomor © 31/653UPPEAGh langgal 28 Seplember
1986 perhal Kalm PT.BDM  atas kewajiban kepada
PT.Bank Ball, Thic:

d. Siral Nomer @ 31/G97/UPPEVADP langgal 5 Oktcber 1998
Perlhal Klaim PT.BOM alas kewafiban kepada PT. Bark
Ball Th;

2. Sural Nomor @ 31771VUPPE/ADD langgal 13 Ontcber
1998 perhal Klaim PT. BOM atas kewajiban kepada

" PT.Bark Bali Thk;

e TSt Moy 3 TR UPSS AS Lanaail 16 Ontoter 1538
a.r ' . N I
o i T mz. hal Haim PT.BOM atas hewsiiban hepactn PT.Baik

AR eribal Kaim PT.BON atas kewajiban kepada PT.Bank

13,

Bali, Tok;

Bahwa hasil wrifilkasi berserta alas an penclalan’ terhaciap
iaim PT. Bank Bali tersebut, lelah diketahiWercakwa
berdasarkan laperan Subarjo Joyosurartolnggdls Clrekst
Bidang Perbankan, yang pada langgal 13 NopermBer 1998
telah meneruskan laporan Cragono Usan E..!E 11 |
MNoperrer 1998 perihal © Perkembangan penangagen kiaim
atas kredtur FT. Bank Ball dan perkembangan ﬁT@Eﬁ:
Kaim debdr PT.Bark Lppindo, sehingga nm_..mn_:.‘w_iEE..
lerdakwa  seharusmya  lidak memproses lag _n%._ Y=g
ciajuican oleh PT.Bank Bali tersebut. terlebi lag Eu.__.wuﬂ_..m
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chajukan deh PT.Bank Eali tersebat, terlebih lagl sebalum itu ketika
Terdalwa masih mejabal sebagal anggota Oreksl Bank Indcnesia
(diangical dengan KEPPRES Mo, 352M tanggal 20 Deserrier 1397),

yang antara lain melald nformasi ketka mengikuli  Rapat-rapat ’

Cewan Cireksl Bank Indonesia bulan Deserrber 1997, bulan Januan
1508 dan bulan Pebruar 1098 telal mengelalul balwa transaks-
lransalesd SWAP dan Money Market yang dilakukan PT.BOMN dengan
PT.Bank Ball tersebut merupakan transaksl yang diakukan secara
bertariangan dengan prakiek-praktek perbankan yang sehat, ardara
lain dilakukan Karana unfuk nemerdd keboluhan valas, FT.EOM
melakukan transaksi penggunaan fasilitas dana talangan (dana over
draft) dar Bark Indoneisa yang sebelunmya telah dilarang deh Bank

denesia, Sural-sural legoran Bark Indonesia kepada  [Oircksi
FY ROM antara lain sural MNomor © 30M742/PB2AIEE tanggal 11

hehber 1997, Catatan Risalah Rapat Oireksi Bank Indonesia
derialy Direkisi FT. BOMA langgal 9 Desember 1997 dan Sural

tersebut selain tidak memendi persyaratan adminisiras! penfaminan

' juga Waim tersebut licak termasuk jenis kewsjiban yang dapal

dbayar dengan Frogram Penjeminan Pemerintah sefidak-tidalorya
tidak memenui persyaratan unluk dbayar dengan Frogiam
Penjaminan Pemerirdal

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahul idalm PT.Bark Bal

teriadap kewajiban PT.BOM tidak memenu persyaratan uiuk
diproses dan dibayar dengan Program Perjaminan, namun kelika
rmeminpln Rapal Dewan Cireksi Bark Indenesia pacia langgal S
Pebngar 1999, telah memeritialkan petuga UPFB Bank

Jﬂ

Indenesia untuk bersarma-sama dengan BPPN memanggl Kemball
PT.Bank Bail dan Bark-bank krediur lalivya beserta bark
debliunya  guna  memyelesalkan .mE.: yang belum dbayar
berdasarkan hasi penelitian bukii-bukdi dokumen transaks yang
ada of Bank kreditur dan Bank Debilur, )

2.1, Bahwa perintah Terdakwa sebagal Permimpin atay Gubermr
Bank Indcneisa lersebut diaksanakan den LFPB pada
tanggal 8 Petruari 1999, dengan dadakanmya pertemmuan
antara Pejabal UPPB, BPFN dan PT, Bark Ball untuk
merhahas Kaim PT.Bark Bali yang belum dbayar
berterrpart druang rapal UPFB Bank Indcnesia. Pertermuan
tersebut cipimpin deh Crageno Usan / Deputl Kepala UPPB

dan dihadi juga antara lain B4 Siswanto, Adnan Cuanda

TN UPPB, Hedxko Santoso dan Indmwan Surentri dari
s "»V Hencrl Kumiawan dan Gecrglo Godang dari PT.Bank
; @mn ok Hasil pertemuan kemudian diaporkan deh Enran
e | Kepala UPPB kepada Terclalwa § Gubemur Bank
LXaRI 2 ela dengan sural catatan lertanggal 8 Pebnar 1999,
perihal : Pemyelesalan tagihan PT.Bank Ball dalam rangka
Eoﬁﬂdﬁmqﬁﬁﬁnm&vﬁﬁgﬂmﬂﬁnmgﬁu
a. Pengajuan Kaim BOMN (B80) urtul derecitur PT.Bank Ball
tidok dapat diselesaikan melalu Program Penjaminan
Pemerimaly
b, Sebagai alernalif akan dupayakan penydlesaian Kam
diluar Program Penjaminan dan alan diindak larjutl deh .
Tim Perrberesan BORN/Tim Manajermen 8PP

3 Balwa Terclakwa setelsh menerima laparan dan mengetalwi
perrbayaran  klaim PT.Bank Ball tersetwt telap fidak dapal

diproses perbayaraniya dengan Frogram Penjamusn

Pemerictah ...
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- EAw@d sebelum perlemuan Hotel Muia Senayan fanggal 11

Pemerintah, namun pada tanggal 11 Pebruad 1999 Terdalwa
telah  menglkutl  perteruan o Hiotel Mulla  Senayan, Yang
ciprakarsal Joko S Tandra, yang digunakan sebagal sarana
wilk melakukan  pendekatan  serta mempengarul | Pejabar-
Ppejabat yarg menmpuyal deritas dalam merrproses perbayaran
Kaim FT.Bark Ball dan Pejabat lain yang dapat mempengarubi

lerhadap keberhasilan Klaim PT.Bank Bali, Terdakwa menglati

pertermuan bersama-sama dengan Pande N Lubls, AA Bararmui,
Tand Abeng, Joko S Tjandra, Setya Novando, Firmen Scetjahja
dan Inan Gunard yang membahias tenfang  kerjasama
pelaksanaan perrbayaran Kaim PT.Bank Ball. Dalam perterruman
tersebit  Terdakwa Bt memyepakall wiuk  bekerjasansm
mencalrkan  perrbayaran klaim PT.Bank Ball dengan Frogram
Sminan Pemerintah, yang pelaksanaarmma akan diakikan

Pé¥truarl 1999 dilakaukan, karena klaim PT,Bank Bali sefalu diciak
Bank Indonesia dan BPPH, Rudy Rarmil/Cireldir PT.Bank Balj
dengan Joko S Tjandra/Orekiur PT.Era Gial Prima telah
mengadakan sualu perjanjion pengalihan (Cessie tagihan) Momer
DOP-EGPN-99 langgal 11 Januarl 1999 yang lsirya antara lain
PT. Bank Eall akan mengalibkan taghanmya  sebesar
1p.798.091.770.000,- terhadap -PT.BON dan PT. BUN kepada

FT.Ea Gial Prima, teryata Perfanflan Pengallban (Cessie -

Taghan) tersebut ssberarmya dbuat sebagal rekayasa dan
srana unfuk relakukan kerjasama dengan secara melawan
hdam mencairkan Kaim PT.hbank Bal yang sebelurrya

. ditdak, hal mana terlihat ;

4.1, Satelalh,..........

e

4.1. Setelah Sural Pedanjan Pengalihan /Cessie Taghan dibual

langgal 11 Januad 1999, Setya Mowanto sebagal Direldur

v Warmma PFT.Ea Gial Fima  leflah  memhuat  dan

menandatanganl Sral  Kuasa Nomnar @ O2/SK-EGFPAIL-99

wanggal 29 Marel 1999 yang isiya mermber kuasa kemball

kepada PT.Bank Bali uiuk menagh kepada PT.BOMN

sehububngan dengan Swal Perjanflan Pengalihan (Cessle

Taghan} MNomor @ 02P-EGF/-99 tanggal 11 Janwarl 1999
sebesar Rp.1.277.543.705.583 -

4.2 Setelah PT.Eark Bali menerima pembayaran klaim sebesar

Rp.904.642.428.369,- dari Bank Indonesia pada tanggal 1

Juni 1999, walaupin _...._._-,mnm Gial Frira befum memsnuhi -
cewajlbannya vk menyerahkan Sural-sral  berharga
&pada PT.Bank Bali, narmun atas permintaan Joko S Tjandra,

2

5. Bahwa menindak lanfull lkesepakalan ik bekerfasama dalam
morproses pembayaran  Kaim  PT.Bankk  Ball  wang
pelaksanaanitya aken diakukan deh Bank Indonésia dan BPPN
tersetut, Keglfatan d Bank Indonesia akan diakukan deh Liusan
Fengaluran  dan  Pengerbangan  Perbankan (WPPE) yang
membawahi Tim Perjaminan dibawah koordinasi yﬁ.:.m: Munzir
selaku Kepala LPPE. Dalam melalkan kKegialamaya, Erman
hMunar selaku Kepala UPPB dan yang :..E..mmnﬁ____. kegiatan
proses Kaim PT.Bank Ball selalu melaporkan®dan maminta

petunfuk  Terdakwa sebagal Fimpinan Bank Indenesia hilamana
=
dalam perandananiya memeriulcan pulusan yang bersifal

g"_..z mﬁ_m_mcaﬁm_#m:i:m_wznﬁdﬂﬁﬁm:nmﬁﬁﬂ"
Engairan klaim sebesar Rp.546.466,466.369, kepada Joko S
ahcra atau PT.Era Gial Frimma,

i
)
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ketijaksanaan dar Fimpinan Baii Indonesia, sedangkan d PPN
pelaksanaanya okan diakukan Pande N Lutis { Wakil Ketua
BPPN yang membidang Civisl Bark Liabilities,

51. Sesual dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman
Soetjahja pada perterruan tanggal 11 Pebruar 1999, Rudy
Rammii dan Firman Scetjahia lelah menandatangam  dan
mengirim swrat PT.Bark Bali Momer @ 012/CL02/89 tanggal
12 Pebruarl 1999 kepada Pande N Lubls yang pada pokchamy=
menguralkan tentang traisaksl PT.Bank Ball dengan FT.EDM
serta memohon kepada BPPN dan Bark Indeneisa dapal
membantu memyelesaikan  keseluruhan  lranseksl  tersebut
secepatmya,

o2 rBghwa lenyala sural PT.Bark Bali lertanggal 12 Pebruari

4, { terselnt telah dijadikan dasar cleh BPFN dan Bank

-8

4 @__ esia umuK menproses perrbayaran PT.Bank  Bali
j - upun hal itu bertentangan dengan kelentuan Program

Srnan<tFrjaminan Pemeritah yang diatur dalam Sural Kepuiusan =

bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN MNomer

I0270KERDIR

YEPPN1298

tangg@l 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan balrva
klaim kawajiban diajukan deh Bank Debillr yang dalam hal ind
seharusiya diakukan oleh PT.BOM.

53. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima sural PT.Bark Bali
tersebit telah menghubung dan meminta Erman  Munar
mengirim petugas Bank Indonesia ke BPPN ik metakuan
perternuan dalam rangka membahas proses pembayaran
idaim PT,Bank Ball, dan selafjumya pada tanggsl 16 Pebnuari
1999 Pande N Lubis memirpin pertermuan d Kanter BPPN

T

yang artara lain dhadri deh Cragono Usan, Bd Siswanto,
Advan Cjuanda dard Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesds,
Fande N Lubis, Hendro Santoso darl BPPN, Finman Soslhajja
dan Invan Gunardwi dari PT.Bank Bali. Perterruan lersebut
dilanjulkan ‘lagi d Kanlor BPPMN pada tanggal 17 Pebruar
- 1993 antara Pande N Lubis (BPPMN) dengan Pejabat UFPFB
Bark Indoneisa antara lain Adnan Cuanda. Pada  akhir
perterruan Pande N Lubis  selaku  permimpin rapat
memberfahy  akan menindak larjul surat PT.Bark Bafi
012/CLO209 dengan mengirim sural kepada Errman Munadr
agar dilakukan verfikasi terhadap klaim PT.Bank Bali dalam
rangka rmenilal kewajaran dan lkebenaran transaksk-transaksd

/T &4 | Hahwa Emman Murgr setelah menerima surat dari Pande N
@ Libid (BPPN) MNomor @ S-100/PEVBPPWIGY tanggal 18
et Pethuan 1999 perihal lransaksi PT.Bank Bali dengan Bank

Sed4xanttFely Operasi (BBO), yang Isinya antara lain meminta Bank

Indonesia mengadakan verifikasi uniuk menllal kewalaran dan
kebemaran transaksl PT.Bank Ball dengan PT.BOMN dan PT.
i, sebagal kefasama unluk METAoSes pembayaran
klalm PT. Bank Baf tersebwt, Bman Mundr telah merninta
kepada Urusan Pemerksaan Bark melalukan pemeriksaan
dalam rangka Verifikasi terhadap PT.Bank Ball (Bank Krediur).
dan terhadap Bank Debiler PT.EDN, PT, BUN dan PT. Bark
Tara Asia, sedangkan seharusmya hal Ku tidak  dapal-
dilalukan karemna sebelummya la  (Emman  Murair) telah
rrengelahu bahwa Kaim PT.B0M atas kewsjibanmya kepada
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FT.Bank Ball leizh didak deh UPPE Bank Indonelsa dzngan
sual yang dtanda (hngani Oragono Lisan selaku Deputi
Kegala UPPB larena Yidak memendi persyaratan Surat
Kepulusan Bersame Penjarminan, ,

5.5, Hasl werifikasi yang dilakucon Lrusan Pemeriksaan Bank
leihadap Bank Debitur PT.BOM pada policlanya memyatakan
balwa pemeriksaan alas transaksi-ransaksi {SWAP, Money
Markel) yang diakukan PT.BOM dengan PT.Bank Bali urtuk
menial kewajaran dan keberararmya fidak dapal: selesalian
selidak-tidakrya lidak dapal dilanjukan karena dokumen-
dokumen Iransaksl yang sah lidak lenghap dan tidak dapat
dilemudan lagl, dengan derrikdan seharusmya Errran NMungr
tidak lagi mermbuat dan mengirim sural Bark Indonesia Nomer

Zroitan > IVICSUPPE/AGP tanggal 23 Maret 1999, perinal
A Ln iksaan lerhadep PT.BOM (BBO), PT. BUN (BBO), PT.
. panki Tiara (BTOY) atas kewajlban kepada PT> Bank Bali yang

@a _E.. kepada Pande N Lubis wiluk menincak lanjuting,
K l@&w dengan lidak selesaimya werifikasl terhadap Bank

Farin

" Debir (PT.BON) beradi kewsjiban PT.80M yang akan

djamin  pembayarannyadeh  Pemerintah  lersebut,  belumn

capal dpastikan apakah transaksktransaksi tersebut telah

calakan sesual dengan prakiek perbankan yarg sehal
sebagai persyaralan kewajiban dmeksud dapal dibayar
dangan Frogram Penjaminan Pemerintah.

5.6. Pande N Lubis setelah menerima sural derl Erman Munzr 7
Kepala UPPEB Bank Indaneisa MNomor @ 31/1658/UPPE/AdP

tanggal 23 Maret 1929 yang antara lain memberitabukan -

balwa verifikasi terhadap PT.BONM belum tutas, ramun
sebagal keifasam.a mamproses kKaim PT Bark Bali, ia (Pande

.

N Lubis) lengsung mermerintabkan bawahanma pada Saf
Bank Uablilies uniuk menyelesalkan Kalm PT.Bark Ball
tersebut, sedangian sebenamya hal Ru tidak dapat diakukan
karema verifikasi klaim deh “Bank Indonesia belumn untas.
Demrikan pula ketlak Pande N Lubls menerima Memo Namor ;. =
00B/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bark Liabililies yang dtanda
langani Indra Samiko, Toto Budiaro dan F.X Edgar Affand
teitang hasl rekonglias! antara PT. BDN dengan PT. Bank
Bal dalam rangka mencocckan kebenaran jumiah nilai
laghan yang dikdaim PT. Bark Ball d dalammya telah
disarankan kepada Pirpinan BPPN termasuk Pancle N Lubls,
artara lain jlka Waim PT. Bark Ball akan dibayar, periu

\.wovu:.:. dmiakan  perseluiGar - Merter “Keuangan karena  klaim
L
Y

pembayaran owerdue, interast Kalm seharusya ditciak karena
tictak /spesifik dialur dalam SB Penjaminan, riaumn saran

W ) ;
LA Y adent ticak diselujd Pande N Lubis,

Walaupun Pande N Libis mengetahul batwa verifikasi Kiaim

" PT. Bank Ball belum lutas dan dsararkan apabia- akan

membayar. iaim PT. Bari 8ali supaya dimirtakan [z terlebih
dahulu darl Mented Keuangan termasuk perrbayaran ovordue
interest (bunga) kaim lidak ‘dibayar, naum Pande N Libis
tetap menyiapkon dan memeral’ Nota Dinas Ketua BPPN
Nomer ¢ ND-OS/BPPN/O4/1999 tanggal 21 April 1959 perihal
Halm PT. Bank Ball kepada PT. BON yang diujukan kepads
Menterl Keuangan unluk dilakukan-perrbayaran taghan /
Kaim FT. Bank Ball termasuk dengan bunganya, MNofa Oinas
dibawa sendiif cleh Pande N Lubis kepada Menter! Keuangan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan maksud akan menjelaskan sendrd mater! Naa Cinas
Kiotua JBPPMN terselaut kepada Menter Keuangan, namun kolika
fiu Barmbang Sublarta selaku Menter Keuangan tdak menyetujul
pefrbayaran kaim PT, Bank Ball karena lidak sesual dengan

G. Balmwa karena Merter| Keuangan mencak perrbayaran kaim PT,

Bark Ball, maka dalam rangia kerjasama untukkeberhasilan
pembayaran Waim F1.Bank Ball lersebu, Joko S Tjanda, AA

Baramuli, Trarl Abeng lermasul perterruan yang ditakikan pada
tanggal 26 Mel 1999 d Holel Muia Senayan antara Jdwo S

Tlandka, Rudy Ramil, AA Baramifl dan Tarrl Abeng yang

" e .,w/_,mnq_ pua  oeh Marimuiu  Manimoren, setelan  melakuan

.J.___ an Joko S Tjandra bersama Rudy Raril pergl menermu
Bymhang Sublanlo / Merleri Keuangan drumahmya dengan
j_ ceh Marimuty Manimaren. Dalam perterruan dengan
a g Subianlo lersebul, Jdio 5 Tjandra menamyakan

kkkkkk

mengenal tagihan beberapa perusahaan dbawah Group Mula
lermasuk nembicarakan kiaim PT. Bark Ball,

7. Balwa Terdakwa Syalril Sabinn sefaku Guberrur Bank
Indonésia lefah menesima laporan dar Erran Mundr, Hepala
LUFPB Bank Inchoneisa lertang hasll wverifisas terhadap PT. BOM
yang belum lunlas dengan swal laporan lertanggal 28 Maret

1999 perbhal : Laporan hasdl werifkasl PT.Bark Bal dan -

penbalasan usd peiyempumaan Sual Kepuusan Bersame
FPenjaminan dengan Bapak Pande N Luhis (Wakil Katua BPPN),
dimana sual Bank Indomesia Nomor @ 31/ME580UPPE/ADP
tedanggal 23 Maret 1999 tunit dilarmpirkan. Dengan demikian

T

sebagal Pejabat yang dberl coilas melaksanakan Program
Perjarrinan  Pemerirtah  seharusmya  Terdakwa  memerintahkan
kepada Emen Mudk  selidak-Uduona kepada Pejabal Bark
=§§3%3§§§5
urtuk memrbuat sral perrberitahuan kepada BPPN bahwa Kalm PT.
Bark Bali tersetxt lidak dapat dierita karena verifiasi delh Bank
Indonesia  wiuk monilal  kewajaran, kebenaran, dan keabsahan
transaksl belum tuias alau belum selesal diakukan, hal fu sefalan
dengan Marifikasl yang telah diberkan sebelurTmyn deh Terdakwa
dalam Rapal DOrekst Bark Indonesia tanggal 24 Seplermber 18338,
Lag pda sebelrmya dielshu bahwa Bark Indonesia tefah
mertual heberapa surat Kepada Cireksl PT. BDM bahwa transaksl-
transaks SWAP dan Money Marke! yang diakukan dengan PT.Bank
o An By sebagal transaksi yang bertentangan dengan prakiek-prakiek
____\ . ./T an yang sehal, dengan demikdan seharusmya Terdakwa lelah

[ L.a,l.d_.unﬂwﬁiuxigﬂ BON tersebut lidak termasuk

____.. nﬁrﬂuﬂmtm% yang dapat dijamin dalam ranga Program
/....I\...,....n. .
Ly

Bal tersebut, woloupun sebelummym  Terdehwa  lelah

rmengetahul bairwa verifikasi kaim PT. Bank Ball befum turias

dan mengstalhul pua bahwa transaksHtransaks sebagal

Wewajban PT. BON kepada PT, Bank Ball tdak lemmass

jenis kewaban yang dapal djamin, namun setelah Nota®

Dinas Ketw BPPN Norer © ND-OS/BPPIWO4/1999 tertanggal

21 Apdl 1999 dbual dan didim kepada Menteri Keuangan

selarjurys pada sekitar minggu lerakhir dalam buan Mei

' 4999 artara lain bersama Ermen Mungir, Oragano Lisan dan
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sejuriah anggota Dewan Direksl Bark Indoneisa (lwan R
Prawiranatla, Mranda Guitom) lelah menermud Menterd
Keuangan dengan moksud meminta agar Pemerintah

. menerbitkan  sejumiah cbligasi yang akan dbell Bank

Indoressia yaivg ardara laln dapat digunakan urduk membayar
Kaim artar Bank dalam rangka Penjarrinan Permerintah,

Bahwa dongan adam@a panmintaan Terdakwa lerzebu,
kemudian telah dilakikan beberapa kall pensdangan yang
dialukan o Kanler DCepartemen Keuangan dan Bank
Indonesla antara Menterl Keuangan, Gubermnar Bark
Incknesia (Terdakwa Syahril Sabirn), Pejabat BPFPN, yang
hasima Menteri Keuangan menerbitkan sural hMomaor @ SR-
17E/MK-01/1999 tanggal 31 Mel 1999 perihal ;| Surat Kuasa

aﬁgﬁ_. dalam rangka perrbayaran Penjaminan Pemerintah
.;miﬂ:mﬂtggﬂ_ﬂmmﬁn.&ﬁﬁ

’ : :g. Guberrwr Bark Indonesia yang pada  pokckimya

7.3,

*&w{. Pemerintah  memherkan alckasi dana  sebesar

o al
/E\\..E.Hm.oﬂ_nﬂbﬂ,.- (lma. puun tiga trilyun tuuh ratus
liga puuh serrbllan frilyar npish) dan rmesminta Bapk

Indonesta membaka rekening Nomox ;. 502,000,002 atas
Bendaharawan Urum Negara unluk Obligas! Dalam Rangka
Penjaminan. Dalam rapat Menteri Heuangan menegaskan
kemball balwa pembayaran Waim harus didasarkan hasl
wverifikasi.

Bahwa setelah swal Mented Keuangan Nomor @ SR.
176/MIK.01/1998 tertanggal 31 Mel 1959 diterbitkan, Pande N
Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah mermdapkan 2 (dua)
bush sral Ketua BPPN yang diwakil deh Farid Hayanlo

:ﬁm:ﬁ.:du_ﬁ 5

a. Sural .......

-

a Sral MNomer @ 380/BPPNOGSS tanggal 1 Junl 1999
Eﬁhvﬁgeﬂéﬂnnﬂuga.gmﬂ_g;ﬂﬂ
lsitya merrinta dapat diakukan perbayaran terfacap
kaim PT. Bank Bali; |

b, Surat MNomor @ 35U/BPPNOG99 tanggal 1 Junl 1999,
perinal ; Permoharan Permbayaran Alas Kaim Antar Bark
dari G (enam) Bank Rekapialisasi ("Bank Rekap”) Kepada
Bark Urum yang dbekukan Pada Tahun 1998 dan 1998,

Kedua sural ditujukan kepada Syaheil Sabirin, Guberrur Barlk

Indonesia. . 5

7.4, Bahwa Terdakwa Syahril Sabidn selaky. Gubermas Bark
\x.mﬂwﬂhﬁ.. asia, setelah menarima kedua sural m.n.m.z tedanggal 1
> {O\1999 yang diantar dieh Adnan Cjuanda bersama Ed

_____.._r.
_H,. unm,u— Josto, sectar pucs 18.00 Wb tanggal 1 Juri 1999 {elah
| n...l...u]h__,.rﬂ - .__v_ﬂﬂim::mﬁmhﬁxnnﬁuﬂﬁm:.bzhﬂﬁﬂumﬂa

//,..,,:::_,-...A..vﬂ..s (UASF) Bark Indonesia (saksi Desmi Demmas)
unlu membayar klaim PT. Bank Ball depgan jalan member
dspesisl datas sural BPPN Nomor | PE-380/BPPINOSSS
tanggal 1 Juni 1999 sebagal berlat : "Kep. UASP, uniuk
dileksanekan, setelali dkoordinaslikan dengan Ibu Miranda,
Whususya  unbuk mempertimbangkan  target  meneter”
Sedangkan permintaan pembayaran Maim terhadap bank- :
bark lainmya berdasakan sral BPPN Nomor @ P8~
3B1/BPPN0GES9 tanggal 1 Junl 1999, karena licak ada-
kesepakatan bekerjasama seperti yang dlalokan dengan -
PT.Bank Bal, perminiaanmya ditcak deh Terdakwa dengan
merberikan disposis pada sural lersebut antara lain sebagal
berlit : *Kepala UPPE, Pencalran dana untuk bank-bank
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7.5,

3

perjamin Pemerintah tefap ‘berpegang pada Surat Keputusan
Bersama mm..__x. Indonesla dan BPPN wﬁm_“_....u”mwm.__.u:u..ﬁuxﬂ
selesal diakukan, dengan demikdan permintaan Ini lidak dapal
dpenuiy®. Seharusmya skap yang sama  diakokan juga
lerhadap klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas),

Bahwa perntah Terdakwa selaku Gubermur Bank [ndonesia
kepada: Kepala Uusan Akutansi dan Sstim Pembayaran
{uasr) Bani Inderesta L melaksanakan
permbayarankdalm FT. Bank Ball telah diaksanakan deh saks
Desmi Dermas (Kepala UASF) pada tanggal 1 Juni 1999
malam  dengan  elakukan  perrindah | bukuan yallu
mendebetkan  rekening Momor (502,000,002 atas  nama
Bendaharawan Umum MNegara unluk Obligasi dalam rangka

. 8. Bahwa sebelumn Terdakwa Syahril Sabiin memberi perintah

unluk membayar Malm FT, Bank Ball d Kantor Bank Indonesia

pada tanggal 1 Junl 1829, lelah diakukan serangkalan aktiftas
untuk mempercepat  pembayaran kaim PT, Bank Ball dilar
mekanisme kerja yang ladm lerjad seperti lersebut dibavwah ini; -
B.1. Sekitar pukul 14,30 WAB tanggal 1 Junl 1999, Pande N Lubls

menginformaskan kepada Erman Munde bahwa BPPN akan
melakukan perrbayaran kaim PT. Bank Ball yang sural

permintaan E&EE%@ZE&H&E& -

oleh Pande M Lubis;

8 2, Sekitar puond 15.00 WIEB tanggal 1 Junl 1955, datam rangka

mempercepat perrbayaran Kalm PT. Bark Ball, sehingga  *

walaupun Bank Indonesia belum menerima sural resni darl

BPPN, Erman Murgr felah mremerintabkan Cragono Lisan

menemul Kepala UASP (Desmi Demas) mewrberitabukan
" akan ada permbebanan rekening. MNomor : 502.000.002;

83 FKarena sural fax Menterd Keuangan Nomer @ SR-

TTEMK.01/1999 tanggal 31 Mel 1999 baru diterima Bank
Indenesia senitar pukd 11.30 WIB langgal 1 Jud 1999
mengakibatkan rekening Program Ferjaminan
{502.000.002) masih kosongbelum dbukmkan, dan unfuk itu
Desmi Cermas / Kepala UASP mengadakan rapat bersama
3”— | Kepala UOPM, Depdl Kepala UK, Depu| Kepala

a7 TWERE (Dragono Usan) dalam  rangka  mermpercepat
.n pepdsian / penbukuan rekening Nomer © B02.000.002,
rellar pukad 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1593, Pande N Lubis
;;;;;;; __”..n_.n..__.Eﬂ kerja Erman Murgr memyerahian surat EPPN
yang diujukan kepada Syahrl Sabin / Gubermur Bark
Indonesia masing-masing:
a, Sural Nomor | PB-380/BPPNOGSS tanggal 1 Juri 1999

‘yang Isimya meminta perrbayaran Kaim PT. Bank Bai

alas kewajiban PT. BDM dalam rangka Perjaninan

b, Sual Nomer @ PE-381/BPPNOGIY tanggal 1 Juni 1999
yang Ismya maminta pembayaran dmuka atas Em!...,
antar Bank-Bank Rekapitalisasi artara lain PT. Bark
Lippo, PT. Bark Urum Koperas! Indonesia, PT. Bank
Frima Expres dan Bark Universal,

45 Sekllar........c.
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8.5, Sektar pukid 18.00 WIB tanggal 1 Junl 1999 Errran Mudr
memeritahkan Crageno Usan, Ed Sswanto dan Adnan
Ouanda mengartar Pande N Lubis mencmul Kepala Uasp
(Desmi Dermas), selanjuya Desmi Dermas memina Bd
Sswarto dan Adman Cjuanda mengantar Sural BEPN
Momer © PB-380/BPPNDGI9 kepada Terdakwa (Gubernur
Bark Indenesia) untuk mendapatkan disposisi;

8.6. Karena surat BPPN Nomor @ PE-38/BPPNDGIY Isinya lidak
lengkap (tidak tercartum permintaan pendebetan rekering
Momor © 502.000.002 ke rekening PT. Bark Bali MNomer :

523.013.000), sehingga untul melakukan perubahan srat 3
Fande N Lubls darl Kanter Bank Indonesta menelpon ke

u_.:_..- agar memtust raial sural BPPN Nomer  PE-380

/457 ~aty dilujukan langsung kepada Kepala UASP,
NN .%w pukd 19,45 WIB tanggal 1 Junl 1999 dsposis
_HH.__huu 5 Bank Indenesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas
Serr Al BPPN Nomor ; PB-380VEPPNDBSS (perintah Kepala
LASP melaksanakan perrbaymran Malm PT. Bank Bali)
diedima Edl Sswarlo dan Adnan Ouanda yang tepat
menunggd dinuang Selrefarls Gubermur Bark  Indonesia,

kemudian di fax. Kepada Kepala UASP,

8.8, Seldar puku 19.45 WIB tanggal 1 Ji 1999 (hapir
bersamaan dengan dterimanya sural PB-380/BFPNOGI9
yang lelah & dispesisi Gubemur Bark Indonesia), Pande N

Lubls mesryerabkan kemrball surat ralat BPPN Nomor © PE--

JEVBPPNDESD tanggal 1 Junl 1999 kepada Kepala LWSP,
dan karena sebelutmya lelah menedmo sural fax Besisi
dsposisi Terdakwa / Gubermur Bark Indonesia, selanjutmya
sural diseralikan ke Baglan Ak. R uniuk dibukodaan,

kermmudian ...

‘ -

kemudan  Bagan Ak.R_ langsing metaladcan permbdoan
dengan mendebetkan rekgning MNomer 502,000,002 dan
mengireditikan rekening Norrer - 523013000 am PT. Bark
.mE setwesar Fp.804.642.428.359 - {sembllan ratus empal
mityar Bam ratus ermpal puuh dua juta ermpal ratis dia
Puuh defzpan riby tiga ratus enma PUUh sermbilan nupiat),
yang berarti Kaim PT, Bank Bali felah dbayar d Barg
Indonesia sekitar pund 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1993,

8.9, Seldtar Pukad 20,90 wig tanggal 1 Jud 1999, Ed Sswarto
dan Adnan Djuanda Menyerahkan asli surat BPPN Moy -

9. Eahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaly JGuberrar
Bank Indonesia  selidak-lidakrrya sebagal Pimpinan  Bank
Indonesta yang  memiild  ateritas melaksanakan  Pregram
Feniaminan Perreritah dengan mefmenintakan Kepala UASP
(Cesmi Demas) membayar kaim PT. Bark Ball, dan perintah
tersebit telah diaksanakan dengan mengkreditkan rekering an, ~
PT. Bak Ball MNemor : 623,012.000 ° sebeser Rp.’
504.642.428.365,- frefpakan perbuatan bertentangan dengan
kelerfuan yang diatur datam KEPPRES Nomor @ 28 Tahun Jcog,
Sural Keputusan Menter Keuangan Mormer P BMMEL01TH 9e8
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dan Sral Kepitusan Menderi Ketengan MNomax
26/KMK017/1998 dan Strat Kepuusan Bersama Direksl Bark
Indonesla dan Fetua BPPN Nomor @ 3027 0KERTIR
|/BPPH1098
© Tanggal 6 Maret 1998 dan dsenpurekan dengan  Siral
Kepulusan Bersamma Direksi Bank Ipdonesia dan Ketua BPPH
Normer ; 4Z46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1939, sehingga telah
181/BFFN/1998
memerkaya secara melawan hukum Rudy Ramll atau PT. Bank
Bali dan Joko S Tjandra atau PT, Ba Glal Prima miunw_ satelah
Kalm PT. Bark Ball dbayar sebesar Rp.504.642.428.269
(serthllan ratus empat milyar enam ratus empal puiuh dua jula
Bt ralus cdum puuh delapan ribu liga ratus enam puiuh
b .;ln.. an  riah), pada langgal 1 Jud 1999, " Kerudian
=8 o priya lelah diserahkian kepada FT, Ba Glal Prima atau
.‘. S Tandra sechesar Rp.54G6.456.466.360- dengan [alan
Jaxn®bpditransfer ke rekening giro AC 07010026934 atas mara ET.
Era Glat Frira d PT. Bark Ball masing-masing:
1. Tanggal 3 Juni 1599 sebesar Rp.406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp.141.826.116.369, -

10.Bahwa akibal perbuatan Terdakwa Syahrll Sabidn yang secara
melawan huum memperkaya Rudy Ramli alau PT. Bank Ball
dan Joko & Tjandra atau PT, Bra-Gat Fima terscbut, secara
langsung lelah merugkan keuangan negara  sebesar
Rp.904.642.428,369,- {sembian ralus emrpal milyar eram ralus

empat puuh dua juta empal ralus dua puuh defapan ribu tiga

ralis enam puuh sembilan rupiah), selidak-tidakmya  dalam
|uriah tersebut, dan atau setidak-tidakya lag merugikan

T

. perekonomian negara  dafam hal N merugikan  kebijaksanaan
<Frireriniah d bidang rekapitallsas! dan restnikdurisasl perbarkan;

Ferbuatan Terdakwa dalur dan Rﬁﬁﬂdnﬂi dalam pasal | ayat
{1) sub a Jo pasal 28 Undangundang Nod Tabun 1971 Jo. Uhdang-
undang MNo.31 Tahun 1299 Jo. Pasal 55 ayal (1) ke-1 jo. Pasal 64
FLHP,

SLBSIDAIR

Bahwa la terdakwa Syalvil Sabirin, dalam kedudub@annya sebagal -

Guibestar Bark  Indonesia yang dangcal berdasarkan Kepulusan
Presiden Republik Indonesia masing-masing No39/M Tahn 1998
xxn..u.ﬂﬂ gnqgal 11 Pebruarl 1998 dan Nomor @ 149/M Tahun 1999 langgal 17
2 wﬂ.... secara bersarmea-sarma dan bersekufu dengan Pande N Lubis /
P2adit \ketia Badan Peryehatan Perbankan Masional (BPPN) Erran
Wirkzif/ / Kepala Lrusan Pengaluran dan Pengembangan Perbarkan

Tjandra dan Selya Movanto / Ciretdur PT, Era Gal Prima sefla Rudy
Ramil / Drektur Ltama PT. Bank Bal yang perkaramya dajuan
tersendri aley masing-masing bertindak wiuk drmma sendn, pada
wakiu dan lenpal seperfl tersebut pada Cekwaan Frimair secara
bertung-tunt melakikan rangkalan perbuatan yang dipandang sebagal
suatu perbigitan berlanjut, selidak-lidakmya sebagal perbuatan bercird
sendir, dengan buuan menguniungkan difl send atau orang lain atau
sualu badan, menyalahgunakan kewermngan, kesermpatan alau sarama
yand ada padanya karena Jabatan alau kedudukan yang secara
langsung atau tidak langsung dapal merugikan keuangan Megara dan
perekonarian Negara dalam hal Inl lelsh meproses den membayar
tagihan atau kalm PT, Bank Ball atas kewafiban Bank Debitur BON
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dengan Frogram Ferfarrinan Pemecintal, | sedangian sebemamya Kaim

FT. Bank Ball tersebu tidak mermenti persyaratan selidak-lidakinym |

.

M 1999,

- gqﬂgggﬁ.igggg

gggiﬂﬁzmgggg_
; menguriungkan  Rudy Ramd alau PT.Bak Balil dan Joko S Tands
alau PT. Era Glat al Prima sehingga secara langmung at atau ticak langsung
dapal merugkan keuangan pegara sebesar Rp.904.642 428 360 -
(sembilan ratus ermpat i_ﬁ_qnﬂ:._au_ﬁﬂaﬂabﬁﬁln ermpsal
ratus dua pulh defapan ribu tiga ratus tram puluh serrbllan ruplah)
setidak-lidakyn dalarm  jumiah lain sekdtar Jurlah tersebud dan atau
merugkan perekonaman negara yang lebih |elasmya

sebagal berdud :

akan duralkan

- Bahwa sebagal upaya utuk mengatas lerjacdimya WSS moneter dan

selidak-titakrtya sebagal Pejabal yang dberi Otcritas melaksanakan
ruﬂgiﬁggt—ﬂiﬁuu;EEJE
Eﬂlﬁﬂmnﬂzﬁﬂn_ﬁ:big.ggg
Jayanto dan Pejabat Uusan Terkalt darl Urusan Pengaturan dan’
Pengerbangan Perbankan (UPPB) Bark Indanesia dalam hal i
Cragono Usan, Adnan Quanda dimana dalam rapal lersebut,

m dapal dlerima Bark [ndmesia akan q.n....&ﬂ.._._-?-ﬁ:
“-_ﬂ uiuk mendapatkan ctorisas perrbayaran®,
B Marifikasi tersebid dberikan Terdakwa Hhususmya tertang

L)
~Flertiias Kaim skan diakukan deh Bark Indonesis a sehubungan

tanggal 26 Jaruan 1938 tertang : Jamiran T EE x-:.lﬁﬂ
Pembayaran Bank Utum, dan Pelak ksarmamya o
dengan Sural Kepulusan Merter| REE_..mn: _ﬂ.
No. 26/KMI.017/1998 tanggal 28 Januarl 1998 tentang : Syaral dan
Tala Cara Pelaksanzan Jaminan Pemennial Terhadap Kewajiban
Petbayaran Bark Umum dan Sural Kepdusan Bersama Cireks
Bark Inconesia can Kefua BPPN Nomer - 30/270MER/DIR tanggal 6
1 1

Maret 1998 tentang Pelujuk Pelaksaraan Permberian Jaminan
Pemerintah Terhadap Kewajiban Perrbayaran Bark Lrnumn yang
kemmudian dsermpumakan dengan Sural Keputusan Bersam Cireks
E_Enuggigngm_éi

Eﬁ!ﬂﬂaﬂggﬂzﬁigg tidak merjamin
ji:ﬂgﬂgréﬁﬂnﬁﬂﬂﬂg
EEEEEEEEE:!EE

dimand yang berak at U dapat memberkan penilaian lerhadap
Eﬂn_n.&n__ﬂhm:uani praktek perbankan yang sehat EE
adalah Bank Indcnesia, artara laln metaid verifikasi.

- Balwa aalam pelsksanaaniys, Terdakwa Syalril Sabiin selak.
EEEEEEEE
n«iﬂﬂ-ﬁ%ﬂ!?ggg!g
Uﬂ#ﬁr&ﬁﬁgnﬂqﬂggzr&n?ﬁnxﬂﬁ.
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BPPN), Tani Abeng (Mertéri Negara BUMN), Erman Murcir (Kepaia
Lrusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bark
Indcnesia), Joko S Tlandra dan Setya Novanto (Direldur Ltama PT.
Era Gial Frima), dan Rudy Rarmill (Cirekiur (lama PT, Bark Bali
yang berdentangan dengan ketentuan FProgram  Penjaminan
Permenntah yang dialor dalam KEPPRES Mo 20/HME 017/1998,
Sural Kepulusan Bersarma Direksi Bank Indonesia don Ketua BPPN
MNomor JV2THEP/TAR langgal 6 Marel 1998 serla Sural Kepufusan
1/BPPN/1 528

Bersama [Oireksi Bark Iwdonesia dan Keliz BPPN  MNomor
IZMENMEP/DIR tanggal 14 Mel 1999

‘_....
uu.w B_._....___xm._m: vwrﬂm:qﬂ.ﬁcnnmnmdm:amﬁm:
e, .\.. alau kecdudikan selaku Gubermur Bank Inccnesin
meTproses permbayaran Waim ST, Bank Baf berdasarkan

z
D..um.u:._ Penjarminan lersetud dialdkan sebagal berdad ©

1. Bahwa perbuatan “erdakwa tersebut berawal dengan adamya
permintaan PT.Bank Bali kepada PT. BON uiuk n.nﬁu____miﬁ_.__
melaparkan, dan mengeukan klalm atas kewajibanmya kepada
PT. Bark Ball dalam rangka pelaksanaan Program Penjorrinan
Pemerintah, karepa PT. BOW sebagal Bank Debitr lidak
sangop lag memendl Kewsjibanmya, permintaan terssbid
kermudian telah dilaksanakan oeh Tim Perrberesan PT. BDMW
dengan mendaftarkan transaksi-transaks! sebagal kewajlban PT.
BOM kepada Bank Indonesia sebagai berikut ; i

11

23-06-1998 | 12-03-1998 | Rp. 51.600.000.000,=
03-02-1993 | 03-03-1998 | Rp. 43.060.000.000,-
23-06-1958 | 06-03-1938 | Rp. 66,139.271.458,-

23-05-1998 | 16-03-1938 | Rp. G4.754,250.000,-

23-06-1998 | 05-03-1838 | Rp,4G1.500.000.000,-
23-06-1998 | 12-06-1998 | Rp. 57.625.000.000,-
23.06-1998 | 24-03-1998 | Rp. 61.830.000.000,-
23-06-1998 | 16-03-1998 | Rp. 82.356.250.000,-
23-06-1998 | 12-03-1998 | Rp. 61.977,459.254 -

SWAP (netting
SWAP (nettin
Money  Mard
{reetting)
Meney Marke
(Koressl ¢
SWAFY),
SWAP (nellirg
SWAF
SAAP (netLin
SNAP
Money  Man
(Momersl ¢
SWAR)

Lc

e | Tanggal Jatuh Jenis

Pengajuan Termpo Mol Transaks
Haim

b 4
(5 >
L/ )
i -1998 | 15-04-1998 | DEM 35.000-

SARAR 1237 Batwa setelah dilakukan verifikasl secara off site (on the -

desk) cleh Tim Penarfinan Bark Indonesia (dalam rangha
penelitian persyaratan administrasi perjaminan), Maim PT.
Bark Ball diryatakan tidak dapat diproses leblh lnjut lisrena
memenuhl _uﬂ.nu._ﬁ.,ﬂn: tentiang pelaporan, pendaftaran dan
pendajuan Kam yang dalu dalam Sual Kepuusan
Bersama Direks Bark Indonesia dan Ketua BPPN Nomer
J02TO/KER/DIR tanggal 6 Maret 1998, derrikdan pua dard

kaim yang diajukan terdapal diantararya 6 (enam) Kaim
yang tidak termasuc jenis kewajiban yang dijamin, yang

selengkapmya adalah sebagal berilat :

a, Walm atas kewalban transaksl SWAP sebesar

Rp.51.600.000.000 -
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‘- dapat doproses [ ldak memenuhl Latas wakiy
pengajuan klalm
(larrp. SKB Perjaminan butir 1'V,1.b);
b. Kaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting sebesar

Rp.48.06.000.000,-

- Tidak dapat dproseskewajiban tidak didaftarkan dan
tidak memenubl balas waktu pengajuan Kalm (bulr
IV.1.b); .

- Petling Swap lidak lermasuic fends kewajiban yamg
dijarrin (butir 11.1.1.2.¢); :

€. Kaim alas kewajiban transaksl Money Market (korvens
c.ra_,r.; .._..../ nectling) sebesar Rp.B86.139.139.271.458 -
N ok dapal diprcses/kewajiban lidak dicaftarkan dan
| $dak memenuii batas waldu pengajuan MainT,
PR/ Nelling SVWAP lidak lermasuk Jeris kewajlban yang
Lot Sfjanin
d Haim alas kewsjiban transaks SWAP (Nefting) sebesar
Rp.64.754.250.000 -
- Tidak dapat diprcses perrbayaraniyakewsjiban tidak

ddaftarkan dan Hdak memenil  batas  wakiu
pergajuan klaim;

- Melling SWAP lidak tenmasuk Jenis kewajiban yang
dijamin, p

e, Kaim alas kewajlban transaks SWAP sebesar

Rp.461.500.000.000 -

- Tidak dapat diproses perrbayaramyatidak memeruhi
batas wakiu pengajuan kalm

- Melling SWAP lidak lermasuk jenis kewallban yang
dijamin,

. L Ham......

34 j

L Kaim atas kewsjlban transaksl SWAF  sehesar
Rp.57.625,000.000 -

- Tidak dapat diproses pembaywrarvwafticak memenhi

batas waldiu pengajuan Kaim I
g. Kalm atas kewajban transaksi SWAP (netting) sebesar

Rp.61.630.000.000,-

- Tidak dapal dproses pembavaranmyatidak momenuh
batas wakiu pengajuan Kalmkewajban batas waktu
pengajuan kaim kewajiban lidek ddaftarkan

- Netting SWAP lidak termmasuk jenis kewajiban yang
dijarrin. :

h KWam alas kewagliban fransaks SWAP stesw

o g,82.:396.250.000-

\hhf <7 fidak dapat diproses pembaysramya/kewsjiban tidak
o) 1 W_H.nmﬂxﬂ,._ tidak memenud bates waklu pengajuan
. |

P ““._

S Jelling SWAP tidak termasik jenis kewajiban yang
dijamin.
| Kalm atas kewajlban transaksl Money Markel (korwens
darl SWAP netling) sebesar Rp.61.977.459.254,-
- Tdak dapat dprases pembayaranmya/Mewsjiban tidak
ddattarkan, tidak memeruhi batas waktu pengajuan
Kaim
} Haim alas kewallban transaksi LAC scbesar DEM 35.000,-
. Tidak dapat dproses perrbayaranmyaftidak mementi
batas wakiu pengajuan kaim

1:2. Bahwa hasll werifikas selengkapiya beserta alasan-alasan
penclakian untuk mermprases lebih lanjut Kalm PT. Bank Bal
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Swaro Joyosurarto/Anggcta Direksl Bidong Perbankan, yang paca
tanggal 13 Mepenber 1998 telah menenuskan laporan Cragene Usen
lertanggal 11 MNopermber 1998 perihal . Perkembangan penandamn idaim
© alas kredtir PT. Bank Bali chin perkerrbangan penanganan klalm debitur
G PT.Bark Uppindo, sshingga dengan derrildan lerdakowa seharusmya fidak
5. Sral Noer 1 SUSIHLPREAS) tagl memproses: lagl kaim yang disjuan deh PT.Bank Bali lersetud leflabib
Seplermiber 1998 perbal Kaim FT.BOM  atas lagl Kaim yang diajukan cleh PT.Bark Bali terszbul, leriebih lagi sebelum
kowelban Kepack BT, Bank Ball, Théc ity ketlka Terdakwa masih merjabat sebagal anogeta Direksl Bank
b St R -t B33 Siachs _m.:.mmu._ 24 Indonesla (dangkal dengan KEPPRES Mo.asaM tanggal 20 Deserber
Septerrber 1998 perhal Kiaim PT.BON atas 1997), yang artara fain melalu inforrmasl ketika mengkuti Rapal-rapat -
kewajiban kepada PT.Bank Ball, Tol; Dewan Direksi Bank Indonesia buian Deserrber 1997, buan Januarl 1998
- D fomr MWESVUPPR/A tanggal 28 BB Pebrarl 1998 tefah mengetahu batwa Iransaksiiransaks
; ember 1998 perhal Maim PT.BON atas ﬂww. yrﬁ& Market yang diakukan PT.30M dengan PT.Bark Baii
1l | yewhiiban kepada PT.Bank Ball, Tok; u.ﬂ_r 2 .#‘ pakan transaksl yang dilalukan secara bertentangan dengan
Frakisk<prikiek perbankan yang sehat, artara lain diakuken karena ik
UEioy kebuluan valas, PT.BDN melakikan transaksi uﬂﬁﬂhﬁg

tersetut telah disarrpalkan dengan sural Bank Indonssia yang
ditandatanganl deh Cragono Usan Depldl Kepala LUPPE
kepada Tim Pemberesan FT. BOM dengan tembusan kepada
Ketua BPPN dan Direksl PT, Bank Bali masing-mesing

=g/afat Norrer © 31/BSTIUPPRIAIP E._uﬁ_moanrm
432 H 08 Perinal Kiaim PT.EON alas kewajiban kepada
PT, Bank Bali Tbk;

e. Sral Noror O HTTIUPPE/ADD tanggal 13
Chkicber 1998 perhal Kaim PT. BON  atas
kewajiban kepada PT.Bank Bali Thk;

. Swal MNomer @ 317IUPPE/ADP langgal 18
Oktcher 1598 perihal Kalm PT.BON atas kewajlban
kepada PT.Bank Balj, Tok,

g Srat Nomar @ 3ATSUPPE/Adp langgal 20

Oktcber 1998 pedhal Kalm PT.BDM atas kewaliban
kepada PT.Bank Bali, Tok;

fagiitas dana talangan (dana owr draft) dari Bark Indonelsa yang
 sebelunmya lefah diarang cleh Bank Indenesia, Surat-surat legoran Bank
Indonesta  kepada Cireksl PT.BDM antara len swal Nemer -
0NT42/PEAIE2 tanggal 11 Noperrber 1997, Catatan Risalah Rapat
Direksl Bank Indonesia dengan Direksi PT, BON tanggal 9 Deserrber 1597
dan Swral Mormer | gﬁﬁﬁﬁ.ﬂmﬂ_ 31 Ceserrber 1997, dan
dengan demikian pua Terdakwa lelah mengetaiui bamwa Kaim PT.Bark
Ball tersebud sefain tidak memenuhi persyaratan adminisirasl penjaminan
Juga idalm tersetut lidak termasik fenia kewajiban yang dapat dbayar
dengan Program Penjarminan Pernarintah selidak-tidakmya tidale memenuhi
persyaratan unluk dbayar dengjan Frogram Penjarrinan Permenintah

1.3. Bahwa hasil verifikasl berserta alasan penciakan lerhadap Waim PT.
Bank Bali tersebut, telah dketahul terdakwa berdiasarkan laperan :

Shalfo ... 2. Bahwa ...
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3% g

2 -
] Wxﬁﬂ&?ﬂ Alatn telah mengetahu Waim PT.Bark Sail tert-aciap 3. Terdakwa setelah mendapat fapcran batwa Kaim PT. Bank Ball lerscbud,

E&ﬂ&“ﬁhhggugﬁiﬁﬁﬂﬂa . lidak blsa disalpsakan dengan Prodam Penfarinan Pemerriah, pada
Dewan Cireksi Bark i famn ketka memimpin: Rapat tanggal 11 Petruart 1999 telahdrenghull perterruan d Htel Mula Serayan,
gﬁﬁrﬂnﬁ“.tﬂlu;ﬁawm@. ..... yang dprakarsal Joke S Tjandra, perferruan lerseiat lermyala Llelah
Eﬁmﬁzgréﬁqgﬁigﬂg darakan deh Joko S Tkandra sebagal saraa Urfuk  melakukan
lainya beserta barnk detus ‘Srk Ball dan Barkcbak ioecitis pendekalan serta menpengarui, setidak-lidakya memantapkan Kerrbad
dbayar berdasarkan hasy A una menyslesaikan Kaim yang belum | pendakalan-pendekatan yang telah diakukan sshelummya termadap Pejabat-
pencliian busdi-buktl dokumen transakst yang i Pojabal yang menyumnyal otoritas dalam memproses pembayaran Kam

e d Bank krect

Lr dan Bark Dehilur, FT.Bark Ball dan Pegabat lain yang dapal mempengaruhl lerhadap
kebernasiian klalm PT, Bark Bali, Terdakwa mengioli partermuan bersama-
g%?ﬂnzg_?ﬂgﬁﬂ.ﬂiiﬁtﬁmdg.

GERgAATHYOgNT Perjaminan Permerintah, yang akan dialukan deh Bark
Ntdieus bersaa dengan BPPN, sebagal Instans yang berwenang

4. Bawa dadakarvrya pertermuan Hotel Mula Serayan langgal 11 Pebnsr F
1599 karena sebelum itu taghan atou Kaim PT. Bank Bal diukukan, seialu
didak Bank Indcnesla dan BPPN, sehingga unluk keberhasilanrmyn  Rudy
RamiiDirekdur Ltarma PT.Bark Ball dengan Joko S Tjanda/Diceldur PT.Era

Gial Frima ledah merbuat perjanjian / Cessie Taghan Naror 002P-EGR-

-, ., | 99 tanggal 11 Januan 1999 yang Isiwa artara kdn PT. Bank Bal akan

g n.._uuw. akan penywlesaian Kaim ciluar mengalihkan lagihanmya sebesar Rp.796.081.770.000- kepada PT.Eo Giat

mﬁaﬂ_ﬂﬁuzﬂ&daﬂgrgﬁnmusf Frima (Jcko S Tjanda) dan seballeya PT. Bra Gal Fima akan
gmﬁﬂchﬁ:ﬁqﬁhgmﬁﬂz memyerahkan Sural-sural Berharga yang dierbitkan PT, Bank Ball, Bank
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Pemerintah, BUMN kepada PT, Bank Ball selambat-lanbaliya dalam wakty

3 (liga) tuan sefak tanggal perjarfian cessle dioust. Termyata dbusatiya

Siral Perjanjian Pengalihan (Cessie Taghan) tersebut sebagal rekayasa dan

sarana wiuk melalukan kedasama gum mencaifkan Klaim PT. Bark Ball

yang telah ciaiak, hal itu terihat * !

4.1. Setelah Sural Perjanjan Pengalinan /Cessie Tagihan dbuat tanggal 11
Janar 1999, Setya Novarto sebagal Dredur Uanma PT.Era Gial
Frima lelah membuat dan menandatangenl Sural Kuasa Nemer | 02/5H
EGPAII-99 tanggal 29 Maret 1999 yang Isinya merrber luasa kerrbal
kepada PT.Bark Bali unluk menagh kepeca FT.ECN sshububngan
dengan Sural Perjanjian Pengalinan (Cessie Taghan) Nomer © 02/

, 8y b ..H_.m..um.umm.. darl Bark Indonesia paca tanggal 1 i 1999,
| nnumu“.mﬂ.mnﬂﬁmﬂﬂgﬁnqﬂgxéﬁﬁi
/ ﬁ an Sural-sural berharga kepada PT.Bark Bal, ramun atas
:fﬂ!._ Jdoko § Tanda, PT.EBank Bali slau Rudy Ramil telah
menperabkan dana hasll pencairan Maim sebesar Rp 546,466 408 369 -
kepada Joko S Tjarcrn atau PT.Era Glat Frima

'5. Bahwa menindak lanjull kesepakatan uiduk bekerjasumn dalam menyproses
perbayaan Kaim PT.Bark Bali yang pelaksansarnya akan diolason deh
Bark Indoresia dan BPPN lersetat, kegatan d Bank Indonesia alan

Eﬁggggggggﬁﬁrﬂm@_

yang membawahl Tim Perfaminan cdibawah koordinasl Brran Murele selaky
Kepala UPFRL Calam melalakan kegialarma, Emman Mungr selaku Kepala
UPPB dan yang mengkoerdinic kegialan proses Maim PT.Bark Bl sedaiu
melaporkan dan memiida petufuk Terclikwa sebagal Fimpinan Bank

T

Engﬁgﬁgﬁmﬁgﬂgg
bBersifl kebljaksanaan darl Fimpinan Banl Indonesla, sedangkan o BPPN .

5.1, Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman Soeljahja pada

EE.E%:E.%.EE&EEE&» -

lelah menandalanganl dan mengim sural PT.Bark Bal MNamor -

MCLO299 tanggal 12 Pebruar 1999 kepada Fande N Lubis yang

pada pokolonya menguraikan lerang tansaksd PT.Bark Ball dengan

PT.BDN uﬂ-:ﬂﬁﬁ"rﬂnﬁmﬁﬂgﬁag:ﬁnﬁlg
U merrdesalkan keseluruhan transaks lersebt sacagalrya

dytetinala wral PT.Bark Bali tertanggal 12 Pebruari 1599 tersebu
Faghan dasar dleh BPPN dan Bank Indonesla uniuk menmproses
' E.Emﬂiﬂnﬁ:gn:gﬂngnﬂﬁ
Frogram Penjaminan  Permerintah yang datur dalam Surat

Keputusan bersarma Diretesd Bark Indonesta dan Kelua BPPN Mamor °

kewajban dajukan deh Bark Detatur yang dalam hal bl seharusrya
dlakukan dieh PT.B0N,

5.3 Balwa Pande N Lubis setelah menerima sural PT.Bank Balj lersabiun

lelah menghubungl dan meminta Erman Munzir nengirim petugas Bank
Indonesia ke BPPN. uituk melaiukan pertenuan dalam rangka
Eﬁﬁuﬂgﬂﬂnﬂwﬂ!zﬁnmﬂguﬂ.&:gg
pada langgal 16 Pebruard 1099 Pande N Lutds memimpin perterruan d
Eﬂmﬂﬂ;wﬂﬁﬁﬂngngﬂﬁguﬂhcﬂsﬂ

.
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Bank Debitur PT.BON pada pdaluya menyatakan batwa perrerisaan

Siswanto, Adnan Djuanda dari” Tim Penjaminan UPPB Bank Indcnesia, alas transaksiiransaksl (SWAP, Money Markel) yang diakukan
_ - Pande N Lubls, Hendro Sartoso darl BPPN, Firman Sceljahja dan irvan PT.BON  dengan PT.Bank Bal uuk ~menilal kewajaran dan
{ Gunarcw! darl PT.Bark Ball Pertemuan lersebut dlanjutkan lagi d - - kebenarannya lidak dapal selesaikan setidak-tidakwa ldak dapal
, ' Kantor BPPN pada langgal 17 Pebouari _mmm_.E.nEN Panda N Lubis dilarjutkan karena dokumen-dokumen transaks! yang sah tidak lengkap
(BPPN) dengan Pefabat UPPB Bank Indinelsa arfara lab Adman . dan. tidak- dapat ditemukan lag, dengan derrikian seharusnya Enran
Quanda. Pada aldir pertemusn Pande N Lubis selaku pemimpin rapat Murzir tidak lagl membual dan mengrim surat Bank Indcnesia Moo
memberitahy akan menindak lanjuti swrat PT.Bark Bali 012/CLA02/88 . 31MES8PPRIAP fanggal 23 Maret 1999, perfal pamerksaan
dengan mengim sural xﬁmﬂm Errman Muondr agar diakukan verifkas) terhadap PT.BON (BBO), PT. BUN (BBO), FT. Bark Tlara (BTO) atas
terhadap Kaim PT.Bark Bal dalam rangka menilal kewajaran dan kewajiban kepada PT> Bank Bali yang diujkan kepada Pande N Lubis
kebenaran transaksi-iransaksi PT.Bark Bali dengan PT.BDN. - utk menindak lanjutinya, sebab dengan lidak selesainya verifikasi
terhadap Bark Debitur (PT.BDN) berart] kewaliban PT.EOM yang akan.
kg oTEn Mundr setelah menerina surat dari Pande N Lubls djamin pembayaranyaclen  Pemeriniah  tersetut,  belum dapat

u.l. Wror 1 S-100/PEERPPNISS tangual 18 Pebouard 1999 perital ‘LAMpRstan apalah lransaks-transaksl tersebit tefah diakukan sesu
\tﬁl@:. praklek perbankan Yang sehal sebagal persyaratan kewsjioan
=YW

dapal dbayar dengan Program Penjamrinan Pemarindah,

o
.Wn.- v
By
4

arkary’ [gh meminta Bark Indonesia mengadokan verifikas i = &_:
. |\
Ay 3jaran dan kebenaran lransaks PT.Bank Bali dengan -

[ ) \
! PT.BON dan PT. BUN sebagal kerjasama witik  memproses Fahde N Lubis selelah menerima surat darl Erran Mungr / Kepala

pemmbayaran Kalm PT, Bank Ball tersebut, Brmen Munzr lelah meminia UPPE Bark Indoneisa MNormor @ 311658/UPFPE/ADP langgal 23 Marat
kepada Urusan Pemeriksaan Bark malakukan permmeriksaan dalam 1999 yang anlzra lain membertahukan bahwa  venfikas! lerhadap
rangka Verifikas! terhadap PT.Bank Bali (Banic Kreditur) dan lerhadap FT.BOM belum lutas, namun sebagal Kerjasarma merproases kalm
Bank Debitur PT.BOM, PT, BUN dan PT. Bark Tiara Asia, sedangican FT.Bark Ball, ia (Pande N Lubis) langsung memeriitahkan bawahannya
seharusmya hal jtu tdak dapal diakukan karena sebelumya la (Emran pada Raf Bank Uabiities uniuk menyelesaikan kaim PT.Bank Baf
Munzir) telah mengetahd batwa Halm PT.BONM alas kewajibarmya lersebut, sedangkan sebenamya hal Itu tidak dapal dilakukan karena
kepada PT.Bank Bafi telah dldlak dleh UPPB Bank Indoneisa dengan . verifikasl Kaim dieh Bark Indcnesta belum turtas. Derrikdan pua ketiak
sural yang ditanda tanganl Drageno Uisan selaku Deputl Kepala UPFB Pande N Lubis menerima Memo Mamor ; D0S/BL tanggal 9 April 1999
karena - lidak memenu persyaralan  Surat Kepuusan Bersama Saf Bark Llabilties yang ditanda tangani Indra Samiko, Tolo Budarto
Penjaminan, dan FX Edgar Alffand tertang hasil rekensiiasl antara PT. BOM

dengan PT. Bark Ball dalam rangka meancocakan rmvﬂﬂﬁn.“_&m_.. nilal
5.5. Hasil verifikasi yang difakukan Urusan Permeriksaan Bank terhadap

taghen........

e rals
L TR e
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laghan yang didaim PT. Batk Ball d dalanvwa telah disarankan
kepada Finpinan BPFN temrasuk Pande N Litls, sntara lan fka daim
FT. Bark Ball akan dbayar, periu dminlakan persefuon Merfer
Keuangan karena Wam permah  didak deh Bak  Indoresia,
demiklanpun dengan perbayaran overdoe Interest klalm ssharusrya
dtdak karena Udak spesilik datur dalum SK3 Perdarminan, nawmn saran
tersatut tidak disetuju Pando N Lubis,

5.7 Walspun Pande N Lubis mengetabul bahwa verifikasl Waim PT. Bark
Bal betun luntas dan dsararkan apabia akan membaysr Maim PT.
g?—ﬂtﬂwﬂgnﬁ:g#&&&%nﬂ_qﬁiig

Emﬂ temmasuk dengan bungarya, Nata Dinas dbawa sandi deh
Fande N Lubis kepada Merterl Keuangan dengan maksud akan
menfelaskan sendrl malerl Nota Cinas Kelus BPPN tersebut kepada
Merterl Keuangan, namun ketka lu Babang Sublarto sefaky Mentar
Keuwangan lidak mermyelyu perrbayaran kalm PT. Banic Bali «arena
tidak sesual dengan kelentusn SKB Penjaminan yang berlaku,

+
+
1 6. Balwa karena Merterl Keuangan mendak pemtayaran Maim PT. Sark Ball,

maka dalam rangka keffasama unfuk  keberfasan  perrbayaran kaim
FT.Bark Bal lersebut, Joo S Tjandra, lelah imemprakasal ssjumiah
pertermuan d rumah Joko 5 Tjandra, AA Baramufl, Tard Abeng tenmasuk
perterruan yang dilakulcan pada tanggal 28 Mel 1999 df Hotel Miia Senayan
artara Joko S Tlandra, Rudy Rami, A A, Baramdl dan Tanr Abang yang

.

dhadi pda deh Marimuu Manirmaren, setelah nelakukan pertemuan Joko
S Mlandra bersama Rudy Rarmil perd menemd Bambang Sublanto / Menler
Kewangan dirumalmya dengan danlar deh Madimuly Manimaren Dalam
pertemuan dengan Banbang Sublanto tersett, ako S Tlandra menamyakan
mengenal laghan beberapa perusahaan dbawah Grap Mula termask
rmembxcarakan Kaim FT, Bank Ball,

7. Bahwa Terdakwa Syalvll Sabidn selaku Gubernir Banlc Indonesia telah

menesima laporan darl Erman Munor, Kepala UPPS Bank Indonelsa lentang
hasl verifikasl terhadap PT. BOM yang belum (untas dengan sural laporan

...m:. FRpak Fande N Lubis (Wakll Ketua BPPN, dmam sural Bank
omor | 311656UPPRVACP letanggal 23 Maret 1999 tuut

W\ Hhapifkat. Dengan demiklan lerdakwa sebagal Pefabal yung diberi

7
jpcking  melaksanakan Frogram  Perjaminan  Pemesintah saharusmya

.-ngﬂ memerintatkan kepada Sman Mundr salidali-lidaloya  kepada

Peabal Bark Indonesa larmya yang menangand Frogram Penjaminen
Pemerintah unfuk membuatl sural perrberitahuan kepada BPPN bahwa kaim
PT, Bank Ball lersebut tidak capal diterima karera veriikasi dieh Bark
Indenesia unluk menllal kewajaran, kebenaran, dan keabsahan transaks i
belum tuntas atau belum selesal diakukan, hal kU sefalan dengan Karifikasi®
yang (eiah diberikan sebelumrya deh Terdakwa dalan Rapat Cireksi Bank
indonesia tanggal 24 Septervber 1998, Lag pula sebelumrya dikelahu
bahwa Bark Indonesls lelah mesmbuat beberapa sural kepada Direks! PT
BON bahwa transaksh-iransaksi SWAP dan Maney Market yang dilakulan
dengan PT.Bark Ball sebagal transaksi yang bertentangan dengan prakdek-
praktek perbarkan yarg sehal, dengan demikinn schanmmn Terdokwn lelah

Mengatahud ..........
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mengelaf pa batwa kewajiban PT. BON tersgbut ticdak lermasik jents
kewallban yang dapal djamin  dalam fangca  Program - Ferjarminan

Pemerirlah

7.1, Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepalcatan bekerjasarma untuk
Memproses  pevbaywan  Kaim PT. Bank &l terzebut, walaupun
- Eﬁ#ﬁqﬂg:t&%migngﬁn Kam PT. Bank
Ball betun tudas cdan mengeiahul pua  babwa transakes-transk s
E:E?E.Eﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬁggggiu
Kewsiban yang dapal djamin, namun selelah Neta Ginas Keluz BPPN
Enﬁgmﬂ.gﬁﬂ Aprl 1998 dbmi gan

¥ 7} Hawiranata, Mranca Gultom) telah menem Merter Keuangan

\, ST \ sud memita agar Pemenintah  menerbitkan sauriah

01/1999 tanggal 31 Mel 1999 perihal : Siral Kuasy KIwsus dalam rangka )
Perbayaran  Penfarminan Femerintah teradap Jamminan Bark Limum, ’

EE..EE;_!E{E_EE:E Indonesla yang pada
Eﬁﬁnggggguﬂﬁg

45 ! -

Rp.53.739,000.000.000.,- (lima puuh tiga trillyun tyuh ratus tiga puth

‘semmbllan mityar nupiah) dan merinta Bank Indonesia membulm rekening

iﬁ“mﬂ.g.ﬁulﬁgiﬁggﬁﬁg.,
Galam Rangka Ferjaminan Calam  rapat  Meded Keuangan

menegaskan kembal bahwa perbayaran Kaim hans ddasarkan hasi
werifikasi,

7.3.Bahwa setelnh sural Menterl Keuangan Momor @ SR-176/MK.01/1999
- lertanggal 31 Mel 1999 diterbitkan, Pande N Lubis pada tanggal 1 Jun

1229 telah memdapkan 2 (dus) bush surat Kelua BPPN yag diwakil

e z .
P il mﬁgniﬂ.ﬁﬁﬁﬁ.ﬁ -
.\.ﬂ.—. CA

44 i

b. Sral Nomor [ 281/BPPNDG29 langgal 1 Jun 1999, perbal
gglnuzlﬂﬁﬂggnagmni
EEEEEEEEE
Pada Tahun 1958 dan 1899

Kedua surat ditujukain kepada Syahrll Sabirin, Gubesmur Bark Indonesia,

7.4.Bahwa Terdakwa Syahvil Sabiin selahu Gubermr Bank Indonesia,

lggrﬁhsﬂﬂiﬂ!ﬁﬂudtdﬁuﬂdnﬁﬂ
deh Adran Cjuanda bersama Ed Sswario, scidior puad 15.00 Wb
tanggal 1 Juri 1999 telah mmbed perintah kepach Kepala Uusan
Auagansl dan Sistim Perbayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmmi
Demas) untuk membayar alm PT, Bank Ball dengan falan mermberd
disposis! dlalas surat BPPN Noer | PE-380/BPPNV0699 tanggal 1 Ju
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1..\.|
/

{

o

E

£ PbR\Baii belum selosal (tidak iuntas)

1) 4

oy

[ Hilva pedniah Tedskwa selaku Guoernr Bark Indonesia kepads
fihafs Urusan Aladans dan Sistim Perrbayaran (UASP) Rark Indonesia

-,
[
i

1999 sebagal berkut | “Kep. UASP, utuk diaksawkan, seteish
dkoordnaslhan  dengan by Mranda, Keususmya urtik
merperlimbangian  largel rmcneter”, Sedandgkan  permintazn
ponbayaran klaim terhacap bank-bark lainmp berdosakan sural BEPN
Nomor @ PE-38UBPPNOBO9 tanggal 1 Juni 1999, karena ldak ada
hesepakatan bekerjasamn seperti yang diakukan dengan FT.Bank Bali,
peitaanya didak deh Terdakwa dengan memberikan dsposis
paca sral lersebu antara lain -sebagal berfal ° “Kepala UPPR

EEEEEEE%FEEEE%.

pada Surat Kepulusan Bersama Bark indanesia dan BFPN yailu retelah

werifikasi selesal diakkan, dengan demrikian pertrirdann ini idak dapal

,.smvbu Seharusnya sikap yang sama diakukan juga lerhadap aim
P

unluk melaksanakan penbayarankiaim PT, Bak Bali lelah diaksarakan
deh sakd Desmi Demas (Kopala UASP) pada tanggal 1 Juri 1939
malam  dengan  melakukan  perrindall  bukuan yallu  mendebetkan
rekening Nornor :502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara
utik Obligasl dalam rangka Penjaminan kermudian mengireditkan ke

, FeMening Nomor | 523023000 alas nama PT, Bark Bal d Bark

Indoresia sebesar Fp.904.642.428.369 - (sembilan ralus evpat milyar
enam ralus empal puuh dua jula empat alus dua puiuh delapan ribu tiga
ralus enam puluh serbllan ruplah);

8. Balwa sebelum Terdakwa Syatril Sabirin rember perintah untuk memisyar

S EE—

1

uﬂﬁuwﬂﬂ_ﬂgﬁﬁgmﬁ_vﬂ.ﬁfﬁﬁiﬂnﬂgﬁwﬂe_
ESE%&E:E&EZEH

8.2 Seldlar pual 1500 WIB langosl 1 Axy 1968, dalam rencks
gﬁﬁq&#ﬂgx!ﬂﬁﬂgg.ég
EEEE&EE&;E?E
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b. Srat Nomer @ PB-381/BPPNOGSS tanggal 1 Junl 1299 yang Isimya

; reminta  perrbayaran  dimuka elas  ldalm  anlar  Bark-Bank

) Rekapitalisasi antara lain PT. Bark Uppo, PT, Bank Umum Koperasi
Indenesia, PT, Bank Frima Expres dan Bank Universal, .

8.5, Sehilar pukd 18.00 WIB tanggal 1 Junl 1999 Enman Mungr
memerintahkan Oragone Usan, Ed Sswarto dan Adman Cjuanda
mengantar Pande N Lubls menermul Kepala UASP (Desri Demas),
selanuimya Desrl Derras merminta Ed Sswanto dan Adnan Cjuanda

- menganiar Sural BPPN Nomor @ PB-380/BPPNGE99 kepada Terdakwa
(Gubermur Bari Indonesia) urtuk mendapatkan disposisi;

8.6 _Margrg sural BPPN Momor @ PB-3B0VERPNOG9D isimya fidak |lengkap

itk / um permintaan pendebetan rekening Mormor - 502.000.002

rm....u _ PT. Bank Bali Nemer : 522.013.000), selingga uniuk

n_m.....umh_w Ji bahan swral Pande N Lubls darl Kanlor Bank Indanesla
mendd N e BPPN agar nermbuat ralat sural BPPN Moo ¢ PE-380

RngFdtuukan langsung kepada Kepala LUASP.

8.7. Selltar puadl 19.45 WiB tanggal 1 Junl 1999 dsposisl Gubemnir Bank

Indonesla (Terdakwa Syahil Sabirin) atas swral BPPN Momer @ PR -

+ J80/EPPINDGSY (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran
Klaim PT. Bark Bal) dierma Ed Slswanto dan Adnan Djuanda yarg
tepat menunggu diruang Seckretarls Gubemir Bank Inchonessia, kerrudian
di fax. Kepada Kepala LUASP,

8.8. Seldtar pud 19.45 WIB tanggal 1 Junl 1999 (harrpic bersamaan
dengan dierimamya surat PE-380/BPPINUGY9 yang telah d dsposist
Gibemur Bark Indenesia), Panda N Lubis mearyerahkan kemball surat
ralal BPPN Nomor ; PB-285/BFPNOGSS langgal 1 Juni 1999 kepada

- Kepala UASP, dan karena sebelummya tefah menerima sural fax. Berisi
disposisi Terdakwa / Gubernir Bark Indonesia, selarjutnya surat

diserahkan ke Bagian AK, R untik dbukokan, kemudan Bagan AKR
langsung melakukan perrbukuan dengan mendebetkan rekening hamor
502.000.002 dan mengkrecitian rekening Nomor : 523.013.000 ain FT. Bark
Ball sebesar Rp.904.642,428.369 - (serrbilan ratus empal milyar enam ratus
empat pulth dia |da erpat ratus dua puluh delapan ribu tiga ralus enma
puh serrbllan nplah), yang berarti Kaim PT. Bark Ball tefah dbayar d
Bark Indonesia sekitar puiad 20,10 WIB tanggal 1 Juri 1989,

. Bahwa perbualan Terdakwa Syah Sabirin selaku Gubemur Bark Indonesla

selidak-tidakrya sebagal Pirmpinan Bark Indonesia yang memilild coritas
relaksanakan Frogram Perjaminan Pemmerintah dengan memeritahian
srrala UASP (Cesmi Dermas) membayar Kaim PT. Bank Ball, dan perintah
Ay .

2/KMK.017/1988 dan Surat Kepuusan Bersama Cireksl Bank [ndonesia
dan Ketua BPPN Nomor @ 3002T0KERTIR ‘
= 4 V/BPPN'1598
Tanggal 6 Marel 1588 dan disermpumakan dengan Sural KeputusanBersarns
Cireksl Bark Inckresia dan Ketua BPPN Mermor - 42M46KEF/DIR

~ 181/BPPIN190

tanggal 14 Mel 1599, sehingga lelah memerkaya secara melawanshukum ‘

Rudy Raml atau PT. Bank Ball dan Joko S Tjandra alau PT. Era Glab-Frine
sehab selelah Kaim PT. Bank Bali dbayar sebesar Rp.904.64248.255 -
(sambilan ralus errpat milyar enam ratus empal puluh dua juta emrpal ralus
dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), padatasggal

1l 1989
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Eﬂ&ﬂ:iﬂia:ﬁ&ntuﬁﬁﬁﬂhgﬂﬁﬁﬂ_t
EEEQRE:Z?EEEEEEEE Tahun 1999 dalarm

1 Jdund 1999, kemudan sebagianya telah dseralvan kepade PT. Gra Glat

it alau Joko S Tjandra sebesar Rp.546 466 466.369- dengan falan

AR toe o = : Ngiﬁsiﬁﬂﬁﬁﬂiﬂiﬁrmﬁazg
mentransfer ke rekenng giro AC 07010026934 afas rame PT. Era Gal
Frima d PT. Bank Bal rasing-masing: - Pl perfara selama 4 tahin dengan ketertuan baiwa pidana terseb

- akan divurang .uid!ﬁ.ugv_ﬂﬁ."t!&-i.
.u..
1. Tanggal 3 Juri 1999 sebesar Rp.405.640.000.000,- | Merjatitéaan nﬂﬁ!&ﬁ sebesar Rp.30.000.000- (tca puih fut
2. Tanggal 10 Juri 1999 sebesar Rp.141.626,116,369,- Mpiah) sbsidalr luungan.
4, ?Edﬂmﬁagﬂdg_g"

4.1, Uang tunal sebesar Fp.546.468.544.738 - (lima ralus enpal puuh
enam millar empa ralus enam pukh delapan juta i ratus ermpal
PuLh empat ritu tuuh ratus liga puh delapan nupiah);

u\.\\ 20g tunal sebesar Rp.28.75 950~ (cUa puith gefapan juta tuyuh

10 Bahwa ekibal perbustan  Terdakwa Syalrll Sabidn  yong  telah
gggﬂﬁﬂﬁmﬂrgnﬁnﬂumgiﬂtﬂ
Em Gat Prima tersebu, secars langmng alau lidek langsung dapat
merugkan keuangan negara sebesar Fp.904.641.428.369,- (senbilan ratus

1. Menyalakan terdakwa SYAHRIL SABIRIN lertuddi secars sah dan
meyakinkan bersalah melalakan tindak picana Eiﬁ%ﬁ&ﬂ:

sebagal berfiut :
Secara bersarma dan berianjul;
1. Menyalakan terdakwa SYAHRIL SABIRIN terbudi secara sah chn wgﬁﬂﬁg.nﬂﬁuﬂﬁzgﬁﬁiﬁu
meyvakdnican bersalah melakukan lindak pldana keupsi yang dilakukan , by
Eﬂgﬁzggn!ﬁﬂug% .

e
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3 Menetapian balwa lamarrya lerdakwa diahan sebeium pufisan i

. mempuyal kekuatan hukum tetap, akan dikirangkan selundnya darl
pidana perfara yang dijatutian,

4 Menghuam Terdakwa dengan pidana denda  sebiesar Rp,15.000.000,-

(e belas jta rupiah)  dengan ketertuan Jika denda tickk dbayarkan

Egglﬁdgﬁﬂuﬁgg
5 Memyalakan barang buktl berupa
8 lang ndl sebesar Rp 545.468.544.738 - (e ralus empa puuh
eram millar evpal ralus eram pulh delapan juia ma rafus ermpat
Puluh empat ribu tujuh ratus tiga puiuh defapan nuplah);
b. Uang hnal sebesar Rp.28.756.550,- (cua puh delapan juta tuh

IV Akta Pefrrintaan Bandng MNo.11/Aka Ad/2002/PN JKT.PST, yang dibual
deh U Q). SDABALOK, SH Pantera Pengacian MNeger] Jakarta Pusal,
yang menerangkan bahwa pada tangga 18 Marel 2002 Kuasa FHiam
Terdakwa telsh mengajukan permintaan bandng ledmadap putusan
Fengadian Neged Jakarta Fusat tancepdl 13 Maret ' 2002
E_mwﬂ_ﬂﬁ@g._ﬁ_.,tﬂﬁ”

V. Adta Perrmintaan Bancing  No. 11/Akta, Ad/2002/PN JKT. PST. yang dbual
deh U -DJ. SIDABALOK, SH Panitera Pengadlan Negeri Jakarta Pusat,
yang menerangian bahwa pada tangga 18 Maret 2002 Jaksa Peruniu

EEEEE——

Perkara lerdakwa tersebul Yang lerdri dari Berila Acara Permerikesan
%Euaﬁlngn&nﬁdg!g
_E.Enéﬁlg_ﬁﬁﬂiﬂnngﬁd

Pt e s
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barhubungan dengan  dengan perksra in Pengadian Tingol tidak Meminbang, bahwa dengan adikan Sdr Syahvil Sabiia
sepenutimya dapal menyetujul pertimbangan dan putusan Pengadian . sebagil terdakwa dalam perkara menurul hemal Pengadilan Tinggl
Tingkal Pertama dengan dasar pertimbangan sabagai berfat: unsur barang siapa sebagaimana lersetut dalas lelah terpenuhi;

Menmbang, bahwa apakah lerdakws dalam perkara ini

K P : bersalah melakukan perbualan pidana  sebagaimana yang
NS, e i it G Pk e didakwakan !-: Paounlul  Unwen  Kepadanya  adalah  akan
melakukan -perbuatan pidana sebagainiana yang diatur dalam pasal 1 . o RN bt T
ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Undang-undang No3 tahun 1971 Jo. TR - SR SN
Undang-undang No.31 fahun 1999 Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsus- : : s
- Penasihal Hiwm Terdikws  dalam  pembelaannya YEng

unsumya adalah sebagal berikut ©

——mengatakan bahwa yang dapkan oleh Jaksa Penuntut Umum

LA \lerdakwa adalah Gubernur Bank Indonesia dan buran
% pall ‘Sabirin, terhadap hal ini Pengadilan Tinggl dapat

i
Halral Qieian Fwabhan menurud

disangha olehnya balwa perbuatan  lersebul  merugikan

Keuangan negara alau perekonomian negara;
¢ 5 turdl serta melakukan perbuatan korupsi; Balwa disamping ity terdakwa ddaswa dalam  bentuk
6. perbuatan lersebut dilakukan dengan secara beranjul; o v dakwaan Subsidair dimana dalan dakwaan subsidair didakwakan
perbuatan yang berkaitan dengan jabatan salaku Guberrur Bank
Indonesia;

1. Unsur ; “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini dimaksud 2. Unsur " Dengan melawan lukam”

adalah orang, manusia yang siangka telah melakukan perbuatan

yang dilarang datam pasal 1 ayat (1) a Undang-undang No 3 tahun Meninibang, bahwa Pengadian Tinggl dapal menyetupi

1971: pendapal Pengadilan Tingkal Perdlama mengensi pengeitian
Perbuatan .

Menimbang, .... ...
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perbualan  melawan hukum  sebagaimang divraikan  dalam
Putusamivya tanggal 13 Maret 2002, No.1522/Pid. B/2000/PN. Ikt Pst
halaman 168 yang apabia dihubungkan dengan pengertian

melawan hukum sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan dari’

Undang-undang No.3 tahun 1971 adatan bersesuaian;

Menimbang. Bahwa Undang-undang No.3 tahun 1977
menganut ajaran luas mengenal pengertian perbuatun melawan
hukum yang formil dan miateril dan hal tersebut dapal dibaca dalam
umam_mmmz daripada r.___._nm_._u._snm:n Mo.3 tahun 1571: .

Pafwa akan tetapi penjalasan | Undang-undang Ne.3 tahun
jfdd_meguraikan perital pengertign perbuatan _melawan

o

__-_,. Bm dan materll sehingga oleh karens demikian maka

Bfigal di Junctokannya Undang-undang Mo.3 tafun 1971 dengan
T endang-undang Mo.31  latun 1999 iranya Pangadian Tingugi
I} §§

Hw__.._mlm__a_n.un :EEE um.a.m_mmwﬁ umum._maupun datam penielasan

pasal demi pasal: —PCarg ._u_mxﬂmm { ren

Bahwa dalam penjelasan umum daripada Undang-undang

No.31 tahun 1929 sekalipun lidak secara arafiah mengartikan

A Perbualan melawan hukumdalam pendertian formil dan materii

Kranya cubkup dipakai ah_._mpr..mhﬁh. untuk  menujy kepada

pengertian perbuatan melawan hukum dalam pengertian formnl dan
maleriil yaitu “dengan perumusan tersebut pengertian melawan

Hukum. ..

T

8

hukwm dalam lindak pidana korupsi  dapat pula  mencakup
perbuatan lercela yang menurut perasaan keadian masyarakat
harus dituntut dan dipidana;

Bahwa lebil legas duraikan daltam penietasan pasal 2 avat

{1} Undang-undang Mo.2{ tahun 1999 mengenai  pengertian
melawan hiukum sebagal berikut:

“yang dimaksud dengan “secara melawan hukum® dalam pasal

inf mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

maupun dalam arti matedll yakni meskipun perbuatan tersebut

perbuatan tersebul dianggap lercela fidak sesumi
rasa keadilan alau norma-ninma kehigupan social dalam
akat, maka perbuatan lersebut capal dipidana.*

mbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian perbuatan
melawan hwkum datam artl formd dan materiil sebagaimana vang
diatur dalam Undang-undang No.31 tahun 1999, pembentuk
Undang-undang Yelah mengaariskan suatu rambu-rambu mengenal
pengertian melawan hukum dalam ati formil dan materiil, sehingga
dengan demikian mempeikecl interpretasi mengenai pengertian
melawan hukum datam arti formil dan materiil:

Menimbang, bahwa selanjutnya  akan dipeitimbanghan
apakah  pesbualan terdakwa sebagaimana yang  didakwakan

kKepadanya telah memenuhi unsur-unsur  melawan  hukum

{Wederrechtetik);

Menimbang, ........
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Menimbanyg, bahwa garl apa. yang lelah nﬁm.“.,“_.md:mnaw.mz

i gleh Pengadian Tingkat Pertama perihal tersebut telah terpenubi
unsur melawan hokum dar apa vang telah didakwakan kepada

W/ terdakwa, Pen i lidak dapat menyelujuinya dengan

fdasar .ﬂmn_asmnﬂu: sehagal berikut!

ilan_Tin

Menimbang, balwa limbuliyya xuucm i bermula_ds dari_krisis

ey e g g i e g e

ekonom| _yang melanda Republik Indonesia P@Lm:mﬁbﬁ
tahun 1997, vyang. meahancurkan  perekonomian Republik

__._nczﬁ_m terutama disekbor 1mEm:xm=

falu

Menimbang, bahwa untuk [ tasi hal tersebut
an Keputusan Presiden (selapjutnya akan  disingkal
Py.26 tahun 1993) tanggal 26 Januan 1993 lenlang

,m_ adap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

pnimbang, batwa adapun dasar parlimbangan, unbuk
mengeluarkan Keppres No 26 talun 1993, tanggal 26 Januar 1995

adalah sebagal berikut:

a. Bahwa ekonond nasional saal il sedang mengalami kiisis

maneler yang sangal berat;
b. Bahwa kiisis maneter tersebut tercermin pada mergsotimya

kepercayaan masyarakal didalam dan lar negen lerhadap
mata uvang Rupiah dan Perbankan Masional;

c. Batwa karena ‘ilu dipandang periu untuk Emi_m:&uﬁ?
secepaliya kepercayaan masyarakal terhadap mat? uang dan

perbankan nasional,

T

1)

d. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untek memberi
jaminan  Pemerintah  Republik  Indonasia alas xmsmmuu_._
pembayaran Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia,

Batwa  selanjulnya _ Menteri  Keuangan o itugaskan

_Mmelaporkan  selian  saal _perkembangan pelaksanaan :mmmmm

tersebut;

Bahwa unluk pelaksanaan pemberian jaminan  gleh

|III|II|II||III.I|I|I||...II|I||[
Pemerintah  dilakukan oleh  sebuah lembaga yang E&mﬁlrmm

Bqan Keputusan Presidan;

tnimbang, balwa sebagai lindak lanjut dari Keppres No.26
748, maka berdasarkan Keppres No.27 tahun 1938, tanggal
:m_,_ 1983 dbenlwdan _Badan Pen nyehatan Perbankan

EF adalah sualu lembaga sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 5 Keppres Mo.26 tahun 1998 yang

bertugas;

a. Melakukan pengadministrasian jaminan yang dibarikan pada
Bank Umumsebagaimana lermaksud  dalam Keputusan
Presiden Nomor 26 tahun 1998;

b. Melakukan pengawasan pembinaan dan upaya penyehatan
termasuk  restrukturisasi Bank yang oieh Bank . Indonesia
dinyatakan tidak sehat: .

€. Melakukan lindakan hukum fain yang diperiukan dalam rangka
Bank yang lidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

el

Balwa  lebi :E.__.__.un..ﬁn: Keppres No.3d tahunm 1590
tanggal 5 Mare! 1998 lebih rinc diatur Tygas dan Kewenangan
Badan Penyehalan Perbankan Nasional dan selanjutnya lebin
disempumakan lagi sebagaimana yang dialir dalam Peratwan
m__.._u....mmq...___uu No.19 tahun 1399;

Meqinbang, bahwa unik mecindak-lanidl Kepores No.26
lahun 1932, Menleg| mm:mmﬁm _ﬁgumru_._mm: Keputusan, tanggal
48 Januari 1939 No 26/KMK 01771998 lentang Keputusan Menien
Keuangan Republik Indonesia tentang syaral dan tala cara
Jaminan Pemerintah  lerhadap  Kewsjiban

angin lersebut diatas Eﬂiﬂ_ Kep. Men Keu) E..._.._.,_rmﬁ_
xgmmh.g -antara Dieksi Bank Indonesia dan Ketus
BEPEN Mo 027KepiDir dan UBPPN/1998 langgal 6 Mare! 1998
selanjulnya  disingkat  (SKB) ftentang Polunjuk Pelaksanaan
Femberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran
Bank Unium,

Menimbang, bahwa lemyala Sural Keputusan Bersama

anlara Direksi Bank Indonesia Eﬁ:ﬂg

dengan Kep Men, Keu Mo.26/KMK.017/1995 atau dengan kala lain
lidak mengakomoclic Kap Men ey tersebul distas bahkan oleh
sa ] SKB | entangan dengan

.xmu Men Keu No 2G/KMEK 01711598 datam _..iu..._ 3 ayal (2)

—— e

dinyatakan ....

Qo

diryatakan bahwa_pendaflaran sebagaimana. dinaksud dalam gyl
(1) ddakukan _ oleh  Krediwr _sedangkan datem SKB
No.20/27iKep/Dir yang melakskan pendaftaran adalah piak_
No.UBPPN/1993

Debitur sehingga pendafiaran yang dilakuken oleh Team
pemberesan BON! dutyalakan oleh Bank Indonesia belum bisa

diproses karena kesalahan administrasi,

Balwa dar alasan Bank Inclonesia mengidm surat tersebut
adalah berpljak kepada SKE No 30/27/Kep/Dir dan bukan pada
No. IFBPPNM998
0 Keu Mo, 26/KMK. 01741992, ”

ang, balwa oleh Karana penclakan pemberesan
gk Indonesia semata-mata karena alasan adminigsirasi
hemal Pengadilan Tinggi tidaklah berarti sudah teitutup
E: unluk _menuntut fagihan Bank Ball_kepada EONI
meisns BePN (8 7.0);, T dijelashay 5L Brp ?

B

Menimbang, balvwa oleh SKB No 20/27KepiDir
Mo IBPPMI199S,
Bartemangan. dengan Kep.Menkew Mo 2G/KME.O017H1998 maka
sesual dengan asas umum maka peraluran ...a_.ﬁ._muﬁ._z__._%z
harus dirbah ontuk disesuaikan dengan peraturan induknya, maka

SKB No J0RIKeIOr  dirubah menjadl SKB No 32M46/Kep/Dir
Mo, UBPPNMO9S, No 181/BPPNOSSS

Tanggal 14 Mel 1999 vyang sesial dengan Kep.Men Keu,
MNo. ZEMKME.01T/1993;
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Menimbang, bahiwa dard  sikap Terdakwa  dengan
mengadakan Rapal Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September
1998 yang dihadil juga oleh pejabat BPPN dan wrusan terkait
(BPPN) menurut hemat Pengagiian Tinggi sikap lerdakwa tersehut

mencerminkan akan_sikap_hati-batl dan malall prosedur sesual

dengan Yyang berlaku o m.,:.x Indonesia sehingga hal lersebul

menjadi transparan dan n_rm_mzﬁ 23 pihak terkait:

Menimbang, balwa sebagaimna yang diutarakan . saksi
Hubeit Neis, batwa IMF mendesak Pemerintah Indonesia untuk

Em_.:um"ﬂma nammn_:_. untuk memperancar pelaksanaan _un.umqw_:

Menimbang, bahwz dari apa yang leiah diurajkan diatas
Pengadilan _Tingai _berpendapal bahwa terdakwa lidak _ada

e e (Nt ety o s PR L e — L

menyalahi prosedur E_u_.: ".umx Em.:n_:ummm u.w:.hn:n_:uq_ _mma
pemberesan BON.. ¥ 2
z_m_.._._,.._umé. bahwa dalam lindak lsmul memproses
memperlancar pelaksanaan Program  Penjaminan, Meénter
Keuangan dalam suratnya (etanggal 31 Mei 1999 No.SR-
176/MK.01/1993 yang ditujukan kepada Gubemunr Bank Indenesia
yang diterima pukul 11.00 Wib yang pada pokoknya meminta
kepada Bank Indonesia unluk membuka rekening Momor
502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Megara Dalam
Rangka Penjaminan, sehubungan dengan. diterbilkannya utang

Femerintah -.........

Pemerintah (obligasi) sebesar Rp.53.779.000.000.000,- (ima pulub
tiga trifiyun fuuh ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah) sebagai
jaminan terhadap kewafiban dard Bank Umum dan BPR yang telah
dibelukan, kemudian memberikan otorisasl pendebefan rekening
kepada BFPM untuk pembayaran dalam rangka __Eﬁi:m.: sesual
Keppres No. 26 tha 1998; :

Menimbang, bahwa sebagalmana keterangan saksi Desmi
Demas [/ Kepala UASP dan Dragono Lisan yang pada pokoknya
meanerangkan bahwa pukul 1G.00 Wib, tanooal 1 duni 1999 tedah
dilakukan antara urusan Accounlasi dan  Sistem Pembayaran
A28 Urusan Pengendalian Moneler (UPM) dan Urisan Kredil
“”./..n.._ Pengaturan dan Pengambangan Perbankan (UPPM),
vm dipimpin  oleh Desml Demas  unbuik En__nm....__...___axm:
HAA K#ra di Bank Indonesia yang berwenang unluk membuka

\ac__..uwm_. {sural utanyg) Pamenntah tersabut;

Bahwa hasl dai perferwan tersebut dipuluskan untuk
membuka rekening Mo.035.000.000 atas dana u.m..numuﬂrn__ Surat
Menteri Keuangan No. SR-176/6K .M/ 1999 tanggal 31 Mel 1999;

Menimbang, bahwa pembayaran klaim bank Bali ales surat
perintah membayar clsh BPPN (Cq. Pande N Lubis) berdgsarkan
swat BPPN Mo.PB.235/BPPN/DGID tanggal 11 Jui 1988 yang
dilujukan kepada Kepala UASP yang merupakan ___mau_umw_._ darl
sural No. PB.3S0/BPPNJOGIS tanggal 11 Juni 1999, émzmz
mana menyangkut trusan rekening dan nenandatanganan sygat

Yang....... .

s -
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yand menurut peraturan Yang berlaku pada Bank Indoneisa sural
larsebul harus dianda tanganl oleh dug orang yatu oleh Farig
Haryanto dan Pande N Lubis;

Bahwa adapun perbedaan surat  No.PB-330/BPPNOGIS
E:m.nz 1 duni 1999 lidak lerdapal penjelasan mengenui rekening
Yang akan didebetkan dan rekeningnya yang akan dikradi yaly
N0.503.000.013.000 (yang akan o kreditirekening FT. Bank Baii g
Bank Indonesia) dan hanya o tanda langani oleh Edr. Farid
Haryanie dan Surat No.PB-235/8PPN/D699 dilanda tangani olch 2
orang yalu Sdr. Fand Harvanto dan Pande M Lubis dan menuru
penjelasan  mengenai rekening  yang akan  dikredt yalu

H0.082.000.002  (yang akan dictebet) dan Mo 523.013.000 (¥ang
=
; ./_ edit) rekening PT Bank Bali di Bank Indonesia:

Galwa  surat E.Wm,u@uﬁﬂ% diujukan  kepada

éﬂ diiecnur Bank Indonesi _nw___ I?uﬂ_.mﬂmﬂﬂ.ﬁéwm defugikan
|:|I.l...-|l|r...|||-|.l||

langsung kepada kepala UASP  (Urusan Akunling dan  Sistem
Pembayaran) yang berwenang untuk menproses pembayaran g
B L e il

Bank Indonesia; -

Menimbang, bahwa sekalipun lergakws fedah mendisposisl
sural E,$§1§. langgal 1 Ju 1993 dengan kata-
Kala Kepala UASP untux diaksanakan, selelsh dkordnaskan
dengan |bu Miranda, khususnya unfuk mempertimbangkan “target
monelar® i

Menlmbang, bahwa seba gaimana vang diterangkan oleh
saksi Desmi Demas batrwa yang mempunyai tugas melakukan

f| Doambaw=ran

pembayaran adatalh  Kepalz Urusan UASP, karena masalah
pembayaran merupakan tugas teknis ruti) yang secara ctomalls
ditaksanakan oloh Euﬂnr dirawal Gubemur atay Deputi Gubernur
Bank Indonesia dan selama il tidak perman lerjadi Gubernur Bank
Indonesia memberl perintah kepada Kepala Unmsan UASP, balwa
oleh karena Sdr.Desmi Demas adalah Kepaa Urusan UASP o
Bank Indonesia yang masatali pembayaran sudah menjadi tugss
rutin padanya dan juga apa yang diteranakan olehnya hal terselul
merupakan Prolap (Prosedur Tetap) yang beraku pada Bank

,.\_ Indonesia, maka @E&E, memparcayai kebignaran

kelerangannya lersebut:
e L

tabrt e rang hati-hatinga terdakwa, Pengadian Tinggl lidak
weda Al lersebut Karena beluat permaty didengar saksl lby

o passidangan_perial hasil kooa@tagl dengannya

MY dedepan
3tas _disposisl terdaiows lersebul, sehingga ssogal sull kalay

lardalva pada

—Sural Mo PR, J0/BPPNAIGY, tanggal 1 Juni quEwE.._E:nﬂ,ﬂ:.

ditegaskan olen_saksi Degmi Oemas, _pembayaran { pemindan
_. Sidsinbigy
LTLTRT Mielalil cokoning BPPN / adalaly digasarkan atas surat
nagal 1 Juni 199a;

———

Memimbang, batwa sebagaimana yang dieringkan olah
Desmi Demas, batwa & Bank Indonesia Sudzh ady fadwal Kirng
pemindah bukuan, yaitu sin pagl darl pukuf O7.00 sid 16.45 dan it
yang Kedua pukul 14.00 s/d 2230 Wib;
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Menunbang, hatwa_ Pengaditan Tinggi dagal menyetujui

Bahwa_peniayaran Wain PT.8ank Ball atas perintah BEEN pengertian melakukan perbuatan memperkaya diri sendi alau
sebagaimana dlalam suralnya No. PB-385/BPPN/DGS9, tanggal 1 OFaNg {ain alau suatu badan, didasarkan pada bukil bahwa secars

Juni 1999 sekalipun dtakukan jam 2000 Wb (jam 02 aﬁua_._ L,.T.:.mrv.w.. 1 _pasll seseorang yang didakwa melakuian tidak pidana korupsi .n_,
menurd hemat Pengadian Tingol tidax ada yang palut dicungal n_,.w tgot ; 3lau oang lain atau sualu badan memperoieh sejunyan uang atau L
Alaiun.disangskap oleh pembayacan tersebut masih dalam wakty < hu Korues harta benda dari perbuatan metawan hukum;

H\ Amenund peratlucan Bank Indonesia dan disamping itu pembayaran !

__n._hw .m_.. TWm%_T Menenbang, batwa lerhadap Ve

tersebut bukan_dengan membayar uang secara lunal melainkan
berupa pemindah bukian dari-rekening No.5002,000.002 {didebet)
ke rekening No.522.013.000 (divedit) pada rekening PT.Bank Ball;

i i

fkas PT Ba
Silakukan oleh—team_dan _dinyatakan du fidsk ada

- yang mau pindah maka lelah diadakan konsiiasi aleh

A m A\BPPN yang bertangaung Jawab karena statusnya telah
" L]

Axaniz enimbang, batwa lebi lanjul mengenal hubungan antara

+ Bank Bal dengan PTEGP tersebud menuul hematl Pengadian
Tinggl adalah  diuar ‘angkauan wewenang terdakwa  selaky

| Gubeiw Bank Indonesia untulk mencampurinya karena terdakwa
lidak ada wrusan dan lidak berkepentingan perihal hubungan
antara PT.Bank Bali denpan PT.EGP sehingga dengan dembdan
tidak refevant bagi Pengadlan Tinggi uniuk memberi panitaian

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan
lersebul diatas, Pengadian Tinggi berpendapat bahwa unsur
melawan hukum ldak lerbukli pada _E.nul__.,.lw._.ﬂ

3. unsw ke- 3 “Melakigan perouatan memgekaya ia sendirl atau

orang lain alau susly badan®,
Menimbang. ......

D

Baii Yelah §

_._...uw.raz,-
qmaﬂw\.mnﬂﬂm I.x_m:_, n lerhadap BOMI karena dokumen yang lidak lenghap
2

Menmbang, balwa PT. Bank Bai mempunyal tagihan pada
BONI atas hwtang-higang yang dibual oleh BONI pada PT. Bank
Bali yang belum lerbayar;

...\ﬂh.lr/m._!.._ BONI sejak bulan Apel 1998 di BTO (Bank Take

~r
-u.w__._v.“an sebelumnya pada bulan Pebauari 1393 diserankan

uw.m_- ...m%z uniuk disehatian letapi roanya keadaan BON| df
el

..... Oygr oleh BPPN sehingga semua tagihan-tagihan yang

[P e

SO kepada BDNI diambil oper oleh BPPY termasuk tagihan

. S o
S=5Eh PT Bank 8all sehingga PT. Bank Bai menagh pidangiya

- pada BPPN;

Menimbang, balwa dengan Sural Menter Keuangan
langgal 31 Mei 1999 No.E.R-17G/MEKE 01 yang ditujulian kepada
Gubarmur Bank Indonasiy sebagal tndak lanjut dari Keppres No 26/
th. 1996, ltanggal 26 Jansari 1999, dan Keputusan Menteri
Keuangan, tanggal 28 Januar 1993, No.ZB/KMK. D17TH993
meEminla agar dibuks fekening pada Bank Indonasia dengan
rekening Mo 5002.000.002 dangan nama-nams - Bandaharawan
Umum  Negara  Datam Rangka Penaminan,  sebesar
Rp.53.77.9000.000.000 - (kma puluh liga tikun tujuh ratus {ujuh
putuh sembilan milyar rupian);
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Menimbang, bahwsa cengan sural perntah dari BPPN
tanggal 1 Jund 1999 No.PB-IZS/BPPHIOGOY, Bark Indanesi,
w\ diperintah uniuk membayar kKam yang diajukan oleh PT. Bank Bal
sebesar Ap.904. 642428 360 (Sembian ratus empal miyar.enam
ralus empal pulub dua: juta empat ratus dua puih defapan ribu tiga
ﬁ ratus enam puduh sembilan rupiah);

Pemerintah dalam rangka perjaminan sebagal lindak l2njul dar
U Keppres No29 th. 1998 Jo. Keputusan Menler Keuangan tanggal
) £3 Jammri 1998, No. 2G6/KMK D17/1993 yang dalam hal ini- adaiah
o A1 1 i
Py .,..,.,.;__a_.ﬁ menjadi hak dari _".ﬁmu@ E. yang wajib dibayar oleh
ihgebagal badan yang ditugasi menyelesalkan masatah BON|
4.,_.. 2 Over), _

emmbang, balvwa u...uﬁm__u uang yang hersangkitan berads
AT PT.Bank Bal adakh merupakan kewenangan  darl
PT.Bank Balk bukan menzd kewenangan lterdakw=a  unluk
menginterfensi penggunaaniya:

Menimbang, bahwa sebagaimana sural Menleri Keuwangan,
tanggal 31 Mel 1989 No.SR-176/MK-01, dimana dalam suratmya
lersebut  diminla unfuk  membuka  rekening  dongan
No.5002000.002, dengan nama Bendaharawan Umum Negira
Ualam Rangka Penjaminan, maka Pemenintah Cq BPPN sebagal
pemilk uang maka adalah sudah wajar kalau sda perintan
pengeluaran uang dari pemiiknya (dhi BPPN), Bank Indonesia
patut  mengeluarkan  dengan Syaral-syaral scbagaimana yang
bertaky bagi pengeluaran uang yang diatur oleli Bank Indonesia;

N‘ Menimbang, ..........

Dﬁ Bafwa uang yang dikeliarkan tersebut adalah vang milk

sdaniner ke 4 ¢ "secara langsung atau lidak langsung merugikan

Mznimbang, bahwa BPPN berdasarkan K&ppres No.27 h,
1999, tanggal 26 Januari 1998 adalah lembaga yang sengajs
dibentuk  oleh  Pomerintah  unlus mengeiola Bank-bank yang
bermasalah yang tidak dapat disehatkan lagi datam hal Bank-bank
yang dnyatakan sebagai Bank Beku Operasi, Bank ek Kegiatan
Operasi dan Bank Take Over;

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar pedimbangan
tersebul diatas Pengadian Tinggl berpendapal unsur miedakuksn
perbuatan memperkaya di sendirl atay “ofang laim atau badan bidak
terbuli pada terdakwa:

dan negara atau perekonomian negara atau dilsetahui atay

‘”_..E; disangka olehnya bahwa perbuatan lersebud merugkan
4

B i

Meninibang, batwa sebagaimana dengan faktz bahwa Lang
¥ang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT.Bank B3 adalah
uang yang dialokasikan pada Bank Indonesia berdasariin Surat
Menten Keuangan Mo SR, 1TG/MK.01199, tanggal 31 Mei 1009
dengan rekening No.502.000.002 sebesar 53.773.000:080.000 -
{(ima push biga tribyun luuh ratus lujuh puluh semblaggmiyar
rupiah) datam bentuk obligasr

Bawa BPPM yang letih mendipal kuasa ﬁu‘hmrﬁ_

Keuangan lelah_memeriiaikin kepada Bank Indanesia yangan

suratnya tanggal 1 Juni 1399, No.PB-385/BEPN/0GIS. unluk
membayar Kaim FT.Bank .m._.um.
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Bahwa Bank Indoneisa Selaku  Bendaharawan Ui

Necars _Datam _Rangka Pegiamian, _adatan harus  dipenudy

—perintah tersebut. olen Karena perintan ._u_ﬂumn |mm_m..=|ﬂ._mu dar)
Eﬂﬁﬁﬁg.ﬁm»ﬁ ﬂnﬂaﬁmmﬂlgmﬂi

Menolak tnluk tidak membayar Waim PT By Ball sebesar
Rp.904.642 428,369 {sembilan ratus einpal mityar enam rats
empat pulh dua Jula enpat ratus dua pulufy delapan riby tiga ratus

Enan pulun sembilan rupiahy;:

N uMuk  membayar karena semus permasalahan
| konsollasi atas transaks yang dbual antara PT Bank
BONI oleh Bank Indonesia feian diserankan kepada

Indonesia atas parintan BFPN datam Suralnya langgal 1. Jury 1999,
zn.tm.wmwmunzamum yang  diambikan  dari rekaning
MNo.502.000.002 . adatai Memang Maim yang menjadi hak dar
PT.Bank Bal sendi;

Menntiang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan
tersebul diatas Pengadiian Tinggi berpendapal batwg unsur ini

A7 L DAL AN S

T

Menimbang, bahwa Pengadian Tinggi dapal  menyetuju

__\EEH yang dipakai' oleh Pengadilan Tingkat JEFE untuk

dipenuhinya suaty perbuatan pengetian ;
1. perbuatan Ru diakukan oleh 2 trang alau febih:

2. adanya kerjasama secara fisik;
3. adanya kKesadaran sewaklu melakukan Kerjasama;

Menimbang, bahwa tunt serla disini lebih ditujukan kepada

._. .
U pengeluaran vang / _pemindah bukuan oleh Bank Indonesia untuk

Biaim darl PT.Bank Bali:

#

tidak berbuly lerhadap lerdakwa;
i |I_|.Il-.

- Unsur ke-5 Ty serta melakukan perbuaian dang®.

Menimbang, ...,

__.uy

aymana lersebut dalam Leberapa keterangan saksi yaitu

imbang, balwa sekalipun  lerdakwa beberapa  kai
rapal  berkadan dengan  kaim FT.Bank - Bali

L3
ST N Lubis, Desny Demas, DR. Enman Munar SE, MA, Edj

Siswanlo dan Adnan Ojuanda, Pengaditan Tinggl berpendapat
balwa peranan terdakwa disang adalah mencari jalan keluar untuk
dapaliya Waim PT Bank Bal bisa diproses, akan lelagl panya
kKarena SKB | yang tidak memungiankan untuk memproses Kaim
Bank Bal lersabut;

Menimbang, batwa Kaim Bank Bal baru dapal diproses
lepatnya tanggal 1 Juni 1999 seleiah SKB | dirubah menjadi SKB 1]
¥ang sesuai dengan Kepufusan Menter Keuangan langgal 23
Januari 1998 dimana kreditur yang boleh mengajukan Maim dan
selelaly adanya Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 1999,
No.SR-176/MK.01/99 yang ditujukan Kepada Gubermur Hank

[ I ——
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Indonesia, wnluk membika rekening dengan No.502 000.007
dangan nama *Bendaharawan Umum Negars Dalam Penjamin®;

Balwa selanjutnya Gbayarnya Kaim PT.Bank Bai dengan
cara memindah bukukan diakukan berdasarkan Siral  Penntah
BPPN dalam suratiya tanggal 1 duni 15999, No.PB-385/8FPNO6SY
* oleh Kepala Urusan UASP. bukan didasarkan atas surat BPPN
tanggal 1 Junl 1999, No.FB, 280/BPPNOGSY yana ditujukan
-hepada Gubernwr Bank Indonesia sural mana oleh terdakwa d
disposisi ““Kepata UASP *  unluk diaksanakan, setelah

Tre s dengan by  Miranda  Wwsusnya  untuk

t eler;
/ m.mr nipangkan target moneter;
UL

=== k ibang, babwa sebelumnya dibayar Kaim PT Bank Bai
Ny f.fl...x\ Indonesia selama.pemeniksaan lerdakwa df Pengadian
Tingkal Peiama tidak lemyata kalau terdakws pernah bertamu
dengan Sdr Rudy Ramii selaku Owrut PT Bank Bali, Pande N Lubis
selaku Wikl BPPN diuar Kalm PT. Gank Bal  sebesar
Rp.904 642423369 (sembilan ralus empat miyar enam ralus
empat puluh dua juta empat ralus dua puluh detapan ribu tioa ralus

enma pulih sembilan rupiah):
Menimbang, babwa dengan dasar-dasar partimbangan

tersebut diatas Pengadian Tngg baerpendapat batws unsur ini
lidak lerbukdl terhadap lerdakwa,

allI.Il.llllul.llulu.

6. Unsur ke-6 | "Unsw perbuatan bananu®,

Menimbang,

s e

Meaimbang, bahwa pasal 64 ayat | KUHP menyatakan

. balwa jka antara beberapa perbualan sekakpun masing-masing

merupakan  kejahalan  atay pelanggaran, ada hubungannya

- sedemikian rupa sehinggs harus dipandang sebagal suaty |

perbuatan berfanjut dan selersnya;

:a...._.in:m. bahwa unfuk dapatmya terdakwa didaiowa
melakukan perbuatan  berfanjut harusiall terbukti  terdakwa
melakukan beberapa perbuatan yang dikwalifisit sebagal sualu
kejahalan atau pelanggaran:

Menmbang, bahva dan Kasus perbuatan terdakwa yang
__ Fpo(jkan sebagai perbuatan pidana adabh disposisi lerdarwa
\ _ SUfil BPPN No.PB.ISU/BPPNIOGI9 tanggal 1 Juni 1999,
W -

PAAbA sudah B kal Bank Indonesia menolak Kaim, Bank Gali
diproses, sehingga P lan__ Tinggi lidak _ melihat

v/ pertualan lerdakwa yang mempakan beberspa kejahutan yang

merupakan beberapa kejahalan sehingga dapat dilewalifisic sebagai
perbuatan beanjul, sedangkan Waim PT Bank Bal baru dapat
diproses tanggal 1 Juni 1559 berdasarkan Suat Perintan BPPN,
tanggal 1 Juni 1999 No.PB.I2S/BPPN/OGIY selelah SKB | dirutah
menjadi SK8 I, sehinggs gengan demikian unsur il pun tidak

terbukli terhadap terdakwa:

Menimbang, balwwa oleh karena beterapa unsur-unsur dari
pasal 1 ayat 1 sub 2 Jo. Pasal 70 Undang-undang No.3 tahun 1971
Jo. Undang-undang No.31 (ahun 1999 Jo. Pasal 55 ayar (1) ke-1
Jopasal 64 KUHP lidak terbusti terhadap terdakwa maka

Kesalahan. .. ..
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kesalahan lerdakwa  alas perbuatan yang didakwa “Primair

idak lerbukdi secara sah dan meyakinkan, makd
qﬁq&mﬂww_.qﬁug gan segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan primaic lidak
terbukli  maka  selanjutnya  akan  dipedimbangkan  dakwaan

*Subsidair®

dflnd-undang Mo 21 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.
| 64 KUMHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa,
2. dengan Wjuan menguntungkan dirl sendii atau orapg lak atau

suatu badan,
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena ada padanya Karens jabaltan atau
- hedudukan,
4. yang secara langsung atau tidak langsung dapal mernugian
keuangan negara alau perekonomian negara;
5. lund serta melakukan perbualan Kerupsi
6. Perbualan tersebut diakukan dengan secara berlanjut;

{. Unsur: "Barang siapa”

Mammbana 0

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, sudah
Cukup - diperlimbangkan pada  wakiy mempartimbangkan unsur
barang siapa dalam dakwaan primair maka pengerlian lersebut
dinggap  dilang dan menjadi pertimbangan  dalam dakwaan
subsidair sehingga dengan demddan unsur ind telah tersd

2. Unsur ; *Dengan lujuan menguntungkan diri sendirl alay oang lain
atau suatu badan~,

Menimbang, bahwa unsur Il telah cukup dipertimbangkan
sewakly mempertimbangkan wnsur i dalam dakwaan prmair
£t dengan demiian Pengaditan Tingg mengambil oper
L..ﬁ,in._wznun H_,un_.r.__ dan dianggap telah termasuk disini,
W y Ini tidak terbukti lechadap terdakwa.

.....\__.

NS “Menmyaiahgunakan kewenangan, kesempatan atag
Sarana yang ada padanya karena jabalan atay keduydukan®,

Menimbang, Lalwa dalam mempenmbangkan wisur-unsur

dikwaan subsldair, Pangadilan Tinggl sengala mempertimbangkan
unsur inl karena unsur ol merupakan kunc dan unsur dakwaan
subsidair

Menmbang, balwa lerdakwa diangkat sebagal Gubernur

- Bank Indonesia berdasarkan  Kepilusan Presiden Repubiik

Indonesia  masing-masing dengan Momor °© UM tahun 15398 -
tanggal 11 Pebruari 1993 dan nomor 149/M tahum 1999 tanggal 17
Mel 1999 ; .
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Menimbsng, bahwa pada saat leridakwa dianakal saliagai
Gubernw  Bank “indonesia E;m_uu_ 1y Pebruari 1998 landasan
pengangkatan masih menggunakan Undang-undang No.13 fatun
196C lentang Bank Seriral dimana Giberrur Bank Indonesia

lermasik jajaran Direksi {pasal 15 ayal 1 Undang-undang Mo, 13
tahun 1568); .

Menimbang, balwa manurut pasal 16 undang-undang No. 13

_u_.E_.. 1968 dalam ayat | nya ditelaphan bahwa tugas dan
kewsjiban Direks! adalan -

Menimbang, batwa dengan  berlakunya E_nw__._u..EE._.E .

Ne.23 tabun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti dal
undang-undang Mo.13 tahug 1968, tenlang Bank Sentral, mhu..__“

Indonesta galam melaksanakan tugasnya Bank indonesia dipimpin
oleh Dewan Gubernur yang lerdirl seorang Gubemur, SEOrang

Depuly Gubermur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang alay
sebanyak-banyaknya 7 (lujuh) deputy Gubemur

Menimbang, balwa adapun tgas Bank Indonesia menund

Undang-undang No.23 tahun 19949 adalah :

1. Menetapkan dan melzksapakan kebfakzn moneler,
2. Mengater dan menjsga kalancaran sisim pambayaran,
2. Wengalir dan mengawasi Bank,

Menimbang, babwa disanging lugas diatas satah salu
wewening Bank Indonesia adalall mengatur system “armg anlar
Bark galam mata vang npiah danfalay valuts asing yang meliputi
sislim Mirlng domestik dan Intas negam (pasal 16 undang-undang
MNo.23 Lahun 1999);

Ao ax SHenimbang, balwa berkaitan dangan dibayarkannya melalul
A .

T __.,,____ bukuan Kaim PT.Bank Bai oleh Bank Indonesia
\.,.,u_n#.m.ﬂN.ﬁm.Em.. (senibdan ratus empal midyar
3 empatl puiuh dua jula empal ralis dua pulh delapan

e g ratus enam puinh sembilan rupiah), apakah lerdakwa

.nﬂu-_ dikwalifisic sebagal telah menyalahgunakan Kevienangan,
kesempatan afau sarana yang adanya karena jabalan atau
kedudidan;

Menimbang, balwi dengan lerpdnya resesl ekonomi yang
melinda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang sangat
dirasakan diseklor perbankan, maka wnluk managguiangl hal
lersebut  khususnya  yang  menyangiad  seklor  perbankan,
Pemerdnfall R mengeluarkan Keppres No.26 tahun 1992, tanggal

26 Januari 1993, lentang “Jamman terhadap kewajban -

penbayaran Bank Unuem®;

Batnwa yntuks menindal lanjuli Keppres No.26 tahun 1998,
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Monteri Keuangan Remudian mengeluanan Kepitusan Mo ZG/HME-
017803 tangaal 28 Januan 1993

Bahwa disamping mengeliarean Keppres No.26 tahun 1993,
Pamennlall juga %i suaty lembaga yailu Badan Penyehatan
Ferbankan Nasional (disingkat BPPN) berdasarkan Keppres MNo.z1
tahun 1993, tanggal 26 Januan 1295

Memmbang, bahwa untuk bisa dilaksanakan Kep. Men. Keu
Mo 2G/KMK-017/1992, Bank Indonesla dan BPFN membuzl surat

kenasama (disingkal SKR), tanggal & Marel 1568, Mo, MFTKepir |
Mo {/BPPMIMSSS

= j
G
SMeanimbang, bahwa dengan dikeluarkanmya SKB tersebut,

n_ Ball mengajukan Waim kepada Hank Indonesia alas
d BONI (bulan April 1955, BOMI dimyatakan sabagai Bank

APe=Fver (BTO) pada PT.Bank Bal akan lelapl Bank Indonesia
sebanyak © kali telah mengirim swat kepada PT_Bank Bali yang pada
pokoknya PT Dank Bali telex dapal diproses karana  alasan
administrasi dan kalerambalan pendataran,

denimbang, balwa pada tanggal 24 Seplember 1993 lerdakad
memimpin  rapal Oweksi Bank Indonesia yang dihadin ga oleh
Peiabal BPPN dan 5 Pebiuan 1999, Pengadilan Tinggi bidak ada
dputuskan oleh terdakwa kalau kaim PT Bank Bali diperwiahkan
wenluk dibaydr;

Menimbang, bahwa atas dsposisl lerdakwa dalam suratnya
BPPN tanggal 1 Juni 1999 Mo, 280/BPAHNGGISyang tertunyd “Lepada

UASP .

_.&_ﬁ.,s.ﬂ.mi

UASP : unluk cilaksanakan setelah dikordinasikan deagan bu Miranda
Khususnya wiluk, mempertimbangkan target moneles”, menurut hamal
Pengachlan  Tinggl disposisi lersebut  tidak dikategorikan  sebagal
penyalahgunaan Jabatan ataupun sarana yang ada padanyd oleh
karena disposisl tersebut bukaniah final oleh karena pejabal lainnya
untuk, diminlakan untuk berkonsullasl karena hal tersebul menyangikul

" masalah monster; —V un—ﬁrw:. — .rmwm. poxr

Menimbang, bahwa leblh-leblh sebagaimana yang diteranghan
oleh saksl Desmi Demas balwa pembayaran kaim PT.Bank Ball oleh

m.w_ﬁ Indonesia atlalah berdasarkan surat BPPN tanggal 1 Juni 1999

Ry ..._ Sistim Pembayaran yang dalam susunan ofgansasi
i , Repala Unman inilah yang mempunyal tugas teknls
/ _.__ﬁﬁ:c._ﬁ... pambayaran yang secara  olomalis

.

Salllal gelnakan oleh jajaran dibawah Cubemur atay Depuly Gubemnur

m.m_.___n “_._na_..._nu_n

Menmnbang, bahws apa u_nan telah dilakukan Bank Wndonesia
pemindah bukuan rekening BPPN ke Bank Bali, bukaD penyalah
gunaan wewenang yang 3da padanya, tetapi merupdkan susty
lindakan yang harus dilakukan sebagai kasic / bendahargmnnegara
karena diperintahkan oleh pemiik rekening insalnasi pegMintah gg
BPPN, bila dtik dari sudul Bank Bali merupakan putangeyang sah,
benar dan wajar Karena pembayarannya niemang Seswlb=dengan
program penjaminan pemernntah,

Menimbang, bahwa 3pa yang telah dlakikan olapmlerdaiona
dengan para deputy Gubormur lorsebut dan pejzbal BPPN bad pada
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mendapatkan nformasi dan data yang akural untuk menentukan posisi
lebili lamut Rapal dan Koordinasi tersebul odakukan Uuksn ik
merekayasa agar pengajan klaim / Lagghan yang lickak sah menjadi
dapal dan dibenarkan, lotapl dilakukan dengan transparan dan
menglaji masalah seperll adanya SKB | yang lidak sinkron dengan
kepulusan Menterl Keuangan yang seharustya Bank Kredtur yang
dapat mengajukan Kaim pembayaran mdang letunda Bank Debitur,
selanjutnya hal inl direkomendasikan dalam SKB 11,

Demikian pula dsposisi yang pernah dibual oleh Urusan Kepala

UASP, hal pembayaran Kaim Bank Bali masih harus dikansutasikan

4. Unsur @ “Yang secara langsung atau Iklak langsung merugikan
keuangan negara, parekonomian negara®.

Menimbiang, babwa unsur infpun sudal) cukup dipertinibangkan
dalam memperimbangkan unsur  yang sama dalam dakwaan prmair
sehingga dengan demikian Pengaditan Tinggl mengambil oper segals
perlimbangan lerselud dan dianggap telah termasuk n.ns__ maka
wisur impun ldak _..._&E& terhadap Lerdakwa;

5. Uinsur © Turut serta molakukan perbualan pidana®

Menimbang, balwa unsur nipun telah cuwp dpetimbangkan

dalam ......

gnﬂ&!ﬁ-bﬂ#ﬁu..ﬁ:gﬂugu-ﬁ ‘

termasuk disini, maka unsur inipun tidak lertad! terhadap terdakwa:
6. Unsur : *Perbuatan beranjut™.

Menimbang, batwa unsur ind pun leluh cukup dipertimbangkan
dalam dakwaan primair sehifigga dengan demikian Pengadilan Tinggi -
mengambil oper segals pertimbangan lersebil dan dianggap telah
termasuk dlsini, maka unsur inf pun Uotak terbusd] terhadap terdalowa:

.&ﬂ...ﬂﬂ,w/

(B
__.... ]

uEuE_w Eu: EEE. maka lerdakwa h
dakwan tersebut (Vrispraak);

—

iﬂ.u_ﬁ bahwa oleh karana beberapa unsur dar pasal 1
h___ﬁ.w__ b, Jo. Pasal 28 Undang-undang No.3 talun 1971 Jo.
E:a No. M tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo, Pasal

P lictak terbukdi, maka Pengadilan Tiaggi berpendapal bahwa

Menimbang, bahwa terhadap menon ‘banding dan kontra
‘memori banding baik yang diajukan olah Penuntut Ummum  maupun
Penasihal Hulum Terdakwa menurut hamat Pengadiian Tinggl hal
tersebul idak periy diperfimbangkan _mﬂ olah karena Ugak ada hal-hal

ary dimuat dan 1 banding
tersebut, lebiti-lebih apa yang tetan aperimbangkan lersebul telah
mencakup materi yang diparmasalahkan dalam memon banding dan
kantra memorl banding tersetus

Menimbang, bahwa cleh karena terdakwa gibebaskan, maka
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PH_JKE Pst, lanpgal 13 Marel 2002, liklakiah dapal diperdahackan fagl r.\\.‘..\.ﬂ

salingga oleh karenonya sudah sepatutiya dibatalkan; _\\

Menimbang, babwea oleh karena lerdakvea dibebaskan maka hak
ferdakwa  dalam  kemampuan, kedudukan dan  harkat  serta

marlabalnya sudah sepatutnya dpalifikan;

. Menimbang, bahwa karens terdakwa dibebaskan dari segala
dakwaan maka lerhadap barang bukl yang diajukan dalam persara ini

sehesar Bp 546465544, 723~ (lma ralus empat
miliar empal ralus enam piluh delapan juts lina

fupiah), dikembalikan pada rekening  penampungan  Escrow
Account) Momor 599045197 atas nama PT.Bank Ball g PT.Era
J3ial Prima,

b. Uang lumai sebesar RpZETE6.550.- wEm pulsh delapan jula
tujuh ralus fima puluh enam dbu ma ratws imd pulufr rupiah)
dikembafikan ke PT.Bank Wegara Indonesia (Persero) Tux.
Kantor Cabang Rasuna Said, atas nama PT.Era Giat Prima;

c. Barang bukti fain berupa surat-surat sebagaimana tedampir

; dalam daftar barang bukk, teiap tedampir dalam barkas parkara,

Menimbana, baliwa tarhadap ongkos perkara  dibebankan
Repada negan,

Mengingat........

undang dan peraturan huikum yang berlakug . ; Jl‘

MENGADILI

Menerima permintaan banding dar Terdakwa dan Jaksa Penuntut 2
Umum tersebut |

Membalalkan putusan Pengadian Megen Jakarta Pusat, tanggal 13
Maret 2002, Mo 1522/Fid.B/2002IPPM.JKL.PSt.  yang dumohoniian

handing.

dakwaan Subsidair; :

Zmﬂﬁcﬁﬁ._.. Teidakwa oleh karena fu dari Segala dakwaan
(Mrijspraak),

Memulitkan hak Terdakwa dalam E&nz_“ucm:. kedydgukan ¢ dan
harkat serta martabainya;

Memerintahkan agar barang bukli berupa :

3. Uang tunal sebesar Rp.546.463.544 733- ({lima ralus empat
puluh enam miliar empat ralus enam puluh delapan juta lima
Ratus empat puluh empat ribu luph ratus tiga puluh delapan
rupiah); dikembafkan pada rekening panampungan Escrow

Account) ........
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PAMITERA FENGIGANTI,

i

ISARAEL SITUMEANG, SH.

Account) Nomor 999045197 atas nama PT.Bank Baf qq PT.Era
Gial Primn

b. Uang tunsi sebesar Rp.28.756.550,- (s pukih detapan uta

Wiuh ratus ima puluh enam ribu Ema ratus ima puluh puplat;;

dikembalikzn ke PT Bant Megara Indonesia (Persero) Thk
Kantor Cabang Rasuna Said, atas nama PT.Ers Gial Prima,

€. Barang Luddi lam benpaz tinat-surnl sebagaimana  terampir

dalam dattar barang bukli letap cMampirkan daiam berkas

perkara, "

Haldm Yingp Pengadilan Tinggr Jakana RRSNg-masing selilu Makim Anggota,
telah ddunuk untuk memeriksa dan mEgadlh perkara Ini dakain peradiian linghkat
banding berdasarkan Penctapan Kélua Pergadilan Tinggl Jakaita tangoal 11
Junl 2002, Nomai NEPend2002T3PI0NZ002/PT DKL, g3n MAUSIN mang
tiucapkan oleh Hakim Ketua Majaiis dstar sidang terbuka E::.__.. untem pacda
hari itu juga, dengan didamping! oleh Para Hakim Anggota tersebiut serta cibaniy
viell ISARAEL SITUMEANG, SH. Pander Pengganti Pengadian Tinggi Jakarta
akan tetapi tidak dihaclirl oleh Terdakwa can Jaksa Pemmiut Umum.

HAKIM ANGGOTA, HAIKIM KETUA MAJELIS,
UT SUICARATA,SH. . fl. RIDWAN NASUTIOM,SH,

S L

-
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1998
TENTANG
JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : & bahwa ckonomi nasional ini scdang mengalami krisis moneler yang sangat berat;

b. bahwa krisis moncter terscbut tereermin pada mcrosotnya kepercayaan masyarakat di dalam
dan di luar ncgeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;

c.  bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan scecpatnya kepercayaan masyarakat
techadap mata vang dan perbankan nasional;

d. bahwaschubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik
Indoncsia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum In-
donesia; '

Mengingat : 1. Pasal4ayat (1) Undang-Uncang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3.  Undang-undang Nomaor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

4. Kcputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi
dan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINANA TERHADAP KEWAJIBAN PEM-
BAYARAN BANK UMUM.

Pasal 1

Pemerintah memberi jaminan balwa kewajiban pembayaran Dank Umum kepada para pemilik simpanan dan
krediturnya akan dipenuhi.

hasal 2

(1) Bank Umum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adulah Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indoncsia.

(2) Kewajiban pembayaran yang dijamin Pemecrintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

(3) Jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada
hari pembayaran.

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN : ' B-1
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Pasal 3

| Syarat, tatacara dan kectentuan lainnya yang diperlukan bagi peclaksanaan pemberian jaminan scbagaimana
‘dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditclapkan Menleri Kcuanagan setelah mendapat pertimbangan dari
.Gubernur Bank Indonesia,

PMasal 4

Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Kcputusan Presiden ini kepada
Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Kcuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakusan
' whuah lembaga yang ditctapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri,

Pusal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dilctapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.,
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA -
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOERDIONO

LEMDBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 29
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 27 TAHUN 1998 (27/1998)

Tanggal: 26 JANUARI 1998 (JAKARTA)

Tentang: PEMBENTUKAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa sebagai pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban
pembayaran bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 1998 dan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan
bank, dipandang perlu membentuk Badan Penychatan Perbankan Nasional
dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran
Negara Nomor 63 Tahun 1968; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863),

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Nomor 31 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472},

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan
Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,

5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL.

Pasal |

Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya dalam
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Keputusan Presiden ini disebut BPPN, vang berada langsung di bawah
serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan

Pasal 2

BPPN mempunyai tugas.
a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada
*33269 Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor
26 tahun 1998,

b. melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk
restrukturisasi bank vang oleh Bank Indonesia dimvatakan tidak schat;

¢. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka
penychatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

Pasal 3

BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yvang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden

Pasal 4

Personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan
setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia

Pasal §

Segala biaya vang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan
kepada kekayaan Negara vang dipisahkan dan sumber lain yang sah.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Presiden ini telah tercapai, maka BPPN dibubarkan dan segala harta
kekayaannya menjadi milik negara
Pasal 7
Keputusan Presiden im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Drtetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
td

SOEHARTO

=)
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26/(KME 017/1998

TEENTANG
SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTALL
TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a, bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden
Republikindonesia Nomor 26 Tahun 1998, Pemernintah
memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank
Umum ;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk
Menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaan jaminan
Pemerintah atas kewajiban-kewajiban Bank Umum kepada
deposan dan pihak tertentu lainnya dengan Keputusan Menteri
Keuangan ;

Mengingat - | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998

tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembavaran Bank
Umum ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998
tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

MEMUTUSKAN :
Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BANK UMUM.
Pasal |

Kewajtban yang dijamin oleh Pemerintah scbagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi seluruh kewajiban

pembayaran dari Bank Umum, baik dalam mata vang Rupiah maupun

dalam mata uang asing vang timbul sebelum, pada, atau sesudah han

pertama dan jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau

sebelumhart terakhir dari jangka waktu berlaku, termasuk tetapi tidak

terbatas pada giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on call;

obligasi; surat berharga, pinjaman atar bank; pinjaman yang diterima,

swaps/hedges/futures, derivatives dan kewajiban-kewajiban kontinjen

(ofT balance sheet) lainnva; seperti bank garansi, standby letters of
credit, performance bonds dan kewajiban-kewajiban vang sejenis selain
yang dikecualikan dalam Keputusan i
Pasal 2
Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bank umum
vang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3
(1) Kewajiban vang dyamin selain giro, tabungan, deposito, dan atau


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

D

bentuk lamnya dipersamakan dengan itu, harus didafiarkan pada
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam hal

. hewajiban dalam mata vang Rupiah dengan jumlah lebih dari

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); atau
b. kewajrban dalam mata uang asing dengan jumlah lebih dari
¢juivalen dengan 2 000.000 dollar AS (dua juta dollar AS)
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dilakukan oleh
kreditur dalam jangka wakitu :

a. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) han sejak ditetapkannya
Keputusan ini bagi kewajiban yang telah ada sebelum Keputusan
mni;

b selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari s¢jak timbulnya
kewayiban tersebut setelah ditetapkannya Keputusan ini
Pasal 4
(1) Pemenntah udak menjamin pembayaran
a. modal pinjaman;

b. pinjaman subordinasi,
¢. kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
oleh kreditur berdasarkan dokumentas: vang wajar dan lazim
untuk transaksi sejents,
d. kewajiban kepada direktur. komisaris, orang-orang yang
memiliki secara langsung maupun tidak langsung 10 (sepuluh)
persen atau lebih kepentingan dalam ekuitas Bank Umum, serta
pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank
Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan atau
orang-orang vang mempunyai kekuasaan untuk turut serta di
dalam atau mengendalikan manajemen Bank Umum,
¢. kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara vang
bertentangan dengan praktek-prakick perbankan vang schat atau
kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh kreditur yang tidak
bentikat baik;

I giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call, surat
berharga, sertifikat deposito atau intrumen-instrumen lainnya
vang dikeluarkan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan
syarat dan ketentuan finansial vang tidak wajar dari pasar
mstrumen dalam jumlah dan untuk jangka waktu vang setara
pada waktu deposito berjangka, deposito on call atau instrumen
lainnya yang bersangkutan diterbitkan;

2. tagthan berdasarkan jaminan i tdak dilengkapt dokumen secara
sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah hari terakhir
jangka waktu berlaku, kecuali untuk tagihan dan penvimpanan
mengenai simpanan mercka
(2) Jaminan dapat dibayar apabila kreditur menyetujui bahwa Bank
Umum atau BPPN dapat mengkompensasikan hutangnya dengan
Bank Umum, tanpa mempertimbangkan tanggal jatuh tempo hutang
tersebut,

Pasal 5
Pendafiaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 atas
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Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengakibatkan
kewayiban tersebut menjadi kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah
Pasal 6
(1) Pembayaran Jaminan oleh BPPN hanya dapat dilakukan setelah
Bank Umum tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada
kreditur,

(2) Pembayaran kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan
uang Rupiah berdasarkan nilar tukar pada pada hari pembayaran
vang tercatat di Bank Indonesia pada pukul 10 00 WIB
(3) Kreditur yang menerima pembayaran harus menyerahkan dokumen
asli dengan disertai perjanjian yang menyatakan pengalihan hak
tagihan kepada BPPN.

Pasal 7
(1) Jaminan berlaku pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januan
2000,

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berakhir, maka jangka waktu berlakunya jaminan dengan sendirinva
diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya kecuali
BPPN dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
berakhimya jangka waktu tersebut menerbitkan pemberitahuan
bahwa BPPN tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka
waktunya.

Pasal 8
Bank umum berkewajiban untuk -

a Memenuhi Ketentuan dan pengawasan vang lebih ketat serta
kewenangan yang lebih besar dari BPPN dan Bank Indonesia
b. Menyampaikan laporan vang diminta oleh BPPN dan Bank
Indonesia.
¢. Membenikan kontra jaminan kepada BPPN dalam bentuk surat
hutang dengan tingkat bunga pasar senilai jumlah yang dibavarkan
Pemenntah berdasarkan jaminan.

d. Menyutujui untuk membagikan deviden kepada pemegang saham
selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
atau selama kewajiban Bank Umum kepada BPPN belum terbayar;
dengan ketentuan, bahwa pembatasan pembayaran deviden im tidak
akan membatasi Bank Umum untuk membagikan deviden selama
Bank Umum tersebut dapat membuktikan kepada BPPN bahwa
Bank Umum vang bersangkutan telah memenuhi seluruh
persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

e. Menyatakan bahwa direktur-direktur dan komisaris-komisarisnya
langsung bertanggung jawab atas kelalaian berat dan perbuatan
melanggar hukum yang disengaja dalam menjalankan kegiatan
Bank Umum.

f Membayar premi setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah yang
dihutung sebaga persentase, yang akan ditentukan dari waktu ke
waktu, dari jumlah nominal kewajiban yang dijamin olch
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Pemerintah.

o Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Menter
keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian jaminan
Pemerintah.

Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januan 1998
Menteri Keuangan
ttd
Mar'ie Muhammad.
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